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Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 14 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENERAPAN STAN DAR PELAYANAN MINIMAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. Pemerintah Daerah men erapkan SPM u ntuk pem enuhan 
Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Da sar yang 
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara m in imal; 

b . bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2021 ten tang Penerapan Standar 
Pelayanan Minim a l, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar 
Pelayanan Minim a l perlu disesuaikan; 

c. bah wa berdasa rkan pertim bangan sebagaimana 
dima ksud dalam h u ruf a dan huruf b, perlu m en etapkan 
Peraturan Bu pa ti Tasikm alaya ten ta ng Penerapan 
Standar Pelayana n Min imal; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19 50 tentang 
Pem bentukan Daerah-Daerah Kabupa ten dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Bara t (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaiman telah 
diubah dengan Un dang-Undang Nomm or 4 Tahun 1968 
tentan g Pembentuka n Ka bupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan m engubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupa ten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 



Menetapkan 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

5 . Pera turan Menteri Sosial Nomor 9 a un 2018 tentang 
Pen erapan Standar Teknis Pelayanan Da sar Pada 
Penerapan Standar Pelayanan Min imal Bida ng Sosial di 
Daerah Provins· dan di Daerah Kabupaten/Kota Berita 
Negara Republik In donesia Tahun 2018 Nomor 86 ); 

6 . Peraturan Men teri Pekerjaan Umum dan Perum an 
Rakyat Nomor 29/ PRT/M/2018 tentang Standar Teknis 
Standar Pelay nan Minimal Pekerjaan Umu m dan 
Perumahan R kyat (Berita Negara epublik Ind nesia 
Tahun 2018 Nom or 1891); 

7 . Peratu ran Menteri Dala m Negeri Republik In onesia 
Nomor 121 Tahu 2018 tentang Standar Pe erapan 

8. 

is Mutu Pelaya nan Dasar Su urusan Ketenteraman 
dan Kete iban Umum di Provi i dan Ka upa ten/Kota 
(Be i a gara Rep blik 0 ahun 20 19 Nomor 
158); 

eraturan e eri a a 1 ge m o 0 
tentang tanda Teknis elayanan Da ar pada 
Pelayanan Minim al Sub Urusan B ncana 
Kab paten/Kot ; 

tandar 
Daerah 

9. Perat ran Me teri Ke ehatan N mor 4 Tah n 2019 
entang en era pan Stan dar Tek i Pe enc ha n Mutu 

Pelayanan Min imal pada Bidan g Keseh a ta (Berita 
Negara Republi Indonesia Tahun 20 19 No or 68); 

O. era tura n Mente i Dalam Negeri Nom or 59 Tahun 2021 
tentang Pen erapa n Standar Pelayana n Minimal (Be rita 
Negara Republik Indonesia Tah un 202 1 omor 1419); 

1 . Pera u ran Menteri Pend·dikan, Kebudayaan, Riset dan 
Te ologi Nomor 32 Tahu n 2022 entang Standar Teknis 
Pelayana Mi imal Bidan g Pendidikan (Berita Negara 
Republik Indo esia Tahun 2022 Nomor 677); 

12. Peraturan Daer Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 ten tang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STAN DAR 
PELAYANAN MINIMAL. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah ae ah yang memimpin pelaksanaan urus pemerintahan 
yang menjadi ewenangan Daerah otonom. 

4. Perangka t aerah a dalah Un su r Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Raky t aerah da am m eny e ggar kan n s r P merin taha n yang 
m enja i Kewenangan Daerah. 

5. an Pemerintahan Wajib a da la h Urusan Pemerintahan yan Wajib 
iselenggarakan 0 eh sem a Daer h. 

6. layanan Dasar adalah Pelayanan Publik untuk memenuhi ke u t han 
d sar warga negara. 

7. Ke bu tuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan jatau jas ngan 
ku litas dan jumlah tertentu ya g berhak diperoleh oleh setia in dividu 
agar dapat h i p secara la-ak. 

8. Warga 

9. 

sec ra ~ 

asar an 
setiap 

erupakan 
a negara 

10. Penera pan SPM adala h Pelaksana n SPM ya g di lai dari tahapan 
pengu mpulan data, pen g itungan keb' tu han pemen han elayanan 
Dasa r, Pe yusunan ren ana pemen ha Pelayana Das r dan 
pela s na pemenuh n Pelayana n a a T' . 

11. Stan a r T knis a a la h sta n ar j ml da ku litas baran ani a tau jasa, 
sumber aya rna sia da p t j k te nis atau ta a cara e enuhan 
stand r. 

12. J enis ela anan Dasar a alah j nis pelayan a dal rangka penyediaan 
barang anj ata j a sa ke utuhan d sar yano berh a k diper leh oleh setiap 
Warga Negara ecara m inim al. 

13. Mutu Pelay n an Dasar ad a lah ukuran kua n titas da n ualitas barang 
danj atau jasa kebu uha dasar serta pemenu annya secara minimal 
dalam Pelayanan sar s suai de gan standar tekn is agar hidup secara 
layak. 

14. Program adalah penjabaran kebij kan Perangkat Daerah dalam bentuk 
Upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 
tugas dan fungsi. 

15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas Pembangunan yang dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka 
mencapai hasil suatu program. 

16. Kinerja adalah keluaranjhasil dari KegiatanjProgram yang akan atau telah 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur. 

17.Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 
pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran 
atau hasil. 
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18. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah 
ditetapkan untuk dicapai. 

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

20. Rencana Pembangunan Tahunan daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

21. Rencana Strategis erangkat aerah yang selanjutnya disebut Renstra 
Perangkat Dae a a do pe ca aa Pera kat Daerah untuk 
periode 5 (Ii a) tahun. 

22. Renca a Kerja Perangkat Daerah yang el r nju tnya iseb t Renja 
Pe ang at Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Da ra untuk 
perio e 1 (satu) tahun. 

23. A aran Penda a t dan Belanja Daerah yang selanjutnya disin gkat 
P D adalah rencana keuanga a h unan Daerah yang ditetapkan de gan 

P raturan Daerah. 

Pa a l2 

Maksud t aerah 
.. al d me yanan 

aerah. 

a sa 

Tujuan d i Peratura n Bup i ini adalah : 
a. Me ke at n ere aan , e aksanaan dan pe apora dalam 

pen r pan Standar Pe aya an Mi im alole Pe erintah Daerah, a 
b. Penetapan pe oman pelaksanaan Penera an S oleh P rangkat Daerah 

yang elakukan Urusan P me intahan Waji yang be a · a n dengan 
Pelayanan Dasar. 

A 
A AP PENE PAN STANDAR PEL YANAN INIMAL 

Bagian Kesat 
Umum 

Pasa14 

(1) Pemerintah Daerah m en erapk n SPM n tuk pemenuhan Jenis Pelayanan 
Dasar dan Mutu Pelayanan sar a ng be hak diperoleh oleh setiap warga 
negara secara minimal. 

(2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diprioritaskan bagi 
warga daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berhak memperoleh Pelayanan 
Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu 
Pelayanan Dasar. 

Pasal5 

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 terdiri atas: 
a. Pendidikan anak usia dini; 
b. Pendidikan dasar; 
c. Pendidikan kesetaraan; 
d. Pelayanan kesehatan ibu hamil; 
e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 
f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 
g. Pelayanan kesehatan balita; 
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h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 
1. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 
J. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut ; 
k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 
1. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 
m. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 
n. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; 
o . Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang 

melemahkan daya tahan tubuh manusia (human im munodeficiency 
virus); 

p. Pemenu han kebutuhan pokok air minum keseharian; 
q. Penyediaan pelayanan pengolahan a ir limba h domestik ; 
r. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni agi k orban 

ncana daerah kabupatenjko a; 
s. Fasilitasi penyediaa n rumah ya g layak huni bagi masyaraka t ang 

terkena relokasi program pemerin tah daerah kabupaten/kota; 
t . layanan ketenteraman dan etertiban umum; 
u . Pelayanan informasi rawan benca na; 
v. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan a ; 
w. Pelayanan penyelarna n dan evakuasi orban bencana; 
x. Pelayanan enyelamatan dan evakuasi korban keb karan; 
y. Re abilitas i sosial dasa r penyan a n g disabilitas terlantar di 1 a r panti; 
z. Reh bilitasi sosial a ar a n a k terlantar i a panti; 
aa. Rehabilitas· osia l dasa a n · t u s · terla ar i uar panti; 
bb. eh a bil" as· osial asar t n a s s ia l khususnya elan ga n dan 

engemis di I ar pa i; dan 
cc. er indungan dan ja i so a saa dan ete a h tanggap 

rat bencana bagi rban ben cana. 
(2) Ket n tuan engenai m tu elayan a n das r s b gaiman imak u d dalam 

Pas 1 4 e pedoma n pada t nd r tek i yang diatu r oleh m e ter i teknis 
yan menyelenggarakan Urusa Pemerin tahan Wajib y ng rkaitan 
denga n P layana n Dasa r . 

Bagia n edua 
Ta h a pan 

Pa sal6 

Penerapan SPM sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan 
dengan tahapan : 
a. Pengumpulan data; 
b. Penghitungan kebutuhan pemenu han Pelayanan Dasar; 
c. Penyusunan rencana pemenuha Pelayanan Dasar; dan 
d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. 

Pasal7 

(1) Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf a meliputi: 
a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yan g berhak memperoleh 

barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal 
sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; 
dan 

b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk 
jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. 
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(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang 
pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan 
masyarakat, dan so sial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas 
sumber daya manusia yang tersedia. 

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% 
(seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap 
tahun. 

(4) Hasil pen m pu an da a seba ga imana dima ksud pa a ayat (1) dan ayat 
(2) diintegra ·kan dengan Sistem n formasi Pemerin ta h a n aerah sesuai 
dengan ketentuan peratura n perundan g-undangan. 

(5) Keten t an mengen a · Target dan In dikator K n erja pen capaian S setiap 
tahu n sebagaimana dimaksud pa da ayat (3) tercantum dalam La Iran 
ya n g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati i 

Pa sal 8 

(1) er gkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang da latau 
ja sa, sarana dan prasarana, dan s mber daya manusia yang d i u tu hkan 
u t k keb t han pem enuhan Pelayanan Dasar den gan juml arang 
d nl atau jas sarana dan pra arana, dan sumber da a man sia yang 
ter se ·a . 

(2) J mla h dan I a tau . asa , sara n a a n pra sarana , da sum b ,r daya 
terse ·a sebagaimana i aks d pada aya t (1) d i eroleh 

us a i ik negara/ba a a a milik dae a h , 1 mbaga 
n as ara I a t Pe erin tah Da rah. 

(3) sebagaimana dimaksud ada yat (1) eli nakan 
u n tu k menyusun ren cana pe enuhan Pelayanan a sar berp doman 
pada S a dar ·aya ses ai eng ketentuan peraturan per ndang
und a ngan. 

Pa,.'al9 

(1) Perangk t Da erah m e ghitun g Warga Negara yang berhak menerima 
Pelayan an Da sar yang tidak m m pu m emperoleh ba ang dan I atau jasa 
Kebutuhan a sar Warga Negara Secar m in im al se u ai engan Jenis 
Pelayanan Dasa r dan Mutu Pelayana n Dasarnya. 

(2) Penghitungan sebaga imana d imaksud pa d a ayat (1) d · aksanakan dalam 
rangka memenuhi prioritas SP . 

(3) Warga Negara yang berhak men erima Pelayanan Dasar yang tidak mampu 
sebagaimana dimaksud pada aya t 1) d ikarenakan: 
a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
b. sifat barang danl atau jasa yang tidak dapat diak ses atau dijangkau 

sendiri; 
c. kondisi bencana; dan I atau 
d . kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri. 

Pasal 10 

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemen u han Pelayanan Dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 8 ayat (3) dan pen ghitungan Warga 
Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 ) yang dimuat dalam 
dokumen RPJMD dan RKPD. 
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(2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan 
Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

(3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur 
Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Pasalll 

(1) Penyusuna n rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam 
dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
dilaku kan pada saat perumusan RPJ MD m elipu ti: 
a . gambaran umum kondisi daerah, khususnya d ikaitkan dengan 

penyelenggaraan pemenuhan da n pencapaian Kebutuhan Dasar Wa rga 
Negara oleh Pem erintah Daera h; 

b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, 
khususnya dikaitkan dengan besara n anggaran yang diperun t kkan 

agi pemenuhan Kebutuhan Da sar Warga egara; 
c . permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dika itka engan 

isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara untuk setiap Urusan 
P ~merintahan Wajib Pelayanan Dasar; 

d. strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, 
khus nya di aitkan denga n s trategi Pemerin a h Daerah dalam 
menyusun a rah kebija kan dan merumuska n P og a m dalam 
pem en uhan kebu ha da sar ; 

e. kerangka pen danaan pemban gunan dan Program Perangkat aerah, 
kh s snya d ikaitkan dengan Program Perangka Da erah dan 
pendanaan yang d iperuntukkan dalam pem enuha Kebutuha n Dasar 
Warga Negara; dan 

f. inerja penyelenggaraan Pemerin ahan Daera h , khusu s ya d ikaitkan 
engan Indikator Ki erja daerah dala m pencapaia n pe enuhan 

Kebutu han Da sar Wa rga Negara . 
(2) Penyusunan renca n a pem enuhan Pelayan an Da sar yang d im a t dalam 

doku en RKPD seba gaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
dilakuka n pada saat perum san RKPD m eliputi: 
a. gamba ran umum kondisi daerah khusu snya di aitkan dengan 

penyelen ggaraan da n penca paian Program dan Kegia tan, sub kegiatan 
Perangka Daerah dalam p menuhan Kebutuhan Da ar Warga Negara; 

b. kerangka ekon omi dan keu angan daerah, khusu nya dikaitkan dengan 
besaran anggaran yang diperuntuk a n bagi pemenuhan Kebutuhan 
Dasar Warga N egara; 

c. sasaran dan prioritas pem bangunan daerah, khususnya untuk 
memastikan capaian pemenu han Kebutuhan Dasar Warga Negara 
dalam rencana kerja tahunan; 

d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan 
Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan 
sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan 
Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan 

e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan 
dengan Indikator Kinerja daerah dalam pen capaian pemenuhan 
Kebutuhan Dasar Warga Negara. 

(3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam 
dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
dilakukan pada saat perumusan Renstra PD meliputi: 
a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan 

capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; 
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b. permasalahan dan lSU strategis Perangkat Daerah, khususnya 
dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat 
Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga 
Negara; 

c . tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran 
kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar 
Warga Negara; 

d . strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan 
memperh a tikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian 
pemen u han Kebutuhan Dasar Warga Negara; 

e. rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, 
khusu snya dikaitkan dengan Program, Kegiata n , sub kegia tan dan 
alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dis u n dalam 
pencapaian pemenuhan Keb tuhan Dasar Warga Negara; dan 

f. kinerja penye1en gga raan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan 
ndikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Ke than 
asar Warga Negara. 

(4) en su nan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Da a r yang 
d im at dalam doku men Renja Perangkat Daera sebagaimana im aksud 
da lam Pasal 10 ayat (2) d ilakukan pada saat perumusan Renja erangkat 
Daerah melipu ti: 
a. h asil evaluasi Renja Peran gkat Daerah tahun lalu, kh susnya 

dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapa an em nuhan 
K utuhan asar Warga Negara ; 

b. tuj u an dan sasaran Perangkat Daerah , khususnya dikaitk dengan 
penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pem nuhan 
K butuh Dasar Warga egara ; dan 

c. rencana kerja dan pendanaan Perangka t Daerah, khu susnya dikaitkan 
dengan Program, Kegiatan, ub kegia tan da n alokasi dana indikatif 
da s m ber pendanaan yang d is sun dalam pencapaian emenuhan 

ebutu han Dasa r Warga Negara . 

Pa sal 12 

(1) Perangkat Da ra h yang melaksanakan fungsi penunjan g urusan 
pemerinta h a n bidang perencanaan memastika n Program, Kegiatan dan 
sub kegia tan pemenuha n Pelayanan Dasar dimuat da lam dokumen 
RPJMD, Renstra Pera n gkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. 

(2) Perangkat Daerah mem priorita skan anggaran Progra m , Kegiatan dan sub 
kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen 
RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. 

(3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, 
Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran 
pendapatan dan be1anja daerah. 

(4) Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan 
rencana pemenuhan Pe1ayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1). 

Pasal 13 

(1) Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, sub kegiatan 
pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan 
Pe1ayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). 

(2) Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan, 
sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang 
diperoleh setiap tahunnya. 
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Pasal14 

(1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayan an Dasar sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 13 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa, saran a dan 
prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan danl atau melakukan 
kerja sarna daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

(2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerin tah Daerah dapat: 
a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga 

Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar se ara minimal, 
dengan mem prior itaskan bagi masyara ka t m iskin atau tidak mampu 
sesu ai dengan keten tuan peratu ran perundang-undangan; da n / atau 

b . m emberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantua ang 
danl atau jas a , kupon, subsid i, a tau bentuk bantuan lainnya. 

(3) Penyediaan barang dan/atau jasa, saran a dan prasarana, sumber aya 
m a nusia yang dibutuhkan seb agaimana dimaksud pada aya t (1) 

er edoman pada Standar Teknis SPM. 
(4) Kerja sarna daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) di akukan oleh 

Pem rintah Daerah u n tuk pela k sanaan pemenuhan Pelayan n Dasar 
sesu ai denga n ketentuan peraturan perun dang-undan gan. 

Pa sal 15 

Ketentu an m en genai format pen gisian da ta dalarn setiap tahapa n en erapan 
SPM s bagaimana d imaksud dalam Pa sal 6 tercantum da lam Lampira n yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

BAB III 
PE NGHITUNGAN PENCAPAIAN SPM 

Pasal 16 

(1) Pengh · tungan Pen capaia n SPM dilakukan den gan m enggun a an Indeks 
Pencapaian SPM. 

(2) Indeks P n capaian SPM seba gaim a na dim aksud pada aya t (1) meliputi: 
a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan 
b. capaian pen erima Pelayanan Dasar. 

(3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
huruf a merupakan capaian m u tu m inimal layanan dasar yang diperoleh 
dari rata-rata sub Indikator Kin erja pencapaian mutu minimal barang, 
jasa dan sumber daya manusia sesu ai dengan Standar Teknis. 

(4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator 
Kinerja. 

Pasal17 

Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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BABIV 
TIM PENERAPAN SPM 

Pasal18 

(1) Dalam penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM, penanganan isu dan 
permasalahan Penerapan SPM, Bupati membentuk Tim Penerapan SPM. 

(2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 
a. menyusun rencana aksi pen erapan SPM; 
b. melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah 

nonkem en terian dalam sosialisasi standar teknis dan pen era pan SPM di 
Daerah ; 

c. m en goordinasikan p endataan , pemutakhiran d a n sin kronisa si t rhadap 
data terkait kondisi penerapan S PM secara periodik; 

d. m engoordinasikan integrasi S PM ke dalam dokumen perencanaa serta 
m engawal dan memastika n pen erapan SPM terintegrasi ke d am 
Rencana Kerja Pemerintah Daera h dan Rencana Kerja Perangkat Da erah 
termas k pembinaan umum dan teknisnya; 

e. me goordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen pengangga ran serta 
engawal dan memastikan pen erapan SPM terintegrasi ke dalam APBD 

Ka bupaten Tasikmalaya; 
f. I en goordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam 

pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM; 
g. m en goordin a sikan perumusa n s trategi pembinaa eknis en erapan 

PM; 
h. en goordinasikan pemantauan d a n evaluasi SPM di Daerah; 
1. m elaku kan sosialisasi penera pan SPM kepa da perwaki an rna yarakat 

seb gai penerima m a n faat; 
J. menerima dan m en indaklan 'u ti pengaduan m a syarakat terkait 

pen apan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapa n dan 
p n capaia n S M, termasu k laporan yang d isampaikan a syarakat 
m elalui s istem in form asi pemba n gunan d aerah yang terint gras i; dan 

k. m e goordin asikan p en ca paian berdasarkan lapora n penyele ggaraan 
Pem erintaha n Da erah dan m elaku k a n a nalisis sebagai re omendasi 
untu k perencana an ta h u n berikutnya. 

(3) Susunan Kea nggota a n Tim Penerapan SPM sebagaima na dim aksud pada 
ayat(l) terd iri dari: 

a.Penanggung jawab 

b. Ketua 

c. Wakil Ketua 

d. Sekretaris 

e . Anggota 

Bu pati Tasikmalaya. 

Sekretaris Daerah. 

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat Kabupaten Tasikmalaya; 

2. K p ala Badan Perencanaan Penelitian 
Pembangunan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 
Pendapatan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

4. Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
Kepala Bagian Tata Pemer intahan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
1. Kepala Dinas Pendid ikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Tasikmalaya; 
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Tasikmalaya; 
3 . Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata 

Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan 
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Permukiman dan Lingkungan Hidup -
Kabupaten Tasikmalaya; 

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Tasikmalaya; 

5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

6. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perem puan dan 
Per indungan Anal( Kabupaten 
Tasikmalaya; 

7 . Kepala Dinas Perhu bungan, Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Ta sik alaya; 
da n 

8. Kep a la Dinas Kependudukan dan 
Pen ca tatan Sipil Kabupaten Tasikm aya; 

(4) S sun an keanggotaan Tim Penerapa n SPM sebagaimana dimak d pada 
aya t (3 ) ditetapkan dengan Keputusa n Bupati. 

(5) Untuk membantu Tim Pen erapan SPM sebagaimana dimaksud a a ayat 
(1), d ibentuk sekretariat tim ya n g berkedu dukan di unit kerja yang 
menyele ggarakan rusan pemerintahan d i bidang tata pemerinta h a n. 

Pa sal 19 

(1) Tim Penerapan SPM melakukan ra pa t koordinasi paling sedikit 2 (d a) kali 
dala m setahun. 

(2) Tim P nerapan SPM m elaporkan perkembanga n penera pan SPM kepada 
Bupa ti paling sedikit 1 (satu) kali da lam setah n . 

BABV 
MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM 

Pa sal 20 

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegia tan dilaksanakan 
oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
tata pemerintah an dengan meliba tkan peran gkat daaerah atau unit kerja 
terkait. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana 
dan target yang ditetapkan. 

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) disampaikan kepada Tim Penerapan SPM 

BABVI 
PELAPORAN PENERAPAN SPM 

Pasa121 

(1) Laporan Penerapan SPM menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 
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(2) Materi muatan Laporan Penerapan SPM paling sedikit terdiri atas: 
a. hasil penerapan SPM; 
b. kendala penerapan SPM; dan 
c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. 

(3) Pefrangkat Daerah atau Unit Kerja pengampu SPM melaporkan penerapan 
SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan unit kerja 
yang menye1enggarakan urusan pemerintahan di bidang tata 
pemerintahan dan Perangkat Daerah terkait sesuai format yang telah 
ditentukan sebagaimana tersebu t dalam lampiran Peraturan ini, paling 
lambat 2 (dua bulan setelah ta h u n a n ggara n berakhir. 

(4) Unit kerja yang m enyelenggarakan urusan pemerintahan di idang tata 
pemerinta han menyusu n laporan hasil penca pa ian SPM Daerah untuk 
disa mpaikan Bupati kepada Gu bernur Jawa Barat dengan tern usan 
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal na 

e bangunan Daerah. 

(5) em rintah Daerah menyampaika n laporan Penerapan SPM paling lambat 
3 (ti a ) bulan setelah tahun angga ran berakhir. 

(6) F rm t Laporan Penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam La pI ran 
ya g merupakan bagian tidak terp isahkan dari Peraturan Bupati ini . 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal22 

Pembiayaan Penerapan SPM Pemerin tah Daerah dibebankan pada A ggaran 
Pendapa tan dan Belanja Da erah Kabupaten Ta sikmalaya d a n sumber lainnya 
yang ah dan tidak m engika t sesuai ketentuan peratu an perundang
undanga n . 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa123 

(1) Bupati me1akukan pembinaan dan pengawa san Penerapan SPM dibantu 
oleh unit kerja ya n g m enyelenggarakan u rusan d i bidang pengawasan. 

(2) Pembinaan dan pengawasa n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai pembinaan dan pen gawasan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa124 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 152 Tahun 2019 ten tang Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 152) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal25 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

SEKR 

N 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAY TABUN 2023 N MOR 14 



LAMPIRAN 
NOM OR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
14 TAHUN 2 0 23 
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

1 

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, PE NGHITUNGAN PENCAPAIAN, PELAPORAN PENERAPAN 
DAN FORMAT PENERAPAN STAN DAR PELAYANAN MINIMAL 

A. Target dan Indikator Kinerja Pencapaia n Standar Pelayanan Minim a l 

1. Tare:et dan Indikator Kineria Pencaoa ian SPM Bidane: Pendidik - ---

Indikator Kinerja Pencapaian 

J enis Pelayanan 
Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar 

No 
Dasar Batas Batas 

Indikator Target waktu Indikator Target waktu 
capalan capalan 

1 " Pendidikan Dasar lumlah Warga Negara 100% Setiap l umlah barang, jasa dan 100% (sesuai dengan Setiap 
usia 7-15 tahun yang tahun sumber daya manusia jumlah anak usia 7 -15 tahun 
berpartisipasi dalam tahun yang akan 
pendidikan dasar dipenuhi) 

Rata-rata kemampuan Meningkat Setiap 
Iiterasi dan numerasl dari hasil tahun 
siswa berdasarkan hasil duatahun 
Asesmen Nasional sebelu nya 

2 Pendidikan lumlah Warga Negara 100% Setiap l umlah barang, jasa dan 100% (sesuai dengan Setiap 
Kesetaraan USIa 7-18 tahun yang tahun sumber daya manusia jumlah anak usia 7-18 tahun 

belum menyelesaiakan Tahun yang belum 
pendidikan dasar dan atau menyelesaikan 
menengah yang pendidikan dasar atau 
perpartisipasi dalam menengah yang akan 
pendidikan kesataraan dipenuhi 

Keterangan 

lndikator mutu minimal 
layanal1 dasar berupa 
jumlah barang, jasa dan 
sumber daya manusia 
sesuai dengan yang 
ditetapkan dalam standar 
teknis pelayanan minimal 
bidang pendidikan 

--- --
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Rata-rata kemampuan Meningkat Setiap 
literasi dan numerasa dari hasil tahun 
siswa berdasarkan hasil duatahun 
Asesmen Nasional sebelum nya 

3 Pendidikan Anak lumlah Warga Negara usia 100% Setiap l umlah barang, jasa dan 100% (sesuai dengan Setiap tahun 
Usia Dini 5-6 tahun yang 

tahun 
sumber daya manusia jumlah anak usia 5-6 

berpartisipasi dalam tahun yang akan 
pendidikan PAUD dipenuhi 

2 . d dik K· ---- - ----- - - -- - - -- - -- - ----- - - SPM Bid 
---~ 

Keseh ----- - . 

Indikator Kinerja Pencapaian 

Jenis Pelayanan Penerima Pelayanan Dasar Mutu Minimal Pelayanan Dasar 
No 

Dasar Batas Batas 
Indikator Target waktu Indikator Target waktu Keterangan 

capalan capaian 

1 Pelayanan Jumlah ibu hamil yang 100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai dengan Setiap Indikator mutu minimal 
kesehatan ibu mendapatkan pelayanan tahun danlatau jasa, sumber jumlah ibu hamil yang tahun pelayanan dasar berupa 
hamil kesehatan daya manUSla dan akan dipenuhi) barang dan!atau Jasa, 

tata cara pemenuhan sumber daya manUSla 
dan tata cara pemenuhan 

2 Pelayanan Jumlah ibu bersalin yang 100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai dengan Setiap sesuai dengan yang, 
kesehatan ibu Mendapatkan pelayanan tahun danlatau j asa, sumber jumlah ibu bersalill tahun ditetapkan dalam standar I 
bersalin kesehatan daya manUSla dan yang akan dipenuhi) teknis pemenuhan mutu 

tata carapemenuhan pelayanan dasar pada 
3 Pelayanan Jumlah bayi baru lahir 100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai Setiap SPM bidang kesehatan 

kesehatan bayi yang mendapatkan tahun dan! atau j asa, sumber dengan jumlah bayi tahun 
baru lahir pelayanan kesehatan daya manUSla dan baru lahir yang akan 

tata cara pemenuhan dipenuhi) 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pelayanan 
kesehatan 
balita 

Pelayanan 
kesehatan pada 
usia pendidikan 
dasar 

Pelayanan 
kesehatan pada 
usia produktif 

Pelayanan 
kesehatan pada 
usia lanjut 

Pelayanan 
kesehatan 
penderita 
hipertensi 

Pelayanan 
kesehatan 
penderita diabetes 
melitus 

Pelayanan 
Kesehatan orang 
dengan gangguan 
jiwa berat 

Jumlah balita yang 
Mendapatkan pelayanan 
kesehatan 

Jumlah anak pada usia 
pendidikan dasar yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan 

100% 

100% 

Jumlah Warga Negaral100% 
usia produktif yang

l 

mendapatkan pelayanan 
kesehatan 

Jumlah Warga Negaral 100% 
usia lanjut yang 
mendapatkan 
pelayanan kesehatan 

Jumlah Warga Negaral100% 
penderita hipertensi usia 
15 tahun ke atas yang 
Mendapatkan pelayanan 
kesehatan 

Jumlah Warga Negaral100% 
penderita diabetes 
melitus usia 15 tahun kel 
atas yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan 

Jumlah Warga Negara 
dengan gangguan jiwa 
berat yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan 

100% 

Setiap 
tahun 

Setiap 
tahun 

Setiap 
ahun 

Setiap 
ahun 

Setiap 
ahun 

Setiap 
ahun 

Setiap 
tahun 

3 

Jumlah barang 
danlatau jasa, sumber 
daya manusia dan 
tata Cara pemenuhan 

Jumlah barang 
danlatau jasa, sumber 
daya manusia dan 
tata cara pemenuhan 

Jumlah barangl 
danlatau jasa, sumber 
daya manusia dan 
tata cara pemenuhan 

Jumlah barang 
danlatau jasa, sumber 
daya manusia dan 
tata Cara pemenuhan 

J umlah barangl 
danlatau jasa, sumber 
daya manusia dan 
tata Cara pemenuhan 

Jumlah barang: 
danlatau jasa, sumber 
daya manusia dan 
tata cara pemenuhan 

Jumlah barangl 
danlatau jasa, sumber 
daya manusia danl 
tata cara pemenuhan 

100% (sesuai 
dengan jumlah 
balita yang 
dipenuhi) 

akan 

100% (sesuai dengan 
jumlah anak usia 
pendidikan dasar yangl 
akan dipenuhi) 

100% (sesuai dengan 
jumlah Warga Negara 
usia produktif yangl 
akan dipenuhi) 

100% (sesuai dengan 
jumlahWarga Negara 
usia lanjut yang 
akan dipenuhi) 

100% (sesuai dengan 
jumlah Warga Negara 
Penderita hipertensi 
usia 15 tahun ke atas 
yang akan dipenuhi) 

100% (sesuai dengan 
jumlah Warga Negara 
penderita diabetes 
melitus usia 15 tahun 
ke atas yang akan 
dipenuhi) 

100% (sesuai dengan 
jumlah Warga Negara 
dengan gangguan jiwa 
berat yang akanl 
dipenuhi) 

Setiap 
tahun 

Setiap 
tahun 

Setiap 
tahun 

Setiap 
tahun 

Setiap 
tahun 

Setiap 
tahun 

Setiap 
tahun 
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11 Pelayanan Jumlah Warga 100% Setiap Jumlah barang dan! 100% (sesuai dengan Setiap 
kesehatan Negara terduga tahun atau jasa, sumber jurnlah Warga Negara tahun 
orang terduga tuberkulosis yang daya manusia dan terduga tuberkulosis 
tuberkulosis mendapatkan tata cara pemenuhan yang akan dipenuhi) 

pelayanan kesehatan 

12 Pelayanan Jumlah Warga Negara 100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai dengan Setiap 
kesehatan orang dengan tahun dan/atau jasa, sumber jumlah Warga Negara tahun 
dengan risiko risiko terinfeksi virus daya manUSIa dan Dengan resiko 
terinfeksi virus yang melemahkan daya tata cara pemenuhan terinfeksi virus yang 
yang melemahkan tahan tubuh melemahkan daya 
daya tahan manusia (Human tahan tubuh manusia 
tubuhrnanusia Immunodeficiency Virus) (Human 
(Human yang mendapatkan Immunodeficiency 
Immunodeficiency pelayanan kesehatan Virus) yang akan 
Virus) dipenuhi) 

3.T t dan Indikator Kineria P - - - - - - SPM Bid - -- - - - - ---
Pek . 

----:-CJ - - u - - -- - - --- -----

Indikator Kinetja Pencapaian 

No 
Jenis Pelayanan Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar 

Dasar Batas Batas 
Indikator Target waktu Indikator Target waktu Keterangan 

capalan capman 
1 Penyediaan Jumlah Warga Negara 100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai dengan Setiap Indikator mutu minimal 

kebutuhan yang memperoleb tahun dan jasa jumlah Warga Negara tahun layanan dasar berupa barang 
pokok air kebutuhan pokok ail yang memperoleh dan j asa sesuai dengan yang 
minum sehari- minum sehari - hari kebutuhan pokok au ditetapkan dalam standar 
hari rninum sehari hari teknis SPM Bidang Pekerjan 

yang akan dipenuhi) Umum dan Perumahan 
Rakyat 
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2 Penyediaan Jumlah Warga Negara 100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai dengan Setiap 
pelayanan yang memperoleb tahun danjasa jumlah Warga Negara tahun 
pengolahan air layanan pengolahan ail yang memperoleh 
limbah domestik limbah domestik layanan pengolahan 

air limbah domestik 
yang akan dipenuhi) 

4. - - -

Indikator Kinerja Pencapaian 

J enis Pelayanan 
Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar 

No 
Dasar Batas Batas 

Indikator Target waktu Indikator Target waktu Keterangan 
capalan capaian 

1 Penyediaan dan Jumlah Warga Negara 100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai dengan Setiap Indikator mutu minimal 
rehabilitasi korban bencana yang 

tahun dan jasa 
~umlah Warga Negara 

tahun 
layanan dasar berupa barang 

rumah yang memperoleh rumah korban bencana yang dan j asa sesuai dengan yang 
layak huni bagi layak huni memperoleh rumah ditetapkan dalam standar 
korban bencana layak huni yang akan teknis SPM Bidang 
kabupaten /kota dipenuhi) Pekerjan Umum dan 

Perumahan Rakyat 

2 Fasilitasi Jumlah Warga Negara 100% Setiap J umlah barang 100% (sesuai dengan Setiap 
penyediaan yang terkena relokasi 

tahun danjasa 
~umlah Warga Negara 

tahun 
rumah yang akibat program yang terkena relokasi 
layak huni bagi Pemerintah Daerah akibat program 
masyarakat Kabupaten yang Pemerintah Daerah 
yang terkena memperoleh fasilitasi Kabupaten yang 
Relokasi penyediaan rumah yang Memperoleh fasilitasi 
program layak huni Penyediaan rumah 
Pemerintah yang layak huni yang 
Daerah akan dipenuhi) 
kabupaten 
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5, T - - - -0- - dan Indik K , P 
- ---- ------- -- - - - - --- -------- SPM Bid T 'bum!' --- - 0 - - ------ ---------

Indikator Kinerja Pencapaian 

Jenis Pelayanan Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar 
No I 

Dasar Batas Batas 
Indikator Target waktu Indikator Target waktu Keterangan 

capaian capman 

1 Pelayanan Jumlah Warga Negara 100% Setiap Jurnlah barang, jasa 100% (sesuai dengan Setiap Indikator mutu minimal 
ketenteratnan yang memperoleh 

tahun 
dan sumber daya 'umlah Warga Negara 

tahun 
layanan dasar berupa barang, 

dan ketertiban layanan akibat dari manUSla yang memperoleh ~asa dan sumber daya manusia 
urnum penegakan hukum perda layanan akibat sesuaidengan yang 

dan perkada Kabupaten penegakan hukurn ditetapkan Standar Teknis 
perda dan perkada Mutu Pelayanan Dasar Sub 
yang akan dipenuhi) 

2 Pelayanan Jumlah Warga N egara 100% Setiap Jurnlah barang, jasa 100% (sesuai dengan Setiap IUrusan Ketenteratnan dan 
informasi rawan yang memperoleh 

ahun 
dan sumber daya 'umlah Warga Negara 

tahun 
Ketertiban Umurn di provinsi 

bencana layanan informasi rawan manUSla yang memperoleh dan kabupaten, 
bencana layanan informasi 

~awan bencana yang 
akan dipenuhi) 

3 Pelayanan Jumlah Warga Negara 100% Setiap Jurnlah barang, jasa 100% (sesuai dengan Setiap 
pencegahan dan yang memperoleh 

tahun 
dan sumber daya Ournlah Warga Negara 

tahun kesiapsiagaan layanan Pencegahan dan manUSla ~ang memperoleh 
erhadap bencana kesiapsiagaan terhadap layanan pencegahan 

bencana dan kesiapsiagaan 
Iterhadap bencana yang 
akan dipenuhi) 

~--
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4 Pelayanan Jumlah Warga Negar 100% Setiap J umlah barang, j asa 100% (sesuai deng Setiap 
penyelamatan dan yang memperole 

ahun 
dan sumber daya umlah Warga Negar 

tahun evakuasi korban layanan penyelamat manUSla ang memperole 
bencana dan evakuasi korba layanan penyelamat 

bencana dan evakuasi korb 
bencana yang ak 
dipenuhi) 

5 Pelayanan Jumlah Warga Negar Setiap Jumlah barang, jasa 100% (sesuai deng Setiap 
enyelamatan dan yang memperole 

ahun 
dan sumber daya ·umlah Warga Negar 

tahun evakuasi korban layanan penyelamat manUSla ang memperole 
kebakaran dan evakuasi korba layanan penyelamat 

kebakaran dan evakuasi korb 
ebakaran yang ak 

dipenuhi) 

6.T d dik Ki 
~-D-- ------ - - - ------ - -- - - --- -- - - - ----- - - - - ---- SPM Bid ---0 Sosial 

Indikator Kinerja Pencapaian 

J enis Pelayanan Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar 
No 

Dasar Batas Batas 
Indikator Target waktu Indikator Target waktu Keterangan 

capaian capaian 
1 Rehabilitasi so sial Jumlah Warga Negara 100% Setiap Jumlah barang, jasa 100% (sesuai dengan Setiap berupa jumlah barang, j asa 

dasar penyandang penyandang Disabilitas tahun dan sumber daya umlah Warga Negara 
tahun 

dan sumber daya manusia 
disabilitas terlantar ~erlantar yang manusia Penyandang disabilitas sesual dengan yang 
di luar panti memperoleh rehabilitasi ~erlantar yang akan ditetapkan dalam standar 

so sial di luar panti dipenuhi) teknis pelayanan minimal 

2 Rehabilitasi sosial Jumlah anak terlantar 100% Setiap J umlah barang, j asa 100% (sesuai dengan Setiap 
dasar anak terlantar ~ang memperoleh 

tahun 
dan sumber daya Oumlah anak terlantar tahun 

di luar panti Irehabilitasi sosial di luar manusia yang akan dipenuhi) 
panti 
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3 Rehabilitasi sosial Jumlah Warga Negara 100% Setiap Jumlah barang, jasa 100% (sesuai dengan Setiap 
dasar Ianjut usia Ianjut usia terlantar yang 

tahun 
dan sumber daya Oumlah Warga Negara 

tahun terlantar di Iuar memperoleh rehabilitasi manusia Ianjut USIa terlantar 
~anti sosial di Iuar panti ~ang akan dipenuhi) 

4 Rehabilitasi sosial Jumlah Warga Negara 100% Setiap Jumlah barang, jasa 100% (sesuai dengan Setiap 
dasar tuna sosial gelandangan dan 

tahun 
dan sumber daya Oumlah Warga Negara 

tahun khususnya ~engemis yang manusia gelandangan dan 
gelandangan dan ~emperoleh rehabilitasi Ipengemis yang akan 
lPengemis di Iuar so sial dasar tuna so sial dipenuhi) 
panti di Iuar panti 

5 Perlindungan dan Jumlah Warga Negara 100% Setiap Jumlah barang, jasa 100% (sesuai dengan Setiap 
Jaminan sosial ikorban bencana 

tahun 
dan sumber daya umlah Warga Negara 

tahun 
padasaat tanggap !kabupaten yang manusia korban bencana 
Dan paska bencana memperoleh kabupaten yang akan 
bagi korban ~erlindungan dan dipenuhi) 
bencana kabupaten oaminan so sial pada saat 

dan setelah tanggap 
darurat bencana bagi 
korban bencana , 
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B. Format Tahapan Penerapan SPM 
I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDlKAN 

A. PENGUMPULAN DATA PENDIDlKAN 
FORM l.A.l REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA 

PARTISIPASI KABUPATEN 
FORM l.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH 

DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA 
KEPENDIDlKAN KABUPATEN 

FORM l .A .3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL 
BELAJ AR KABUPATEN 

FORM l.AA REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN 
KUALITAS HASIL BELAJAR: LITE SI DAN 
NUMERASl KABUPATEN 

FORM l.A.5 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA NTUK 
LAYANAN PENDIDlKAN ANAK USIA DINI (P UD) 
KABUPATEN 

FORM l.A.6 REKAPITULA SI KEBUTUHAN DATA 
KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR KABUP T N 

B . ENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PEL YANAN DASAR 
PENDIDIKAN 
FORM l.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIM L 

LAYANAN PENDIDIKAN KABUPATEN 
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANA DASAR 

PENDIDIKAN 
FORM l .C. l RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDlKAN DAN 

KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN 
D . PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEN I IKAN 

FORM l.D.l REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM 
PENDIDlKAN KABUPATEN j KOTA 

t . CAPAIAN TARGET SPM PENDIDl KAN (REKAPAN) 
Fa M l.E. 1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN 
FORM l .E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM 

PENDIDIKAN 

II. URU SAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 
A. PENGUMPULAN DATA KESEHATAN 

FORM 2 .A.l REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN 
DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN 

FORM 2 .A.2 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 
DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 
DAERAH KABUPATEN 

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR 
KESEHATAN 
FORM 2.B.l 

FORM 2.B.2 

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, 
BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN 
PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANANDASAR 
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN 
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAH 
UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN 

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR 
KESEHATAN 
FORM 2.C. l PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK 

PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN 
RENCANA PEMBANGUNAN J ANGKA MENENGAH 
DAERAH KABUPATEN 
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FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK 
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN 
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
KAB U PATEN 

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 
FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN 

DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN 
E. CAPAIAN TARGET SPM KESEHATAN (REKAPAN) 

FORM 2 .E . 1 REKAPITULASI CAPAIAN STAN DAR PELAYANAN 
MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH 
KABUPATEN 

III. BI ANG PEKERJAAN UMUM 
A. PENGUMPULAN DATA PEKERJAAN UMUM 

FORM 3.A . 1 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN KABU ATEN 
FORM 3 .A.2 KONDISI SPALD KABUPATEN 

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN D S R 
PEKERJAAN UMUM 

ORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM KABUPA EN 
FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD KABUPATEN 

C. PENYUSUNAN RENCANA PEM ENUHAN PELAYANAN DASA 
EKERJAAN UMUM 

FORM 3 .C . 1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM UP TEN 
FORM 3 .C .2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH D E TIK 

KABUPATEN 
D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN 

U U 
FORM 3 .D.1 
FOR 3 .D.2 

CAPAIAN LAYANAN AIR M INUM KABUPATE 
CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK 
KABUPATEN 

E. APAIAN TARGET SPM PEKERJ AAN UMUM (REKAPAN) 
FORM 3.E. 1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MI U M 

KAB UPATEN 
FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH D MESTIK 

KABU PATEN 

IV. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 
A. PENGUM PULAN DATA PERU MAHAN RAKYAT 

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITA SI RUMAH YANG LAYAK HUNI 
BAGI KaRBAN BENCANA 
FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERU MAHAN DI LOKASI RAWAN 

BENCANA KABU PATEN 
FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI 

RELOKASI PERU MAHAN KABUPATEN 
FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA 

BENCANA KABUPATEN 
2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI 

MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM 
PEMERINTAH 
FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERU MAHAN DI LOKASI YANG 

MENIMBULKAN BAHAYA DI KABUPATEN 
FORM 4.A.S IDENTIFIKASI PERU MAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN 

FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN 
FORM 4.A.6 IDENTIFIKASI PERU MAHAN DI KAWASAN KUMUH 

KABUPATEN « 10 HA) 
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FORM 4.A.7 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA 
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN 

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR 
PERU MAHAN RAKYAT 
1) PENYEDlAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI 

BAGI KORBAN BENCANA 
FORM 4.B.l PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI 

BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA 
KABUPATEN 

FORM 4 .B .2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN 
PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA 
BENCANA KABUPATEN 

2) FASILITASI PENYEDlAAN RUMAH YANG LAYAK HUN BAGI 
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM 
PEMERINTAH 
FORM 4.B.l PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK UNI 

BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELO I 
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN 

FORM 4.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAY LAY NAN 
PEMENUHAN RUMAH LA YAK HUNI BAGI 
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI 
PROGRAM PE MERINTAH KABUPATEN 

C. PE NYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASA 
PE RUMAHAN RAKYAT 

1) PE NYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAY K HUNI 
BAGI KORBAN BENCANA 

FORM 4.C. 1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK UNI BAGI 
MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA 
KABUPATEN 

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HU BAGI 
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROG M 
PEMERINTAH 

FORM 4 .C. l RENCANA PE MENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAG! 
MASYARAKAT YANG TERKENA RELO SI 
PROGRAM KABUPATEN 

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERU MAHAN 
RAKYAT 
1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI 

BAGI KORBAN BENCANA 
FORM 4.D. l RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM 

MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA 
KABUPATEN TAHUN-N 

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAG I 
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM 
PEMERINTAH 

FORM 4 .D.l RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM 
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI 
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN-N 

E. CAPAIAN TARGET SPM PERU MAHAN RAKYAT (REKAPAN) 
FORM 4.E. 1 CAPAIAN TARGET SPM PERU MAHAN RAKYAT 

KABUPATEN 
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v. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS 
1) TRANTIBUMLINMAS-SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM) 
A. PENGUMPULAN DATA TRANTIBUM 

FORM 5 .A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA 
NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 
METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN 
PERKADA 

FOR 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS 
UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA 
NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 
METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN 
PERKADA 

FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN 
PERDAjPERKADA 

FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YAN 
DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP 

FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YAN 
DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, 
PPNS,SATLINMAS) 

FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKA 
DITEGAKKAN 

FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YAN 
AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PE ... "\.L"-F"U ..J 

RADIUS 0-50 M ETER 
FORM 5 .A.B REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH ARGA 

NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKA PERDA 
DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER 

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR 
TRANTIBUM 
FORM 5 .B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIM 

LAYANAN SPM TRANTIBUMLINM S S B U USAN 
TRANTIBUM 

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSU AN SOP 
FORM 5.B .3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN 

KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP, PPNS, 
SATLINMAS 

FORM 5.B .4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN 
PRASARANA SATPOL PP 

FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAANKEBUTUHAN 
PELAYANAN DASAR WARGA NEGARA YANG 
TERKENA DAM PAK 

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR 
TRANTIBUM 
FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM 

TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN 
KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN 

FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP 
KABUPATEN 

FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA 
KABUPATEN 
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D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM 
FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN 

DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN 
TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN 
ASET WARGA NEGARA KABUPATEN 

FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA DAN 
PRASARANA KABUPATEN 

FORM 5.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL 
SATPOL PP KABUPATEN 

E. CAPAIAN TARGET SPM TRANTIBUM (REKAPAN) 
FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB RUSAN 

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN U M UM 
2) TRANTIBUMLINMAS-SUB URUSAN PEMADAM KEBAKA N 

(DAMKAR) 
A. PENGUMPULAN DATA DAM KAR 

FORM 5.A.1 PENDATAAN SPM DAMKAR KABUPATEN 
FORM 5.A.2 DAFTAR RELAWAN KABUPATEN 
FORM 5.A.3 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI 0 BAN 

KEBAKARAN KABUPATEN 
B. PERHITUNGAN KEBUTUH AN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR 

DAM KAR 
FORM 5 .B . 1 LAYANAN RE SPONSE TIME PENANGGULA GAN 

KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT 
FORM 5 .B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMA N 

PENGENDALIAN KEBAKARAN 
FORM 5 .B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN AN 

EVAKUASI 
FO 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATj 

RELA W AN KEBAKARAN 
FORM 5.B. 5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN NVE STIGASI 

PA SCA KEBAKARAN 
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR 

DAMKAR 
FORM 5.C. 1 PENYUSUNAN RENCANA PELAYANAN A AR 

. PELAKSANAAN PEMENUH AN PELAYANAN DASAR DAMKAR 
FORM 5.D .1 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR 
FORM 5.D. 2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAY NAN DASAR 

(OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN 
E. CAPAIAN TARGET SPM DAMKAR (REKAPAN) 

FORM 5.E. 1 CAPAIAN TARGET SPM 
3) TRANTIBUMLINMAS - SUB URUSAN BENCANA 

A. PENGUMPULAN DATA B ENCANA 
FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI 

KAWASAN RAWAN BENCANA 
FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU 

WARGANEGAR 
FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA 

BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA 
FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI 

KAWASAN RAWAN BENCANA 
FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN 

DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI 
PENUGASAN 

FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH 
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FORM S.A.7 DAFTAR KETERSEDlAAN PERALATAN PENDUKUNG 
OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA 

FORM S.A.8 DAFTAR KETERSEDlAAN STOK LOGISTIK 
PENGUNGSIAN 

FORM S.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN 
BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP 
KEJADIAN BENCANA) 

FORM S.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA (DIISI DAN 
DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA) 

FORM S.A . 11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP 
DARURAT BENCANA (DIISI DAN DIPE ARUI 
SETIAP KEJADIAN BENCANA) 

FORM S.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA (DIISI DAN 
DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA) 

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN A AR 
BENCANA 
FORM S.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN 

INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAY N N 
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHA AP 
BENCANA 

FORM S.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANA 
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN 
BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SE IA 
KEJADIAN B ENCANA) 

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN ASAR 
BENCANA 
FORM S.C. 1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA 

PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFOR A I 
RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCE AHAN 
DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 

FORM S.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN 
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKU SI 
KORBAN BENCANA 

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA 
FORM S.D. 1 REALISASI PENCAPAIAN PEM ENUHAN PELAYANAN 

INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN 
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP 
BENCANA 

FORM S.D .2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN 
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN 
BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP 
KEJADIAN BENCANA) 

E. CAPAIAN TARGET SPM BENCANA (REKAPAN) 
FORM S.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM 

SUB-URUSAN BENCANA 
FORM S.E.2 REKAPITULASI KONERJA TAHUNAN SPM SUB

URUSAN BENCANA 
FORM S.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB

URUSAN BENCANA 

VI. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 
A. PENGUMPULAN DATA SOSIAL 

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, 
ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN 
GELANDANGAN PENGEMIS 
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FORM 6.A.2 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA 
MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS) 

FORM 6.A.3 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN 
PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN 
DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH 
KABUPATEN 

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR 
SOSIAL 
FORM 6.B.1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG 

TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNY DI DALAM 
PANTI 

FORM 6.B.2 PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR Y N 
TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM 
PANTI 

FORM 6 .B.3 PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YA G 
TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNY A DI DALA 
PANTI 

FORM 6.B.4 PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PE G MIS 
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DAS RNY A I 
DALAM PANTI 

FORM 6 .B.5 PENGHITUNGAN REHABILITASI SO SIAL DA AR 
PENY ANDANG DISABILITAS TERLANTAR, A AK 
TERLANTAR, LANJUT USIA TERLAN A , E TA 
GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR 'A TI 

ORM 6 .B .6 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOS AL K RBAN 
BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATE 

C. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SO IAL 
FORM 6 .C.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN 

DASAR BAGI PENYANDAN DISABILITAR 
TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LA SIA 
TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI 

C PAIAN TARGET SPM SOSIAL (REKAPAN) 
ORM 6 .D. l CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL 
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l' 
F'ORM 1.A.I REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI KABUPATEN 

KABUPATEN· 
.. ~ ANnKA PARTmTPMH~URNT ANGKA PARTISIPASI KASAR ANOKA t:'ARTTSTPAST SEKOLA11 ANAK 

(APM\ PENDTDTKAN ANAK USIA ANGKA PARTT~TPA~T KASAR (APK) IAPK\ USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN 
DlNI/RA/ SEDERAJAT SD/MI/PAKET A SMP/MTS/ PAKET B . 

,JUMLAH ANAK 
.HIMLAH .JUMLAH .JUMLAH ANAK USTA 1 ~ ITTGA 
PR~RRTA POPtlLAST JUMLAH ANAK JUMLAH ANAK BRLAS\ RAMPAI .HIMLAH ANAK JUMLAH ANAK URTA 

DTnTK USTA S-6 ANAK USTA Sf) YANG USTA 7 ITtJ.mH\ YANG DRNGAN1S USIA 7 ITt I. TUH) 7 ITtJ.HIH\ SAMPAT 
.JRNTS TAHUNYANG TAHUN PADA BRRSRKOLAH SAMPAT DRNGAN BRRSRKOLAH ILIMA RRLAS\ SAMPAT DRNGAN 1 S ILIMA 

No PELAYANAN MRNGTKUTT KAR/KOTA DT .TEN. TANG 12 IntIA RRLAS) DT .JRN.JANG TAHUN PADA DRNGAN l S RRLAS\ TAHUN 
DASAR PAtIn FORMAL YANG SD/MT / PAKE TAHUN PADA 

SMP/MTS/PA KAR/i(OTA ILIMA'RELAS\ PADA KAR/KOTA 
DAN NON BERSANGKUT T A KAR / KOTA YANG KET B YANG TAHUN YANG YANG 

FORMAL AN BERSANGKUTAN BERSAN GKUTA BERSEKOLAH BERSANGKUTAN 

N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
pp.nl1iclik~n 
An~k Usia 

1 Din f 
ITK/RA/BA/ 
Iv 
Pendiclik~n 
D~:;;~r ISD/ 

2 MT I SMP/ 
MTSI 
Kesetaraanl 

Jumlah Peserta Didik bersumber dari data Kemendikbudristek 
Jumlah Penduduk Usia Sekolah bersumber dari data Kemendikbudristek 
Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek 

KETERANGAN: 
Nomor urut 
Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 20 18 
Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun yang m engikuti PAUD formal dan non formal 
Jumlah populasi anak usia 5-6 tahurt pada kab/k ota yan g bersangkutan 
Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SD / MI /Paket A 
jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahurt pada kab/kota yang bersangkutan 
Jumlah anak yang bersekolah dijenjang SMP/MTS/Paket B 
jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan 
jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima betas) tahun yang bersekolah 
jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima betas) tahun pada kab/ kota yang bersangkutan 
Proporsi anak usia 5-6 tahurt yang berpartisipasi pada PAUD formal dan non fonnal dari kuintil tetendah 

PER~ANmNlTAN APS ANAK U~TA 56 
TAHUN KUTNTTL TRRRNDAH 
DRNGAN APS ANAK U~TA S-6 
TAHUN KUINTIL TERTINGGI 

PROPORST ANAK 
PROPORSTANAK USIA S-n TAHUN 
USIA S-n TAHUN YANG 

YANG BERPA RTTSTPASI 
BERPA RTTSTPASI PADA PAtIn 

PADA PAtiD FORMAL DAN 
FORMAL DAN NONFORMAL 
NONFORMAL DART KtJTNTTL 
DART KUTNTTL TRRTTNGGT PADA 
TERENDAH KAR /KOTA YANG 

BERSANGKtJTAN 

11 12 

Kolom 1 
Kolom 2 
Kolom 3 
Kolom 4 
Kolom 5 
Kolom 6 
Kolom 7 
Kolom 8 
Kolom 9 
Kolom 10 
Kolom 11 
Kolom 12 pr6porsi anak usia 5-6 tahurt yang berpartisipasi pada PAUD formal dart nonfonnal dari kuintil tettinggi pada kab/kota yang bersangkutan 
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FORM 1.A.2 

KABUPATEN· 

REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KABVPATEN 

KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK 
PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH INDEKS DISTRIBUSI GURU 

PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS/ 
PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU PENILIK (PAUD /SD/ SMP/KESETARAAN). (SD /SMP / KESETARAAN) 

NO JENIS PELAYANAN (PAUD / SD/SMP/KESETARAAN) 
DASAR JUMLAH FORMASI JUMLAH LULUSAN PROGRAM 

JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG GURU PENGGERAK DI JUMLAH LULUSAN INDEKS 
GURU ASN YANG DIBUTUHKAN KAB / KOTA YANG DIANGKAT PROGRAM GURU INDEKS DISTRIBUSI 

DIAJUKAN BERDASARKAN DATA MENJ ADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGGERAK DI DISTRIBUSI GURU GURU TAHUN N-1 TAHUN N 
DARI PENGAWAS SEKOLAH KAB/ KOTA TERSEBUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Pendidikan Anak Usia Dini 

2 
Pendidikan Dasar 
(SD / SMP / Kesetaraan) 

- - -

- Jumlah formasi guru ASN yang diajukan bersumber dari Kemdikbudristek 
- Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan bersutnber dari Kemdikbudristek 
- Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari Kemdikbudristek 
- Jumlah lulusan program guru pe'nggerak d i kab/kota ter sebut bersumber dari Kemdikbu dristek 
- Indeks distribusi guru tahun N bersumber dari Kemdikbudristek 
- Indeks distribusi guru tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudris tek 
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek 

KETERANGAN: 
Kolom 1 
Kolom 2 
Kolom 3 
Kolom 4 
Kolom 5 
Kolom 6 
Kolom 7 
Kolom 8 

Nomor urut 
Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesu ai dengan PP 2 tahun 20 18 
Jumlah formasi guru ASN yang diajUkan 
Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarka n da ta dari Kemendikbudristek 
Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota ya ng diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawa s sekolah 
Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota. 
Indeks distribusi guru tahun N 
Indeks distribusi guru tahun N-1 



FORM 1.A.3 

KABUPATEN 
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REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KABUPATEN 

KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ 
Kesetaraa n ) 

JENIS RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N 

NO PELAYANAN SEMUA PESERTA 
RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-l 

ASESMEN NASIONAL DlKURANGI 

1 

1 

DASAR 
RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-l 

SEMUA PESERTA 
ASESMEN NASIONAL 

2 3 

Pendidikan Dasar 

(SD/ MI/ SMP/ 
MTS/ 

Nilai literasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek 
Nilai literasi tahun N-l bersurrtber dari Kemdikbudristek 
Nilai numerasi tahun N bersurnber dari Kemdikbudristek 
Nilai numerasi tahun N-l bersumber dari Kemdikbu dristek 
Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek 

KETERANGAN: 
Nomorurut 
Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 201 8 

SEMUA PESERTA 
ASESMEN NASIONAL 

4 

Kesetaraan) 
RATA-RATA NILAI NUMERASI 
TAHUN N SEMUA PESERTA 

iASESMEN NASIONAL DIKURANGI 
RATA-RATA NILAI NUMERASI 
TAHUN N-l SEMUA PESERTA 

ASESMEN NASIONAL 
5 

Kolom 1 
Kolom 2 
Kolom :3 
Kolom 4 
Kolom 5 
Kolom 6 

Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-I semua peserta Asesmen Nasional 
Rata-rata nilai literasi tahun N-I semua peserta Asesmen Nasional 
Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-l semua peserta Asesmen Nasional 
Rata-rata nilai numerasi tahun N-I semua peserta Asesmen Nasional 

RATA-RATA NILAI NUMERASI 
TABUN N-l SEMUA PESERTA 

ASESMEN NASIONAL 

6 



NO 

1 
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FORM 1.A.4 

KABUPATEN' 

REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN NUMERASI KABUPATEN 

PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA 
PERBEDAAN SKOR L1TERASI ANT ARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI 

PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN KELUARGADENGAN STATUS SOSIAL 
(SDI MIl SMPI MTSI Kesetaraan) EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SDI MIl 

SMPI MTSI Kesetaraan) 

JENIS RATA-RATA SKOR RATA-RATA SKOR 
PELAYANAN LITERASI PESERTA LITERASI PESERTA 

DASAR RATA-RATA SKOR RATA-RATA SKOR DIDIKDARI DIDIKDARI 
LITERASI PESERTA LITERASI PESERTA KELUARGA DENGAN KELUARGA DENGAN 
DIDIKLAKILAKI DIDIK PEREMPUAN STATUS SOSIAL STATUS SO SIAL 
BERDASARKAN BERDA8ARKAN EKONOMI RENDAH EKONOMI TINGOI 

ASESMEN NASIONAL ASESMEN NASIONAL BERDASARKAN BERDASARKAN 
ASESMEN NASIONAL ASESMEN 

NASIONAL 

2 3 4 5 6 

Pendidikan 
Dasar (SDI 
MIl SMPI MTSI 
Kesetaraan) 

skor literasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek 
skor literasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek 
skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi reridah bersumber dari Kemdikbudristek 
skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari Kemdikbudristek 
skor numerasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbud ristek 
skor numerasi peserta didik perempuan bersumber' dari Kemdikbudristek 

PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANT ARA 
PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN 
PEREMPUAN (SDI MIl SMPI MTSI 

Kesetaraan) 

RATA-RATA SKOR 
NUMERASI RATA-RATA SKOR 

PESERTA DIDIK NUMERASI PESERTA 
LAKI LAKI DIDIK PEREMPUAN 

BERDASARKAN BERDASARKAN 
ASESMEN ASESMEN NASIONAL 
NASIONAL 

7 8 

rata-rata skor numerasi peserta didik dar'i keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan ASesmen Nasional bersumber dat i Kemdikblldristek 
rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional bersu'mber dari Kemdikbudristek 
Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek 

KETERANGAN: 
Kolom 1 
Kolom2 
Kolom3 
Kolom4 
Kolom 5 
Kolom 6 
Kolom 7 
Kolom8 
Kolom 9 
Kolom 10 

: Nomor' urut 
: Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 t ahun 2018 
: rata-rata skor literasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional 
: rata-rata skor literasi peserta didik per'empuan berdasarkari Asesmen Nasiona l 
: rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional 
: rata-rata skor literasi peserta didik dan keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional 
: rata-rata skor numerasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional 
: rata-rata skor numerasi peserta didik perempuari berdasarkan Asesmen Nasional 
: rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional 
: rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional 

PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANT ARA 
KELOMPOK PESERTA DIDIK DAIU KELUARGA 
DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH , 

DAN TINGGI (SDI MIl SMPI MTSI 
Kesetaraan) 

RATA-RATA SKOR RATA-RATA SKOR 
~RASIPE8ERTA NUMERASI PESERTA 

DIDIK bARI KELUARGA DIDIK DARI KELUARGA 
DENGAN STATUS DENGAN STATUS 
SOSIAL EKONOMI SOSIAL EKONOMI 

RENDAH TINGGI 
BERDASARKAN BERDASARKAN 

ASESMEN NASIONAL ASESMEN 
NASIONAL 

9 10 
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FORM l.A.S 

KABUPATEN· 

REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USI DINI (PAUD) KABUPATEN 

PENlNGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD 
YANG MENDAP A TKAN MINIMAL AKREDIT ASI B 

JENIS JUMLAH JUMLAHSATUAN 
NO PELAYANAN 

PAUDYANG KESELURUHAN SATUAN 
DASAR 

MENDAPATKAN PAUD YANG TELAH 
AKREDIT ASI MINIMAL DIAKREDITASI DI 

B KAB IKOTA TERSEBUT 
I 2 3 4 

Pendidikan 
1 Anak Usia 

Dini 

JumJah Satuan PAUD bersumber dari Kemdikbudristek 
JumJah pendidik PAUD bersumber dari Kemdikbudristek 
JumJah pengawas dan penilik bersumber dari Kemdikbudristek 
Data akan tersedla di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek 

KETERANGAN: 
Kolom 1 
Kolom 2 
Kolom 3 
Kolom 4 
Kolom 5 
Kolom 6 
Kolom 7 
Kolom 8 

: Nomor urut 
: Jell is pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018 
: Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B 
: Jumlah keseluruhan satuan PAUD yang telah diakreditasi di kab/kota tersebut 
: Petsentase pendidik PAUD dengan Sl /DIV pada tahun N 
: Petsentase pendidik PAUD dengan Sl/DIV pada tahun N-1 
: Jumlah pengawas untu~ TK ditambah jumlah penilik PAUD nonformal 
: Jumlah satuan PAUD 

PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN 
RASIO PENGA WAS SEKOLAH UNTUK PAUD 

SlIDIV 

PERSENTASE JUMLAH PENGA WAS PERSENTASE 
SEKOLAH liNTUK TK 

PENDIDIK PAUD PENDIDIK PAUD 
DITAMBAH JUMLAH JUMLAHSATDANPAUD 

DENdAN SllDIV DENGAN SllDIV 
PENILIK PAUD PADATAHUNN PADA TAHUNN-l 
NONFORMAL 

5 6 7 8 
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FORM l.A.6 

KABUPATEN· 

REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR KABUPATEN 

INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SDI MIl SMPI 
MTSI Kesetaraan) 

NO JENlS PELAYANAN 
DASAR INDEKS IKLIM ~AMANAN RATA-

INDEKS IKLIM KEAMANAN 
RATA SA'tUAN PENDIDIKAN PADA 

RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN 
TAHUN N-I BERDASARKAN 

PADA TAHUN N 
ASESMEN NASIONAL 

J 2 3 4 

1 Pendidikan Dasar (SDI 
MIl SMPI MTSI Kesetaraan) 

lndeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek 
Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek 
Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek 

KETERANGAN: 

Kolom I 
Kolom2 
Kolom3 
Kolom4 
Kolom5 
Kolom6 

: Nomorurut 
: Jen~s pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018 
: Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N 
: indeks iklim keamanan rata-rata sattJan pendidikan pada tahun N-l berdasarkan Asesmen Nasional 
: lndeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata rata satuan pendidikan pada tahlin N 
: indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas ratarata satuan pendidikan pada tahun N- l berdasarkan Asesmen Nasional 

INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN 
PENDIDIKAN (SDI MIl SMPI MTSI Kesetaraan) 

INDEKS IKLIM 
INDEKS IKLIM KEBINEKAAN KEBJ.NEKAAN DAN 

DAN INKLUSIVITAS RATA RATA INKLUSIVITAS RATA-RATA 
SATUAN PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA 

PADATAHUNN TA1illN N-I BERDASARKAN 
ASESMEN NASIONAL 

5 6 
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FORM l.B.l PENGHITUNGAN KEBUtUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN KABUPATEN 

KABUPATEN' -

NO Ip]{OGRAM OUTCOME KEGIATAN SUB KEGIATAN 
KELUARAN 

SATUAN 
KEBUTU KETERSE SELISIH HARGA KEBUTU 

(OUTPUT) HAN DlAAN (+1-) SATUAN 
HAN 

BlAYA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8-9 11 12 

1 Prolfiam SPM o/(fenouduk uSIa ' Keglatan 1 Wendataan anak usia dini untuk keperluan 1 IT ersedianya data Peserta didik 
~~ idikan Anak - tabun pemenuhail identifikasi kebutuhan daya tampung l~anan 

sla a~anan dasar ~~uk anak usia 5 (lima) tabun sampai engan 
Dini S MPAUD 6 (enam) tabun 

2 
IPenyelenggaraan sosialisasi pentingnya 

2 f[erselenggaranya iKegiatan 

penilidikan anak usia dini kepada masyarakat sosialisasi 
paling sediki t 2 (dua) kal i per tabun 

3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada 3 IHlaya bantuan penololkan Peserta didik 
Peserta Didik dari keluarga tidak mampu a~ar 
daendapat layanan r.aling sedikit 1 (satu) ka i 

alam 6 (enam) bu an 

4 Penyediaan layanan sendidikan anak usia dini 4 Peserta didik 
palin~ sedikit 1 (satu satuan pendidikan anak Peserta didik terlayani 
Illsia mi di setiap desa 

5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah 5 IPeserta didik 
~ang kekurangan daya tampung Peserta didik terlayani 

1Penyediaan layanan pendidikan di wilayah 
~eserta didik terlayani 

lPeserta didik 
6 ~ang ditetaplai~ sebarai daerah terdepan, 6 

erluar, dan tertingga 

iKegiatan IPemberian layanan pendampingan b~ satuan Terselenggaranya Kegiatan 
Pemenuhan 
kualitas dan I pendidikan anak usia dini paling sed' 't 1 1 pendampingan 

pemerataan (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 
ayanan 2 as!1itasl pertemuan ~peru:lidlk oaJam 2 TerselenggaranI;a Kegiatan satuan Iwadall berbasis komunitas untuk 

me~)rall:tkan kua~~~as l~)anan paling sedikit 1 Kegiatan pelati ani 
satu ali dalam 6 enam bulan seminar/ lokakarya 

3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan 3 fferselenggaranya Kegiatan 
~engenai kualitas~anan pendidikan anak Sosialisasi 
iusia aini yanf dil an paling sedikit 1 (Slitu) 
Ikali dalam 1 satu) tahun ajaran 

4 
Pemeriksaan kondisi banra:;an Sarana dan 

4 Terselenggarallya iKegiatan 

prasarana satuan pendidi an secara fseriod~ pemerikSaan kondisi 
paling sedikit 1 (satu) kaJi dalani 1 satu) un bangunan saraha dan 

prasarana 

5 Pemeliharaan dan petbaikan terhadap kondisi 5 tretsel~nggaranya Kegiatan 

sarana dan prasarana satuan pendidikan yang pemeliharaan dan 
usak perbaikan 

- --- --- -
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NO PROGRAM OUTCOME KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN ~BUTU KETERSE SELISIH HARGA KEBUTU 
KELUARAN HAN DIAAN (+1-) SATUAN HAN 
(OUTPUT) BIAYA 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10=8-9 11 12 

ernenuhan 1 Pernetaan dan penataan penempatan untuk 1 Tersedianya data endidik dan 
~~lah peI1didik pernerataan pendidik dan tenaga kependidikan 

enaga 
an tenaJia kependidikan 

kependi kan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

2 Pendistribusian pendidik dan tenaga 2 Distnb?SI peo,9i.9.i k dan PenORIiK <lan 
kependidikan yan~ berkualitas unfuk tenaga kependldikan tenaga 
pernerataan pendi ik dan tenaga kependidikan kependidikan 

3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 3 Ajllan formasi guru Guru 

4 lPenrrdiaan guru pembimbing khusus Jialing 4 Penempatan guru Kegiatan 
sedl t 1 (satu) oran~da satuan pen idikan ~mbirnbing 
~ang rnenyelenggar pendidikan inklusif usus 

5 Penernpatan lulusan pendidikan dan pelatihan 5 1Penempatan KepaJa Kegiatan 
calon ~e~ala sekolahJlulusan guru penggerak sekolah 
sebagru epala sekolah 

Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan Penempatan peng awas Kegiatan 
6 calon pengawas sekolahllulusan guru 6 sekolah 

penggerak sebagai pengawas sekolah 

7 emeta~ .!<ecuk:l)pan.fiiilllall p~~oawas s~kol!ill 7 Tersedianya data lPen~awas atau 
~tau peruhk untuk satuan pendldi~an anak usia ~eru ik 
lin; 

Pernenuhan 1 eruyzatan kualitikasl oanJ(;ompetensl balfi 1 Peningkatan kualiflkasi Kegiatan 
~alitas pendidik pendi ik dan tenwa k~endidikan yang be urn dan kompetensi pendidik 

an tenaJ1t IT!emenuhi kualifi asi an kompetensi yang dan tena&a 
/<:ependian dlpersyaratkan kependi ikan 

2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam 2 Beaslswa atau bantuan Pendidik <lan 
penin~katan kualifikasi dan kompetensi biaya pendidikan tenaga 
pendi ik drul tenaga kependidikan kependidikan 

3 asiljt?S! kep~a sekoIan atau guru yang. beJum 3 Kegiatan 
memiliki sertlflkat guru peng~erak untiik Kepala sekolah atau guru 
meng~~ pendidikan dan pe atihan guru Imengikuti pelatihan 

Program SPM %penduduk usia Kegiatan Pendataan warga negara usia 7 (tuiul£ sampai rrersedianya data Peserta didik 

2 Penoidikan 7-15 tahun pernenuhan 1 dengan 15 (lima belas) tahun yang ti ak 1 
Dasar ayanan bersekolah 

SD/SMPIMI Pemberian biaya pendidikan kepada peserta 2 
IBantuan b18ya pendidikan Peserta didik 

MT slPaket 2 
A/Paket B) didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus 
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NO PROGRAM OUTCOME jKEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN KEBUTU KETERSE SELISIH HARGA KEBUTU 
KELUARAN HAN DIAAN (+1-) SATUAN HAN 
(OUTPUT) BIAYA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8-9 11 12 
IPemenuhan 1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk 1 rrersedianya data lPellilidlk aan 
wruah peddidik pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan 

enaga 
an tena~a kependidikan 

Ikependi ikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

2 Pendistribusian pendidik dan tenaga 2 Distrib~slpe~9i_~kdan PendiaLK dan 
kependidikan yan~erkualitas unfuk enaga kepend/dikan tenaga 
pemerataan pendi 0 dan tenaga kependidikan kependidikan 

3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan 
~etentuan peraturan perundang-undangan 3 !Ajuan formasi guru Guru 

4 Penikediaan guru pembimbing khusus Jialing ~ l'enempatan guru Kegiatan 
sed it 1 (satu) oran~ada satuan pen idikan ~~lbimbing 
yang menyelenggar an pendidikan inklusif usus 

5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan 5 enempatan kepala Kegiatan 
calon ke~ala sekolahllulusan guru penggerak sekolah 
sebagai epala sekolah 

Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan Penempatan peng awas Kegiatan 
6 calon pengawas sekolahllulusan guru 6 sekolah 

penggerak sebagai pengawas sekolah 

7 Pemetaap .kecukupan jumlah p~awas sekolah 7 Irersedianya data 'Penfiawas atau 
atau pendik untuk satuan pendl an anak usia pem ik 
dini 

Pemenuhan I e~g:tan kualifikllSl dan kompetensl barrl 1 Peningkatan kualifikasi Kegiatan 
~alitas pendidik pendi Ok dan tentWa k~endidikan yang be urn dan kompetensi pendidik 

an tena~a memenuhi kuali asi an kompetensi yang danten~a 
kependi ikan dlpersyaratkan kependi Ikan 

2 Beasiswa atau bantuatl biaya pendidikan dalam 2 Beaslswa atau bantuan Pendidlk dan 
biaya pendidikan tenaga 

penin~atan kualifIkasi dan kompetensi kependidikan 
lPendi ik dan tenaga kependidikan 

3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum 13 Kegiatan 
imerniliki sertifIkat guru peng~erak untUk Kepala sekolah atau guru 
imengikuti pendidikan dan pe atihan guru mengikuti pelatihan 
lPenggerak 

Prdgram SPM %penduduk usia Kegiatan lPendataan warga negara usia 7 (tuiuhJJampai Tersedianya data Peserta didik 

2 Penilidikan 7-15 tahun pemenuhan 1 dengan 15 (lliria belas) tahun yang ti 1 
Dasar layanan bersekolab 

SD/SMPIMI Pemberian biaya pendidikan kepada peserta ~ 
Bantuan blaya pendidikan Peserta didik 

rfTslPaket 2 
lPaket B) didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus 
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NO IPIWGRAM OUTCOME iKEGIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN 

1 

KETERANGAN: 
Kolom 1 
Kolom 2 
Kolom 3 
Kolom4 
Kolom5 
Kolom 6 
Kolom 7 
Kolom 8 
Kolom 9 
Kolom 10 
Kolom 11 
Kolom 12 

(OUTPUT) 

2 3 4 5 6 

4 Pemdiaan guru pembimbing khusus dialing 4 Penempatan guru 

se 't 1 (satu) Ofani:da satuan pen idikan ~~bimbing 
yang menyelenggar pendidikan inklusif usus 

5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan 5 l'ertempatan kepa la 
caIon ~e~ala sekolahllulusan guru penggerak sekolah 
sebagal epaIa sekolah 

Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan Penempatan peng awas 
6 calon pengawas sekolahllulusan guru 6 sekolah 

penggerak sebagai pengawas sekolah 

7 lPemetaan kecukupan jumlah pengawas 
~ekolah untuk satuan pendidikan 

7 Tersedianya data 

emenuhall 1 ei mktan kuaIitIkasI dan kompetensl.ba/tl 1 Peningkatan kualifIkasi 
~alitas pendidik pendi ik dan ten~a k~endidikan yang be iIm 
dan tena~a :nemenuhi k'UalifI asi an kompetensi yang 

dan kompetensi pendidik 

~.!!Bendi lkan Ipersyaratkan dan tena~a 

(S /SMPlPa ke 
kependi Ikan 

AlPaket 2 Pemberian beasiswa atau bantuan bi~a 2 ~.easlswa atau bantuan 
B) pendidikan daIam leningkatan kuali ikasi dan biaya pendidikan 

ompetensi pendi ik dan tenaga kependidikan 

3 asi~!~! keP!lla sekOlall atau guru yang. beliIm 3 
melD1~iki ~erti~a.t guru peng~erak untllk KepaIa sekolah atau guru 
mengikutI pendldikan dan pe atihan guru ~engikuti pelatihan 
inr.n!H!"erak 

: Diisi dengan nomor urnt 
: Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomot 90 Tahun 201 9 
: Diisi dengan oiltcome program pemenuhan SpM 
: Diisi dengan nama kegiatao pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 
: Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 20 19 
: Diisi dengan keluaran (Olitput) dari kegiatan pemenuhan 
: Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran 
: Diisi denganjumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM 
: Diisi dengan jt1mlah ketersediaan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM 

: Diisi dengan selisih antara. kebutuhan dan ketetsediaan (kolom 8 dikurang dengan kolom 9) 
: Diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk peII1enuhan 
: Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dan kolom 11 

SATUAN 
KEBUTU KETERSE SELISIH HARGA KEBUTU 

HAN DIAAN (+1-) SATUAN 
HAN 

BIAYA 

7 8 9 10- 8-9 11 12 

Kegiatan 

Kegiatan 

Kegiatan 

Pengawas 

Kegiatan 

Pendidik . dan 
tenaga 
kependidikan 

Kegiatan 
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FORM l.C.1 ~ENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN 

KABUPATEN· 
TARGET KlNERJA PROORAM PEM~'NlmAN PELAY ANAt.'{ DASAR PENJ)lDlKAN DAN KERANOKA PENDANAAN 

/1;0 JUM1.AlI ALOKASI 'UMBER 2020 2021 2022 201) 2024 KONUlSI AKIIIR 2024 

PROOItAM OUl"COME KEOJATAN SUDKEGJATAN KEWARA,,~ (OuTPUT) SA1UA.'N SASARAN A.''':OOARAN DANA IIARGA IIARDA HARGA HARGA IIAROA PEMENUIIAN 
(2019) 

(20)9) ARGET SATUA.~ 11fA) ARGET 'ATUA.'J 11fA) ARGET SATUAN JurA) A1tOET SAllJAN IurA) AII0ET A"'AN 11fA) 
IUTA) J\lTA) mA) J\lTA) J\lTA) 

6 I. 11 12 , 13 14 " I. 17 " " 2. 21 2l 2J " " 26 '. crsedianya Data Pcscrta 
Program penduduk usia 5 - Kegiatan Pendataan anak usia dint untuk keperluan identifikasi ~idik 
SPM 6tabun ""menuhon Iayanan fI5:.~butuhan d4lya t3mpung layanan untuk anak usia 5 
Pendidikan Anak 
UsiaDini 

dasar SPM PAUD Um:l) tabun salnpai dcngao 6 (enam) tabun 

2 crselcnggaranya Kcgiatan 
~elCnggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan Sosialisasi 

• usia dini kepada masyarnkat paling sedikit 2 (dua) 
i pertabun 

Pengadaan bantuan biaya pcndidikan kcpada Peserta Biaya bantuan pendidikan Peserta 

Didik dati kcluilrga tidak mampu agar mcndapat ~idik 
Iayanan paling sedikit I (saru) kali dalam 6 (enam) 
~ulan 

~ ~ Pcscrta didik terlayani Peserta. 
Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling ~idik 
sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di 
setiap dcsa 

Penyediaan layanan pcndidikan di wilayah yang Pcsertl didik tcrlayani Pcscrta 
ekurangan .mya. tampung ~idik 

~ Pescrta didik terla)'ani Pcserta 
Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang fiidik 
itetapkan scbngai dacrah tcrdcpan, terluar, dan 

tertinggal 

Kegiatan Pembcrian layanan pcnd:lmpingan bagi satuan c~lenggaranya Kegiatan 
Pemenuhan ;~~dikan an3k usia dini paling scdikit 1 (satu) kali pendampingan 
J:ualitas 

;::::'era_ (cnam) bulan 

Jayanan Fasilitasi pcrtemuan guruJpcndidik dalrun \ ... -adah crsdenggaranya Kcgiatan 
satuan !>crbasis komunitas untuk mcningkatkan kualitas Kegiatan 

layauan paling sodikit I (satu) kali dalam 6 (enam) ~Iatihanlsemina 

ulan rl 
I kakarva 

erselenggarnnya Kegiatan 
Sosialisasi kepada satu3Il pendidikan mcngcnai Sosialisasi 
~a1itas layanan pcndidikan anak usia dini yang 

ilakukan paling sodikit I (saru) kali dalam I (satu) 
tabUR ajaran 

~ crselenggaranya Kcgiatan 
Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana pcmeriksaan 
satuan pcndidikan secara periodik paling scdikit I kondisi 
(satu) kali dalam I (satu) tabun hongunan samoa dan 

rasamna 
Kegiatan 

~elihaman clan perbaikan tcmadap kondisi sarana 
ersclenggar.mya 

Pcmelihaman dan prasamna satuan pendidikan yang rusak perbaikan 

c~aDya Data 

Pcmcnuhan jumlah Pemctaan dan pcnataan penempdtan untuk pemerataan E:ik 

pendidik dan tcnaga pendidik dan tcnaga kependidikan paling sedikit 1 
(satu) kaU dal.m I (satu) tabun kcpendi 

ikan 
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TAROe'T KlNERJA PROORM.I PEMENUlIAN PELAYANAN OASAR PENDIDli\.<\''\' DAN KERANOKA PEN'DANMN 
NO JUMLAH ALOKASI SUMBER 2020 202 1 "22 2023 "',. t.:O~DISI AKUIR 2024 

PROGRAM OlTTCO~IE l>EOIATAN SUDKEGlATA."I KELUARAN (OUTPUT) SATIlk"l SI\SARA.." !\''\'OOARAN" DANA IlAROI\ HAROA HAROA ~l\RO/\ IIAROi\. PEMENUHAN 
(2019) (2019) ""GET SATIJAN JU'A) ARGET SATIJAN M I\) AROEr SATUAN JiJrA) rARGET ,\"lUi\," JUT ... ) rMOET SI\11}AN ilI A) rorA) JUTA) MA) WrA) rorA) 

6 I. II " IJ 14 " 16 17 IS I. 2. " " 2J ,. 
" 26 

cpendidikan Distribusi Pendidik 
Pendistribusian pcndidik dan tenaga kcpendidikan dan 
ang berkualibs untuk pcmerataan pendidik dan onaga 

[ienaga kependidikan cpcndi 
dikan 
Guru 

Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan 
-etentuan pemturan perundang·undangan jAjuan formasi guru 

Pcncmpatan guru Kcgiatan 
Penyedi3all guru pcmbimbing klrusus paling scdikit 1 pcmbitnbiog 
(satu) orang pada satuan pendidikan yang khusus 
rmenyc!cnggarakan pcndidikan inklusif 

Pcnempatan kepala sekoJah Kcgiatan 
Penempatan lulusan pcndidikan dan pclatihan calon 
~epa1a sekolabllulusan guru penggcrak sebagai kepala 
sekolah 

Peoempatan Kegiatan 
Penempatullu1usao peodidikan dan pelatiban calon ~"ngawlls 
jPengawas sekotahllulusan guru penggerak scbagai sekolah 
!J>engawas seko1ah 

rrcrsedianya data 
Pemetaan kccufcupan jumlah pengawa5 sekolah atau 
tpenilik untuk satuan pendidikan anak usia dini 

Pengawa 5 atau 
~nilik 

Pemenuhan Peningkatan Kcgiatan 
rualitas Peningkatan kualifikasi dan kompcfcnsi bagi pendidik 'ompctensi 
pcndidik ~.tenaga kcpendidikan yang belum memenuhi 

daD tenaga ualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan 
"ependidika 

Bca.siswa aran bantuan 
~didik 

Beasiswa alau bantuan biaya pcndidikan da1am 
iaya pendidikan 

peningkatan kualifikasi dan kompetensi pcndidik dan onaga 
ienaga kcpcndidikan ~feodi "kan 

Kegiatan 

10" Fasilitasi k~a sekolah alau guru yang belum epala sckoJah atan guru memiliki scrtifi t guru penggcrak uotuk mcngikuti mcngikuti pclatihan pendidikan dan pelatihan guru pcnggcrak 

crsc<iianya Data Peserta 
Program Kcgiatan Pendataan warga ncgara usia 7 (tujuh) sampai dcngan t ~idik 
SPM Yo pernenuhan 
Pendidikari pendudlik usia 7- ayarum dasar 15 Oima bolas) tahun yang tidak be""kolah 

Dasar 15 tahun PM 
SDISMPIM 

VMTslPnko t Pemberian bhl~'a pcndidikan kepada Pescrta Didik Pcserta 
AiPaket B) 2 dariieJuarga udak mampu sampai lulus Bantuan biaya pendidikan idik 

Penyediaan layanan peudidikan di wilayah yang Pcscrta didik terlayani Peserta 
kekurangan da)'a tampung idik 

fI Pcserta didik tcrlayani Peserta 
Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang idik 
~itetapkan sebagai daerah terdepan. terJuar, dan 
ertinggal 

Pemenuhan 
crsclcnggaranya Unit 

Pembentukan komunitas belajar dan memastikan 'omun'itas komunit 
r,.aJitas ~4 keprua sekolah, dan pengawas sekolah terlibat bclajar as 
f!an ct:if dalam kodlUnitas tersebnt 
pemerataan 
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TARGET laNERJA I'ROORM.l PEMENUJIAN PELAY,\NAN DASAR PENDlDlKAN DAN KERANOKA !'ENDAl'lMN 

NO JUMLAII ALOKASI SUllBER 2020 201 1 tOll 2023 2024 KON DISI AKIIIR 20H 

PROGRAM ourem-IE Kf:GIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN (otJrPUT) SATUA..~ SASARAN ANGGARAN DA..'1A IARGA IARGA IlARO,\ IARO,\ HAROA PEMENUHAN 
(20 19) (20 19) ARGE ATUA JU'A) ARGE An/A JU'A) ARGE SA1lJA JIJrA) AROE ATUA JlJT"A) 

rAROE SATUAN JU'A} 
T N T N T N T N T Jur,\ ) 

JUTA JUTA JurA JlITA , 2 
, , , 6 7 8 9 10 II 12 " 14 " ,. 17 18 ,. 2. 21 22 13 " " 26 

w il bclajar 2 Pelatihanlseminar/ lokakarya pcnguatan kompetensi 2 crseienggaranya Kegiatan 
Pcserta cpala sckolah dan guru ~latiha:nlsemina 
Didik I 
SD/SMPIM ol<:ik<u)'U 

~;rsIPakC t 
aket B) 

Pemenuban I I erselenggaranya Kcgiatan 

ualitas Pcmbcrian layan'an pendampingan kcpada satuan ~ndampjngan 
dan IJx:ndidikan untuk mencegah pcrundungan kekerasao 
pemerataan ~ada aoak paling sedikit I (satu) kal i clal"'" 6 (enam) 
layanan ~ulan 
SD/SMP/M 
~;rsIPake t 2 Pemcriksaan kondisi bangunan sckolah dasar paling 2 crsclenggaranya Kegiatan 

aket B) edikit I (satu) kaIi dalam I (satu) tabun ""mcriksaan 
oodisi 

~:::'~= samoa ciao 
3 3 Kcgiatan 

IPcrbaikan terhadap kondisi bangunan 
pcndidikan yang rusak sedang ciao rusak bera' 

satuan tp:::rha~~ perbaikan 

SosiaJisasi kcpada satuan pendidikan mcngcna i ~ crsel!!nggaranya Kegiatan 

F~ingkatan kualitas layanan tcnnasuk pentingnya 
Sosialisasi 

inklusivitas dan kebinekaan uotuk menccgah 
iskriminasi tcrhadap ekonomi, gendcr, fis iko agarna, 
uku, dan budaya kepada satuan pcndidikan paling 
edikit I (satu) kaIi dalam I (satu) tabun ajaran 

Pcmcnuhan I 
iPemetaan dan penataan pcnempatan untuk pemerataan 

I crscdianya Data Pendidik 
umlah ciao 
pendidik pcndidik ciao tetiaga kependidikan pal ing scdikit I "naga 

dan tenaga satu) kali clalam I (satu) tabun ~fPcndi 
'cDcndidika ikan 

~~/SMP/P 2 Distribusi Pcndidik 

Ai~aket B) 
Pcndistribusian pendidik dan tenaga kepcndidikan ciao 
tyang bcrkualitas untuk pemerataan pendidik dan enaga 
coaga kependidikan ~iPcndi 

ikan 
3 3 ~uru 

Pcngajuan fonnasi guru ASN sesuai dcngan ketentuan 
~ratumn perundang-undangan 

Ajuan formasi guru 

Pcnyediaan guru pemhimbing khusus paling sedikit 1 
4 Pcncmpatan guru Kcgiatan 

~mbimbing 
satu) orang pada satuan pendidikan yang husus 

mcnyclenggarakan pcndidikan inkJusif 

5 5 encmpatan Kegiatan 

Pcncmpatan luhisan pcndidikan dim peJatihan calon 
epala sckolah/liJlusan guru pcnggcrak scbagai kcpaJa 

sckolah 

6 6 PCllcmpatan Kcgiatan 

Pencmpatan lulusan pcndidikan dim pclatihan caJon 
pcngawas sckolahlluJusan guru pcnggcrak scbagai 
pengawas sckolah 

7 7 ersedianya data Pcngawa 

Pemeta.an kecukupan jumlah pengawas sekolah uotuk s 
satuan pcadidikan 

Pcningkatan Kcgiatan 
Pcmenuhan ~ingkatan kuaJ ifikas i dan komp'etensi bagi pendidik J ~ompctcns i 
'ualitas I 

""ndidik 
tenaga kcpendidikan yang belum mcmcnuhi 



,.';0 PROGRAM otJfCmfE 

KETERANGAN: 
Kolom 1 Diisi 
Kolom 2 Diisi 
Kolom 3 Diisi 
Kolom4 Diisi 
Kolom 5 Diisi 
Kolom6 Diisi 
Kolom 7 Diisi 
Kolom 8 Diisi 
Kolom 9 Diisi 
Kolom 10 Diisi 
Kolom 11 Diisi 
Kolom 12 Diisi 
Kolom 13 Diisi 
Kolom 14 Diisi 
Kolom 15 Diisi 
Kolom 16 Diisi 
Kolom 17 Diisi 
Kolom 18 Diisi 
Kolom 19 Diisi 
Kolom20 Diisi 
Kolom2 1 Diisi 
Kolom22 Diisi 
Kolom23 Diisi 
Kolom24 Diisi 
Kolom 25 Diisi 
Kolom 26 Diisi 
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KEOIATAN SUBKEGIATAN 

JUMLAlI f ALO'ASI KEWARAN (OlITPUl) SATUA.lIl' IpEM~~~~ \NGOARA .. lIl' ISlThIBER 
DA .. ~A 

(20 19) (2019) 

~
tCnaga 

kcpcndidikan 
(SDISMPIP 

ct 
NPakctB) 

~u3lifikasi dan kompctcnsi yang dipersyaratkan 

=
,pcmbcrian bcasiswa atau bantuan biaya pendidikan 12 

'!l p,cningicatan k~i. dan kompetensi 
nd"iik dan tcnl1ga kcpcndulikali 

Fasilitasi kepala sckolah atau guru yang belum 13 
emiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti 
ndidikan dan pclatihan guru pcnggcnak 

dengan nomor uru 

~S\\'a atau bantuan 
Ibiaya pendidikan 

IKopaia sckolah .tau guru 
IfTlcngikuti pelatihan 

Pendidik 
ldan 
enaga .. 
Kcgiatan 

dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 
dengan outcome program pemenuhan SPM 
dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 
dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 
dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan 
dengan jenis satuan per masing-masing keluaran 
dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun 201 9' 
dengan alokasl anggaran tahun 2019 per jenis keluaran 
dengan surnbet dana 
dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020 
dengan harga satuan tahun 2020 
dengan target hiaya pemenuhan dari perkalian kolom 9 dan 10 
dengan target kinerja pemenuhart pelayanan dasar tahun 2021 
dengan harga satuan tahun 2021 
dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 12 dan 13 
dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022 
dengan harga satuan tahun 2022 
dengan target biaya pemenuhan darl perkalian kolom 15 dan 16 
dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023 
dengan harga satuan tahun 2023 
dengan target biaya pemenuhan darl perkalian kolom 18 dan 19 
dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024 
dengan harga satuan tahun 2024 
dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 21 dan 22 
dengan kondisi akhir tahun 2 

iO 

TARGET KlNEIUA PROGRAM PEMENUI IAN PELA\'A.~,\N DASAR PENDIDIKAN DAN "ERANG"A PENOANAAN 

KONDISI AKI IIR2024 

JU'A) 

" I 26 
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FORM l.D. l REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN KABUPATEN 

KABUPATEN' - - -- - - -

TARGET REALISASI CAPAIAN (%), SUMBER 

No KELUARAN (OUTPUT) SATUAN VOLUME KEUANGAN DANA PERMASALA SOLUSI 
Rp VOLUME Rp FISIK HAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jl 12 
Pesena didik 

I 
umIah data anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai 

dengan 6 (eoam) tabun 

2 umlah sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat Kegiatan 

3 
umlah peserta dan keluarga yang tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan agar mendapat layanan (P AVD) 

Pesena didik 

4 umlah pesena didik terlayani pendidikan anak usia dini (PAUD) Pesena didik 

5 umIah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (P AVD) Pesena didik 

esena didik 
6 umIah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggai (PAVD) 

7 umIah pendampingan bagi satuan p'endidikan anak usia dini Kegiatan 

Kegiatan 

8 
umIah kegiatan pela/ihaniseminari 

lokakarya gurulpendidik dalarn wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan (PAUD) 
I 

9 Kegiatan 
umlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) 

10 umlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (P AUD) Kegiatan 

Kegiatan 
\I 'wnlab kegiatan pemelilwaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang nisak (P AUD) 

12 umlah data pemetaall dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (P AUD) Pendidik dan tenaga kependidikan 

13 
umlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkuaiitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) Pendidik dan tenaga kependidikan 

14 Guru 
umlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peratunm perundang-undangan (PAUD) 

15 umlah penempatan guru pembimbiiIg kIlusus (PAlIO) Kegiatan 

Kegiatan 
16 umlah penempatan li1Iusan pendidikan dan pelatihan caion kepala sekolaitllulusan guru penggerak sebagai kepaia sekolah (P AUD) 

17 unllall penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan caion pengawas sekolaltlltilusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Kegiatan 

kt'AVD) -- - - - - -



~~; ... 

No 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

~ 
.' .... 

...... ~ ... J\ 

KELUARAN (OUTPUT) 

urnlah data pemetaan kecukupanjumlah pengawas sekolaI! atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia diDi (PAUO) 

urnlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenulri kuali fikasi dan 
ikompetensi yang dipersyaralkan (pAUD) 

urnlah peudidik dan tenaga kepeudldikan yang diberi beasiswa a/au bantuan bi.ya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan 
!kompetensi pendidik dan tenaga keJiendidikan (PAUD) 

urnlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah alau guru (P AUD) 

urnlah data warga nogara usia 7 (tujub) sampai dengan 12 (dua bel as) tahun yang tidak bersekolah 

umIah peserta didik dari keluarga tldak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus (SO/SMPlKesetaraan) 

urnlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (SOl MIl SMPI MTSI Kesetaraan) 

Jurnlah peserta didik teriayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SOl MIl 
SMPI MTSI Kesetaraan) 

wniah komunitas belajar pada jenjang Pendidikan Oasar (SOl SMPI Kesetaraan) 

umlah pelatiban/seminarl 
lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SOl SMPI Kesetaraan) 

urnah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak (SOl SMPI Kesetaraan) 

urnlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan satan a dan prasarana (SOl SMPI Kesetaraan) 

'umlall kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (SOl SMPI 
Kesetaraan) 

Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan 
kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan bddaya kepada satuan pendidikan 
(SOl SMPI Kesetaraan) 

umIah data pemetaan dan penataan penempatan w\tuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SOl SMPI Kesetaraan) 

urnlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikait yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikall (SDI 

SMPI kesetaraan) 

urnlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SOl SMPI Kesetaraan) 

urnlah penempatan guru pembimbiilg khusus (SOl SMPI Kesetaraan) 

\t~, 
.. 
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TARGET REALlSASI CAPAIAN(%) SUMBER 

SATUAN VOLUME KEUANGAN OANA PERMASALA 
SOLUSI 

Rp ivOLUME Rp FISIK HAN 

Pengawas atau penilik 

Kegiatan 

Pendidik dan teDaga kependidikan 

Kegiatan 

Peserta didik 
I 

eserta didik 

Peserta didik 

eserta didik 

Unit komunitas 

Kegiatan 

Kegiatan 

Kegiatan 

Kegiatan 

Kegiatan 

Pendidik dan tenaga kependidikan 

iPendidik dan tenaga kependidikan 

Guru 

Kegiatan 

-



No KELUARAN (OUTPUT) 

36 
~umlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatiban calon kepala sekolahllulusan guru penggerak sebagai kopala sekolah (SOl 

SMPI Kesetaraan) 

37 
~umlall penempatan lulusan pendidikan dan pelatiban calon pengawas sekolal"lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolalt 
(SOl SMPI Kesetaraau) 

38 
umlall data pemetaail kecukupan jwnlah pengawas sekolah atau penilik uotuk satuan pendidikan anak usia dini pada (SOl SMPI 

Kesetaraan) 

39 
JU011a11 peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenulti kualifikasi dan 
kompelensi yang diper.;yaratkan (SOl SMPI Kesetaraan) 

40 
u011ah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalarn peningkatan kuaJiflkasi dan 

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SOl SMPI Kesetataan) 

41 wnlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolall atau guru (SOl SMPI Kesetaraan) 
-

KETERANGAN: 

Kolom I 

Kolom2 

Kolom 3 

Kolom4 

Kolom5 

Kolom 6 

Kolom 7 

Kolom8 

Kolom 9 

Kolom 10 

Kolom II 
Kolom 12 

Nomorurut 

Keluaran (output) 

Satuan per jenis keluaran (output) 

Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output) 

Diisi denganjumlah target anggaran per jenis keluaran (output) 

Diisi dengan jumlah reaIisasi per jenis keluatan (output) 

Diisi dengan jumlah reaIisasi anggaran per jenis keluaran (output) 

Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output) 

Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output) 

Diisi dengan sumber dana 

Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan 
Diisi dengan solusi yang bisa dilakukan 

32 

TARGET REALlSASI CAPAIAN(%) SUMBER 

SATUAN VOLUME jKEUANGAN OANA PERMASALA SOLUSI 
Rp VOLUME Rp FISIK HAN 

Kegiatan 

Kegiatad 

Pengawas atau penilik 

Kegiatali 

iPendidik dan tenaga kependidikan 

Kegiatan 

--
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FORM I.E.I CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN 

CAP AlAN PENERIMA LAY ANAN DASAR (DEMAND) CAP AlAN PENYEDIAAN LAY ANAN DASAR 

NO. 
JENIS LAY ANAN 

DASAR JUMLAHANAK 
JUMLAH SISW A 

USIA SEKOLAH 
BERSEKOLAHI CAPAIAN (%) 

TAMAT 

1 2 3 4 5 
-

KETERANGAN: 

: Diisi dengan nomor urut 

: Diisi dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM 

: Diisi denganjurnlah anak usia sekolah sesuai denganjenis layanan dasar pendidlkan dari Dukcapil 

: Diisi dengan jumlah siswa yang bersekolahltamat hasil dari penerapan SPM 

TARGET 

6 

: Capaian (%) adalahjumlah siswa yang betsekolahltamat dibagi denganjumlah anak usia sekolah dikalikan 100% 

REALISASI CAPAIAN(%) 

7 8 

CAPAIAN 
SPM 

9 

Kolom 1 

Kolom2 

Kolom3 

Kolom4 

Kolom 5 

Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal pendidikan (satuan pendidikan, PTK dan biaya personil peserta didik) yang berbasis penerima dan standar 

Kolom 7 

Kolom 8 

Kolom 9 

Kolom 10 

teknis 
: Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan 

: Capaian (%) adalah realiasi dibagi dengan target dikalikan 100% 

: Capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua) 

: Kategori, yaitu sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0"59) 

KATEGORI 

10 
~ -
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FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN 

MUTU PENDIDIKAN PENERlMA MANF AA T PARTISIPASI PESERTA DIDIK BASIL I 

NO. JENIS LAY ANAN DASAR 
SATUAN PERLENGKAP AN DASAR PENCAPAIANi 

PENDIDIKAN PENDIDIK UMUR5 -6· UMUR 7 - 15 UMUR 7 -15 UMUR5 - 6 UMUR 7 - 15 UMUR 7 - 15 SPM 
i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i 

Pendidikan Anak Usia Dini 
1 

2 Pendidikan Dasar 

3 Pendidikan Kesetaraan 
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FORM 2.A.l 

KABUPATEN' 

REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN 

DESA NO KECAMATAN IKELURAHAN 

I 2 3 

KETERANGAN: 
Kolom I : Diisi nomor urnt 
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan 
Kolom 3 : Diisi dengan nama DesalKelurahan 

PELAYANAN PELAYANAN 
KESEHATAN KESEHATAN mu 
m UHAMlL BERSALIN 

4 5 

Kolom 4 s.d. 15 : Diisi dengan total sasaran penerima per jenis pelayanan SPM. 

PELAYANAN IPELAYANAN 
KESEHA T AN BA YI iKESEHATAN 

BARULAHIR BALITA 

6 7 

TARGETPENE~A PELAYANAN 

PELAYANAN 
PELAYANAN PELAYANAN PELAY ANAN 

PELAYANAN 
KESEHATAN KESEHATf<N 
PADAUSIA 

KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN 
PENDERlTA 

PADA USIA PADAUSIA PENDERlTA 
PENDIDI KAN 

PRODUKTIF LANJUT iHn'ERT ENSI 
DIABETES 

DASAR MELITUS 

8 9 10 II 12 
-

PELAYANAN 
PELAYANAN 

PELAYANAN 
KESEHATAN KESEHATAN 

KESEHATAN 
ORANG ORANG 

DENGAN 
ORANG 

DENGAN 
TERDUGA 

GANGGUAN TUBER 
RlSIKO 

JTWA(ODGJ) ERINFEKSI 
BERAT 

KULOSIS 
HlV 

13 14 15 
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FORM 2.A.2 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN 

KABUi> ATEN: 
PELAYANAN KESEHATAN SDM KESEHA T AN 

NO KECAMATAN 
FASILITAS KETERSEDIAAN JENIS KETERSEDIAAN 

1 2 3 4 5 6 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom :2 : Diisi nama Kecamatan 
Kolom 3 : Diisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang rrienyelenggarakan urusan pemerintahatJ. di bidang kesehatan 
Kolom 4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada di lapangan 
Kolom 5 : Diisi denganjents SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan perrierintahan di bidang 

kesehatan 
Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada saat ini berdasarkan data di lapangan 



37 

FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN 
UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN 

KABUPATEN' 

NO JENIS LAY ANAN DASAR BARANG JUMLAH KEBUTUHAN JUMLAH TERSEDIA SELISIH 
HARGA SATUAN JUMLAH BlA Y A 

KETERANGAN 
(Rp) (RP) 

1 2 J 4 5 6 7 S 9 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang SPM 
Kolom 3 : Diisi dengan jenis barang (alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan) sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan stan dar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan 

Urusan pemerintahan di bidang kesehatan 
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan 
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar 
Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurartg kolom 5 
Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan barang yang tercantum pacta kolom 3 
Kolom 8 : Diisi dengan perhitungan kolom 6 dikali dengan kolom 7 
Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesiftk 

Catatan : Untuk pengadaan alat kesehatan tidak harus setiap tahun (sesuai kebutuhan) dan jika jenis layanan dasar saling berkaitan maka alat kesehatan dapat digunakan secara terintegrasi. 
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FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAH UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN 

KABUPATEN· 

NO JENIS LAY ANAN DASAR JENIS SDM KESEHA T AN JUMLAH KEBUTUHAN JUMLAH TERSEDlA 

1 2 3 4 5 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urnt 
Kolom 2: Diisi denganjenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 201 8 tentang SPM 
Kolom 3 : Diisi denganjenis SDM Kesehatan sesuai standar teknis yang diatur daIam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan 
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan 
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini 
Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5 
Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang betsifat khusus/spesifik 

SELISIH 

6 

KETERANGAN 

7 
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FORM 2.C.l PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN 

KABUPATEN' 

KODE ~O. 0) URUSANlBrDANG URUSANIPROGAAM 0) 

1 2 3 

I I Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

I 02 Urusan pemerintahan bidang kesehatan 

I 02 02 enyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingka! 
~aerah kabupatenlkota 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Nomor urut 
Kolom 2 : Kode urusanJbidang urusanlprogram 
Kolom 3 : Nama urusanJbidang urusanlprogram 
Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program ( outcome) 

INDIKATOR 
KONDISI KINERJA 

KINERJA 
PADAAWAL TAHUN PROGRAM 

RPJMD (TAHlJN N) (OUTCOME) 

4 5 

Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja pada awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program 

TARGET KINERJ A DAN KERANGKA PENDANAAN 

KONDISI K1NERJA PADA 
TAHUN- N+I TAHUN- N+2' TAHUN- N+3 TAHUN- N+4 TAHUN- N+5 AKH IR PERJODE RPJMD 

K IRp K IRp K IRp K I Rp K I Rp K IRp 

6 7 8 9 10 JJ 

UNIT KERJA 
PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG 
JAWAB 

12 

Kolom 6-10 : Diisi dengan target kjnerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) uhtuk setiap indikator kinerja program pada RP JMD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan sebagaimana tetcantum dalam RPJMD KabupatenIKota 
Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kjnerja (K) program dan anggaran indikafif (Rp) untuk setiap indikator kjnerja pada akhir periode RPJMD KabupateniKota 
Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program 

*) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 201 9 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan 
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 



NO. 

I 

I 
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FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 

KABUPATEN' 

KODE URUSANfBIDANG 
0) URUSANfPROGRAMlKEGIA T ANfSUB KEGIA T AN 0) 

2 3 

I 
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelavanan Dasar 

I P2 turusan Pemerintaban Bidang Kesehatan 

I k>2 02 
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 
Daerab Kabupaten/Kota 

~.02 
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM 

I P2 P2 lRu·ukan Tingkat Daerah Provinsi 

I 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

I 02 02 .02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 

I 2 02 .02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

I 2 02 .02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 

I 02 02 .oi 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 

I 02 02 .oi 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 

I 02 1>2 .oi 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Laitjut 

I 02 P2 .oi 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hi~ertensi 

I 02 k>2 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 

I 02 k>2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 

I 02 02 2.oi II Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 

I 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HlV 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Nomor urut 
Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/prograrnlkegiatanisub kegiatan 
Kolom 3 : Nama urusanlbidang urusan/prograrnlkegiatan/sub kegiatan 

INDIKATOR 
KJNERJA 

PROGRAM 
(OUTCOME) 

4 

kolom 4 : Diisi dengan indikator kerja program ( outcome) dan indikator kegiatanisub kegaitan (output) 

DATA CAPAIAN 
PADAAWAL TAHUN TAHUN-N+I 
PERENCANAAN 

K IRp 

5 6 

Kolom 5 : Diisi dengan data capaian awal tabun perencanaan (data dasar tabun perencanaan) untuk setiap indikatOr kinerja prograrn/kegiatan 

TARGET KJNERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KONDISI KlNERJA 

PADAAKHIR TAHUN- N+2 TAHUN- N+3 TAHUN-N+4 TAHUN- N+5 
PERI ODE RENSTRA 

PD 
K I Rp K IRp K IRp K IRp KI Rp 

7 8 9 10 II 

UNIT KERJA 
PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

12 

Kolom 6-10: Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk. setiap indikator kinerja prograrnlkegiatan/sub kegiatan pada Renja PD KabupateniKota pada tabun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD KabupateniKota 
Kolom II : Diisi dengan target kinerja (K) prograrnlkegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikatif(Rp) untuk setiap indikator kinerja sam]Jai dengan akhir periode Renstra PD KabupateniKota 
Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerab sebagai penanggung jawab dan pelaksana prograrnlkegiatan/sub kegiatart 
*) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur prograrnlkegiatan/sub kegiatan mengacu pada Perrnendagri Nomor 90 Tabun 2019 yang telab dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tabun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikas i, Kodefikasi, dan Nomenldatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerab 
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FORM 2.D.l CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN 

KABUPATEN · 

CAPAIAN PENERIMA LAY ANAN DASAR PENDANAAN (TAHUN N) 
(TAHUN N) 

JENIS PELA Y ANAN 
NO. PER8ENTASE PERMASALAHAN 

DASAR 
TARGET 

ALOKASI REALISASI REALISASI SUMBER REALISASI CAPAIAN(%) ANGGARAN (RP) ANGGARAN (RP) DANA ANGGARAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

KETERANGAN : 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2: Diisi denganjenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang SPM 
Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator) pada tahun n 
Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n 
Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100% 
Kolom 6 : diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n 
Kolom 7 : diisi dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n 
Kolom 8: Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggatan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100% 
Kolom 9 : diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n 
Kolom 10 : diisi dellgan permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan kabupatenikota 
Kolom 11 : diisi dellgan solusi atas permasalahan daIam pelaksanaan SPM Kesehatan kabupatenikota 

10 

I 

SOLUSI 

11 
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FORM 2.E.l REKAPITULASI CAPAIAN STAN DAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN 

KABUPATEN' 

PENERIMA LA YANAN DASAR PENYEDIAAN MUTU LA YANAN DASAR 
NO. JENIS PELAY ANAN DASAR (SPM KABIKOTA) 

TARGET REALISASI CAPAIAN(%) TARGET REALISASI CAPAIAN(%) 

1 2 3 4 5 

- -

KETERANGAN : 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : diisi dengan jenis pe\ayanan dasar 
Kolom 3 : diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan stan dar teknis 
Kolom 4 : diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar 

6 

Kolom 5: Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan l Oa 

7 

Kolom 6 : diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator) 
Kolom 7 : diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar 
Kolom 8 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolOrh 7 dibagi dengan kolom 6 dikal i 100 
Kolom 9 : diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbanglsesuai pembobotan) 
Kolom 10 : diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan kabupatenlkota 

8 

CAPAIAN 
SPM 

9 

KATEGORI 

10 

-- - --- ---
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FORM 3.A.l KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN KABUPATEN 

KABUPATEN· 

uNIT AIR BAKU UNIT PRODUKSI 

lNo. KECAMATAN 
KELURAHANI 

DESA 

1 2 3 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor unit 
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan 
Kolom 3 : Diisi nama KelurahanlDesa 

JENIS 
SUMBER 

AIR 

4 

LOKASI KAPASITAS 
KAPASITAS 

NAMA UNIT 
SUMBER 

UNIT AIR INTAKE 
PRODUKSI 

S AKU (liter/detik) 
(liter/detik) 

5 6 7 8 

Kolom 4 : Diisi jenis sumber air yang digunakan untuk unit air baku, contoh: air permukaan, air tanah, mata air, dll 
Kolom 5 : Diisi nama sumber air yang digunakan untuk unit air baku 
Kolom 6 : Diisi lokasi unit air baku 
Kolom 7 : Diisi kapasitas intake unit air baku dalam satuan liter/detik 
Kolom 8 : Diisi kapasitas unit prodliksi dalam satuan liter/detik 
Kolom 9 : Diisi idle capacity unit pr'oduksi dalam satuan liter/detik 
Kolom 10 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTDlBadan UsahaiKelompok Pengelola SPAM) 
Kolom 11 : Diisi "beroperasiltidak beroperasi" sesuai kondisi yang ada 

IDLE 
CAPACITY 
(liter/detik) 

9 

UNIT 
PELAYANAN 

PDAMlUPTD/BA 
DAN USAHAIKP 

SPAM 

10 

Kolom 12 : Diisi "terpenuhi" jika kuantitas tetpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kuantitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan 
Kolom 13 : Diisi "terpenuhi" jika kualitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kualitas tidak terpenuhi sesuai keterituan 

KONDISI 

BEROPERASI KUANTITAS KUALITAS 

11 12 13 
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FORM 3.A.2 KONDISI SPALD KABUPATEN 

Wll.,A Y AH PELA Y ANAN 

NO LOKASI 
KONDISI SPALD REGIONAL 

NAMA SPALD SPALD 
(BEROPERASII TIDAK 

BEROPERASI) 

1 2 3 4 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor un1t 
Kolom 2 : Diisi nama SP ALD terbangun (IP ALlIPL T) 
Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD terbangun (IPAL/IPLT) 

KECAMATAN 

5 

Kolom 4 : Diisi "ya" jika IP ALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi 
Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SP ALD 
Kolom 6 : Diisi nama KelurahaniDesa yang t€rmasuk wilayah pelayanan SP ALD 
Kolom 7 : Diisi besaran kapasitas p€layanan SPALD 
Kolom 8 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SP ALD 
Kolom 9 : Diisi besaran kapasitas SPALD yang terpakailtermanfaatkan 
Kolom 10 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SP ALD 

KELURAHANI 
DESA 

6 

AKSES 

TERSEDIA TERMANF AA TKAN 

(m3/hari) KK (m3/hari) KK 

7 8 9 10 

:: 



FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM KABUPATEN 

KABUPATEN ' 

~O. KECAMATAN 
KELURAHANID 

ESA 

1 2 3 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan 
Kolom 3 : Diisi nama KelurahaniDesa 
Kolom 4: Diisi nomor RW 
Kolom 5: Diisi nomor RT 
Kolom 6 : Diisi dengan nama kepala keluarga 

NAMA 

RW RT KEPALA NIK 
KELUARGA 

4 5 6 7 

Total 

45 

JUMLAH KONDISI EKONOMI 
ANGGOTA KELUARGA 

RUMAH MBR NONMBR 
8 9 10 

Kolom 7 : Diisi NIK kepala keluarga Gika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga) 
Kolom 8 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah terse but 
Kolom 9 : Diisi ahgka 1 bila pendapatan keluarga < UMP 
Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP 
Kolom 11 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani denganjaringan perpipaan 
Kolom 12 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan bukan jaringan perpipaan 
Kolom 13 : Diisi angka I bila rumah tersebut belum terlayani dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaal1 

SUDAH 
TERLAYANI 

IP BIP 
11 12 

Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak suniber air ke penampungan pengotor/limbah lebih dari sarna dengan 10 meter 
Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani danjarak suniber air ke penampungan pengotor/limbah kurang dari 10 meter 

BELUM JARAK SUMBER AIR KE 
TERLAYANI PENAMPUNGAN 

> 10M < 10M 
13 14 15 
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FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD KABUPATEN 

KABUPATEN· 
--~ - -

KONDISI AKSES OASAR 

KEPAOATAN ' LASIFIKASI KONDISI NAMA JUMLAH 
EKONOMI TANPAAKSES AKSESLAYAK AKSES LAYAK AKSES AMAN SPALD·S 

NO. KECAMATAN KELURAHAN RW RT PENOUOUK iPERKOTAANI RES IKO KEPALA iNn< jANGGOTA 
iKELUARGA PERDESAAN 

fjiwo/ha) ERDESAAN SANITASI iKELUARGA RUMAH INON 
TANGKI TANGKI TANGKI 

MBR BARS CUBLUK CUBLUK SEPTIK SEPTIK ICK SEPTlK jMBR 
PERKOTAANJ INDIVIDUAL KOMUNAL INDIVIDUAL 

I 1 J 

KETERANGAN: 
Kolom I : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan 
Kolom 3 : Diisi nama KelurahanJDesa 
Kolom 4 : Diisi nomor RW 
Kolom 5 : Diisi nomor RT 

4 5 " 7 

Total 

8 9 10 II Ii JJ 14 IJ I " 17 18 

Kolom 6 : Diisi dengan kepadatan penduduk di tiap kelurahim/desa (kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa) I luas wi layah terbangun 01a) 
Kolom 7 : Diisi dengan k1asifikasi "perkotaan" atau "perdesaan" untuk tiap kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang k1asifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia 

19 10 

Kolom 8 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada seliap KelurahanIDesa sesuai dengan data dari SSK danlatau RISPALD (l=resiko sanitasi rendall, 2=resiko rendah, 3= resiko tinggi, 4= resiko sar/gat tinggi 
Kolom 9 : Diisi dengan nama kepala keluarga 
Kolom 10 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dahun satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga) 
Kolom 11 : Diisi jumlah anggota rutnah yang tinggal dalam rumah tersebut 
Kolom 12 : Diisi angka I bila pendapatan keluatga < UMP 
Kolom 13 : Diisi angka I bila pendapatan keluatga > UMP 
Kolom 14 : Diisi angka I bila penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan 
Kolom 15 : Diisi dengan angka I bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolahan air lim bah domestiknya menggunakan cubluk 
Kolom 16 : Diisi dengan angka I bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk 
Kolom 17 : Diisi angka I bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum pemah disedot 
Kolom 18 : Diisi angka I bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum pemah disedot 
Kolom 19 : Diisi angka I bila mempunyai sistem pengolahan air limbah berupa MCK 
Kolom 20 : Diisi angka I bila, rumah tersebut tdlah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pemah disedot dan diolah di lPLT 
Kolom 21 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut te1ah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air Iimbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pemah disedot dan diolah di lPL T 
Kolom 22 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di lP ALD Permukiman 
Kolom 23 : Diisi angka 1 bita, rumah tersebut sudall memiliki sambungan rumah dan air Iimbah domestiknya diolah di lP ALD Kawasan Tertentu 
Kolom 24 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudall memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di jp ALD Perkotaan 

TANGKI 
SEPTIK 

KOMUNAL 

11 

AKSES AMAN SPALO-T 

!PALO 
IPALO KAWASAN !PALO 

PERMUKIMAN 
trERTENTU 

PERKOTAAN 

11 13 14 

--



47 

FORM 3.e.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM KABUPATEN 

KABUPATEN' 

JENIS 
PELAYANAN PROGRAMIKEGIA T AN/SUB KEGIA T AN lNDIKATOR PROGRAMIKEGIATAN/SUB KEGIATAN 

DASAR 

J 2 3 

Penyediaan Kebutuhan pokok Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
air minum sehari- hari Minum Petsentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SP AM jaringan perpipaan dan bukan 

'aringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di \vilayah kabupatenlkota 

Wengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SP AM jaringan perpipaan dan bukan 
(SPAM) di Daerah KabupateniKota 'aringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupatenlkota 

Sub kegiatan I Indikator Sub Kegiatan I 

Sub kegiatan 2 Indikator Sub Kegiatan 2 

Sub kegiatan 3 Indikator Sub Kegiatan 3 
dst dst 

KETERANGAN : 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 20 18 
Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum kabupatenlkota sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019 
Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum kabupatenlkota sesuai lampiran Pennendagri Nomor 18 Tahun 2020 
Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4 
Kolom 6 : Satuan 
Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunanlpeningkatan SP AM yang berIokasi di Kecamatan 
Kolom 8 : Diisi alokasi dana daIam satuan rupiah 

TARGET SATUAN 
RENCANA TAHUN ANGGARAN N+ I OPD 

PELAKSANA 
LOKASI ALOKASI 

DANA (Ri» 
4 5 6 7 8 

% 

% 
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FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN 

KABUPATEN· 

JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM/KEGlATAN/SUB KEGlATAN NDlKA TOR PROGRAMIKEGIATAN/SUB KEGlA TAN TARGET 

J 2 3 4 

Penyediaan Pelayanan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

Pengolahan Air Persentase rumab tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah 

Limbah Domestik domestik melalui SPALD terhadap selurub rumab tangga di wilayah 

kabupatenlkota 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbab Domestik 

dala01 Daerah KabupatenIKota Persenlase rumab tangga yang O1endapatkan akses layanan pengolaban air limbah 

domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumab tangga di wilayah 

abupatenlkota 

Sub keciatall 1 Indikator Sub Kegiatan 1 

Sub kel!iatan 2 IIndikator Sub Keciatan 2 

Sub keciatan 3 IIndikator Sub Keltiatan 3 
dst ~st 

-- '-

KETERANGAN: 
Kolom 1 :Diisi nomor urut 
Kolom 2 :Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 201 8 
Kolom 3 :Programlkegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019 
Kolom 4 :lndikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 TahtIn 2020 
Kolom 5 :Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4 
Kolom 6 :Satuan 
Kolom 7 :Diisi lokasi rencana pembangunanlpeningkatan SP ALD Regional yang berlokasi di Kecamatan 
Kolom 8 :Diisi a10kasi dana dalam satuan rupiah 

SATUAN 
RENCANA TAHUN ANGGARAN N+ I OPO 

ALOKASI PELAKSANA 
LOKASI 

DANA(RP) 
5 6 7 8 
% 

% 

I 

-



FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN 

KABUPATEN' 

NO. KECAMATAN 

1 2 

Total *) 

KETERANGAN: 
Kolom I : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan 
Kolom 3 : Diisi nama KelurahanIDesa 

KELURAHANIDESA 

3 

Kolom 4: Diisijumlah rumah yang ada dalam satu KelurahanlDesa 

TARGET 

TOTAL 

4 

49 

TERLA Y ANI JP 

5 

Kolom 5 : Diisijumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) dalam satu KelurahanIDesa 

REALISASI 

TERLA Y ANI BJP 

6 

Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) dalam satu KelurahanIDesa 
Kolom 7 : Diisijumlah rumah yang belum terlayani SPAM JP maupun BJP dalam satu KelurahanlDesa 
*) : Total adalah jumlah daTi total target dan jumlah total realisasi 

BELUM TERLA Y ANI 

7 
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FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN 

KABUPATEN: 
TARGET REALISASI 

NO. KECAMATAN DESA 
TOTAL 

AKSES DASARJ AKSESAMAN AKSESAMAN TANPA AKSES AKSES AKSESAMAN 
AKSESLAYAK SPALD-S SPALD-T AKSES DASAR LA YAK SPALD-S 

1 2 3 

Total~. 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan 
Kolom 3 : Diisi nama KelurahanlDesa 

PERDESAAN 
4 5 

. .. 

Kolom 4: Diisijumlah rumah yang ada dalam satu KelurahanlDesa 

6 

Kolom 5 : Diisi targetjumlah rumah yang akan terlayani akses dasar ada dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa 

7 8 9 10 

-

Kolom 6: Diisi targetjumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ada dalam 1 (satu) KelurahanIDesa 
Kolom 7: Diisi targetjumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) ada dalam (satu) KelurahaniDesa 
Kolom 8 : Diisi jumlab rumah yang tidak memiliki akses dalam satu KelurahaniDesa 
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah memiliki akses dasar dalam satu KelurahaniDesa 
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah memiliki akses layak dalam satu KelurahanIDesa 
Kolom 11 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SP ALD-S dalam satu KelurahanIDesa 
Kolom 12 : Dijsijumlah rumab memiliki akses aman SPALD-T dalam satu KelurabaniDesa 
*) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi 

11 

AKSESAMAN 
SPALD-T 

12 
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FORM 3.E.l REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN 

KABUPATEN· 

JENIS PELA Y ANAN DASAR TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA 

1 2 
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum 
sehari-hari 

KETERANGAN 
Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisildiubah) 
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupatenlkota 
Kolom 3 : Diisijumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (Terlayani JP + Terlayani BJP) 
Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air minum 

REALISASI 

SUDAH TERLA Y ANI BELUM TERLA Y ANI 

3 4 

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupatenlkota (kolom 2) dikali 100% 

PERSENTASE 
CAPAlAN(%l 

5 
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FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN 

KABUPATEN· 

TOTAL RUMAH DI 
JENIS PELAYANAN DASAR KABUPATEN/KOTA 

1 2 
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Lirnbah Domestik 

KETERANGAN 
Kolorn 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah) 
Kolom 2: Diisi totaljumlah rurnah di kabupatenlkota 

REALISASI 

BELUM TERLA Y ANI 
PERSENTASE 

SUDAH TERLA Y ANI 
CAP AIAN io/~ 

3 4 5 

--

Kolom 3 : Diisijurnlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (Terlayani Akses Dasar/Akses Layak Perdesaan + Terlayani Akses Arnan SPALD-S _ Terlayani Akses Arnan 
SPALD-T) 

Kolom 4 : Diisijumlah rumah yang belurn terlayani akses air lirnbah 
Kolom 5 : Diisijurnlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (kolom 3) dibagi totaljurnlah rumah di kabupatenlkota (kolom 2) dikali 100% 
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FORM 4.A.l IDENTIFIKASI PERU MAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN 

PENYEDIAAN DAN REHABILIT ASI RUMAH YANG LA YAK HUN! BAGI KORBAN BENCANA 

KABUPATEN' 

TINGKAT KERAWANAN LUAS JUMLAH KONDISI FISIK STATUS KEPEMTUKAN 

NO. JENIS BENCANA BENCANA KECAMATAN KELURAHANI RW RT PERUMAHAN RUMAH iruMLAHKK iruMLAH RUMAH (unit) RUMAH (unit) 
DESA JIWA 

(rendah I sedangl tinggi) (ha) (unit) 
RLH RTLH Hak Milik Sewa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/ 12 / J /4 /5 

Total *) 
--

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor 
Kolom 3 : Diisi "rendah/sedangltinggi" sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut 
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan 
Kolom 5 : Diisi nama KelurahaniDesa 
Kolom 6 : Diisi nomor R W 
Kolom 7 : Diisi nomor RT 
Kolom 8 : Diisi luas peru mahan di wilayah yang rawan bencana tersebut 
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana terse but 
Kolom 10 : Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut 
Kolom II : Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana'tersebut 
Kolom 12 : Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut 
Kolom 13 : Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut 
Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak rnilik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut 
Kolom 15 : Diisi jurnlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wiJayah rawan bencana tersebut 
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 8 s.d. 15 
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FORM 4.A.2 IDENTIFlKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN KABUPATEN 

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAY AK HUN! BAGI KORBAN BENCANA 

KABUPATEN' 

~o. KECAMATAN 

J 2 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi nama kecamatan 
Kolom 3 : Diisi nama kelurahanJdesa 

KELURAHANIDESA 

3 

Kolom 4 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan 
Kolom 5 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan 
Kolom 6 : Diisi keterangan 

LUAS LAHAN (ha) PEMILIK 

4 5 

KETERANGAN 

6 
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FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN 

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAY AK HUNI BAGI KORBAN BENCANA 

KABUPATEN· 
TINOKA T KERUSAKAN 

TAHUN 

NO. JENlS BENCANA KECAMATAN 
KELURAHANI jruMLAH RUMAH RUMAH 

TERJADINYA 
DESA RUSA!( RUSA!( RUSAK 

BENCANA RlNOAN SEDANO 

I 2 3 4 5 6 7 8 

KETERANOAN : 
Kolom I : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi jenis beneana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah 
Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bene ana 
Kolom 4 : Diisi nama keeamatan 
Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa 
Kolom 6 : Diisi jumlah rumah rusak 
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30% 
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45% 
Kolom 9: Diisijumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45% 
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertipikat kepemilikan 
Kolom II : Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak 
Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak 
*) : Total adalahjumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut 

RUSA!( 

BERAT 

9 

STATUS KEPEMIUKAN 

RUMAH 

MILIK SEWA LAINNYA 

10 /I 12 
~- -
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FORM 4.AA IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA DI KABUPATEN 

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAY AK HUNI BAGI MASYARAKA T YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINT AH DAERAH 

KABUPATEN' 
KONDISI EKONOMl (unit STATUS KEPEMLUKAN TANAH 

LOKASr 
JENTS LOKASI YANG 

INO. 
MENlMBULKAN BAHA YA KELURAHANID 

·KECAMATAN 

1 2 

I Sempadan ReI KA 

2 Daerah Sempadan Sungai 

3 Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra 
Iringgi (SUTET) 

4 Kolong lembatan 

5 Permukiman KumuhlUegal 

6 Daerah Rawan Beneana 

Total *) 

KETERANGAN: 
Kolom I : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisijenis program relokasi yang dilaksanakan 
Kolom 3 : Diisi nama keeamatan 
Kolom 4 : Diisi nama kelurahanldesa 

3 

ESA 

4 

Kolom 5 : Diisi luas perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya dalam satuan hektare (Ha) 
Kolom 6: Diisijumlah rumah yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya 
Kolom 7: Diisijumlah KK yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya 

LUAS JUMLAH 
rumah) 

PERUMAHAN RUMAH ~AHKK 
(ha) 

(unit) MBR NonMBR 

5 6 7 8 9 

Kolom 8: Diisijumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih keeil dari Upah Minimum Provinsi (UMP) 
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP) 
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal 
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11 

(unit rumah) 

Legal Ilegal 

10 /I 
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FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN 

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAY AK HUNI BAGI MASY ARAKA T YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN· 

LOKASI JUMLAH 
STATUS KEPEMJLlKAN TANAH 

NO. LUAS LAHAN (ha) RUMAH JUMLAHKK 
KONDISI EKONOMI (unit rumah) (unit rumah) 

KECAMATAN 
KELURAHAN/DE 

SA 
(unit) MBR NonMBR Legal I1egal 

1 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Total *) 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi nama keeamatan 
Kolom 3 : Diisi nama kelurahanldesa 

3 4 5 

Kolom 4 : Diisi luas laban bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha) 
Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan 
Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di lahan bukan fungsi permukirnan yang dijadikan perumaban 

6 7 8 9 

-L-_ --

Kolom 7: Diisijumlab rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat 8erpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih keeil dari Upah Minimum Provinsi (UMP) 
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat 8erpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP) 
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal 
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal 
*) : Total adalahjumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11 

.10 
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FORM 4.A.6 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN «10 HA) 

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAY AK HUN} BAGI MASY ARAKA T YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINT AH DAERAH 

KABUPATEN· 

LOKASI 
NO. 

KECAMATAN KELURAHANIDESA 

1 2 

KETERANGAN: 
Kolom I : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi nama kecamatan 
Kolom 3 : Diisi nama kelurahanldesa 
Kolom 4 : Diisi luas lahan di kawasan kurnub 

3 

JUMLAH RUMAH 
LUAS LAHAN (ha) 

TINGKAT KEKUMUHAN 
(unit) 

JUMLAHKK 
(ringan /sedang /berat) 

4 5 6 7 

KETERANGAN 

8 
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FORM 4.A.7 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN 

PENYEDIAAN RUMAH YANG LA YAK HUN! BAG! MASY ARAKA T YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINT AH DAERAH 

KABUPATEN' 
KONDISI EKONOMI STATUS 

JUMLAH KELUARGA KEPEMIUKAN SUDAHTERLAYANI 

NO. ENIS RELOKASI PROGRAM KECAMATAN KELURAHANID RW RT RUMAH JUMLAHKK UMLAHJlWA TANAH BELUM TERLA Y ANI 
ESA 

trnmAMPAK 
MBR NON~mR LEGAL LEGAL 

GANTI SUBSfDl PENYEDIAAN 
ASET SEWA RUI 

3 , 5 7 8 9 /3 " " 17 
1 , 6 10 II 11 16 

Total') 

KETERANGAN 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan, yaitu : I . Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rei KA 2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah 

Sempadan Sungai 3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong 
Iembatan 5. Relokasi peru mahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Pennukiman KumuhlIlegal 6. Relokasi perumahan di lokasi yang menlinbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana 7. Relokasi perumahan di 
atas lahan bukan fungsi permukiman 

Kolom 3 : Diisi nama kecamatan 
Kolom 4 : Diisi nama kelurahanldesa 
Kolom 5 : Diisi nomor RW 
Kolom 6 : Diisi nomor RT 
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang terdampak relokasi di lokasi relokasi 
Kolom 8 : Diisi jumlah KK yang terdampak relokasi di lokasi relokasi 
Kolom 9 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak relokasi di lokasi relokasi 
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP) 
Kolom II : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP) 
Kolom 12 : Diisijumlah rumah yang memiliki bukti kepernilikan atas tanah di lokasi relokasi 
Kolom 13 : Diisijumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi 
Kolom 14 : Diisi jumlah pernilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset 
Kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa 
Kolom 16 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni 
Kolom 17 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani 
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut 



:0. 
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FORM 4.B.l PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKATYANG TERKENA BENCANA KABUPATEN 

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LA YAK HUN! BAG! KORBAN BENCANA 
KETERANGAN: 

STATUS KEPE,\UUKAN RUMAH KEOIATA.'i PELAYA.'/AN' YANG AKA.'I DIDERlKA'I 

JENIS DENCANA 
TAHUS 

frtRJADll,,'YA 

BEKCANA 

~CAMATAN fELURAUANI 
DF.5A ~w RT 

IAlAN D.'\N NO. 

!RUMAII 

NA.'dA 

K£PALA 

IKELUAROA 
NIK 

JUMI.AH 
.NOOOTA 

~WARO/\ ~-----r------'-------~---r----'-----~-----------r---------,~----------.----------tt,~~M 
MUll IIUK r EWA Iuoo-'YA REHABJUTASi 

10 /I 

Total *) 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 

I. 11 17 /8 19 

Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin top an, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor 
Kolom 3 : Diisi tabun terjadinya bencana 
Kolom 4 : Diisi nama kecamatan 
Kolom 5 : Diisi nama kelurabanldesa 
Kolom 6 : Diisi nomor R W 
Kolom 7 : Diisi nomor RT 
Kolom 8 : Diisi a1amat lengkap dan nomor rumah 
Kolom 9 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumab (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga) 
Kolom 10 : Diisi NIK kepala keluarga 
Kolom 11 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut 
Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP) 
Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP) 
Kolom 14: Diisi angka I bila tingkat kerusakan rumah < 30% 
Kolom 15 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumab 30% ·45% 
Kolom 16 : Diisi angka I bila tingkat kerusakan rumah > 45% 
Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan 
Kolom 18 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak 
Kolom 19 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak 
Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi 
Kolom 21 : Diisi angka I bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali 
Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumab tersebut sudah terlayani dengan relokasi 
Kolom 23 : Diisi angka I bila rumah tersebut sudah terlayani dengan Subsidi Uang Sewa 
Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani 
Kolom 25 : Diisi tabun rencana pemenuhan SPM 
*) : Total adalah jumlab masing-masing dari data pada kolom tersebut 

'" 

PEMBA.~OVNA."" 
KEMBAlJ 

]I 

SUBSIOI 
IA.,/OSEWA 

" 

Il£LOKASII 
EMBANOIDOAN 

2J " 

REl'ICANA T .uILlNI 

PEMDrUHAN SI''M 

1J 
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FORM 4.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA 

KABUPATEN' 

~O. KEGIATAN KOMPONEN BIA Y A PERHlTUNGAN 
BIAYA (Rp) 

J 2 3 4 
A. Pengumpulan Data RJl~Sub Total) 

I. Identifikasi Perumaban di lokasi rawan bencana Survei Sekunder Rp (Sub Total) 
I . Data Wilayah Administrasi Penanganan Orang*Hari 
~ . Identifikasi melalui citra satelit Orang*Hari 
Survei Primer Rp (Sub Total) 
I. Pemetaan Orang*Hari 

2. Identifikasi lahan-Iahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan Survei Sekunder Rp (Sub Total) 
1 . Data aset laban pemda Orang*Hari 
2. Identifikasi melalui citra sate lit dan RTRW Orang*Hari 
Survei Primer Rp (Sub Total) 
1. Pemetaan Orang*Hari 

3. Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum Rp (Sub Total) 
tertangani ertangani 

4. Pendataan rumah sewa Survei Primer Rp (Sub Total) 
B . Sosialisasi Rp (Sub Total) 

1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumab kepada Transportasi Orang*kali 
masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana Konsumsi Rapat OranK*kali 

Penggandaan Materi Pelatihan Eks 
ATK LS 
Narasumber Orang*kali 

C. Pembentukan Tim Satgas Rp (Biaya Cl) 
1. Pelatihan Tim Satgas DikJat Orang*kali 

Transportasi Orang*kali 
Konsumsi Rapat Orang*kali 
Penggandaan Materi Pelatihan Eks 

. 
~TK LS 
Pelatih IPraktisi Orang*kali 

D . Pendataan Cepat Rp (Sub Total) 
1. Pengis ian Form A dan B Surveyor Orang*Hari 

Penggandaan Fonn Eks 
Pengolahan Data Orang*Hari 

,. 
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E. Verifikasi penerima layanan SPM Rp (Sub Total) 
1. Rembug Warga untuk rnenentukan calon penerima dan layanan SPM Konsumsi Rapat Orang*kali 

Transportasi Orang*kali 
PengKandaan Materi Eks 

F. Penyusunan Rencana Aksi Rp (Biaya Fl) 
1. PenyeJenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Konsumsi Rapat Orang*kali 

Penerima dan jenis pelayanan Transportasi OranK*kali 
Penggandaan Materi Eks 
ATK LS 

G. Rehabilitasi Rumah Rp (Sub Total) 
1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur Orang*bulan 
2. Pelatihan fasilitator Konsumsi Rapat Orang*kali 

Pelatih IPraktisi Orang*kali 
Transportasi Orang*kali 
Penggandaan Materi lEks 

3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB I~ 
H. Pembangunan Kembali Rp (Sub Total) 

1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator Tenaga Ahli SipiVArsitektur Orang*bulan 
2. Pelatihan fasilitator Konsumsi Rapat OranK*kali 

Pelatih I Praktisi Orang*kali 
Transportasi Orang*kali 
Penggandaan Materi Eks 

3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak RembugDesa Rp (Sub Total) 
Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana 1. Media diskusi Rp 

2. Transportasi Orang*Hari 
3. Konsumsi Rapat Ora~*kali 

4. Pemban~an Rumah Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB ~ 
I. Pembangunan BaruJ Relokasi Korban Bencana Rp (Sub Total) 

1. Pengadaan Lahan Pembebasan Lahan ~ 
2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Rembug Warga Rp (Sub Total) 

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni 1. Media diskusi Rp 
2. Transportasi Orang*Hari 
3. Konsumsi Rapat Orang*kali 
TenagaAhli 
1. Tenaga AhJi Perencana Orang*bulan 
2. T enaga Ahli Arsitektur Orang*bulan 
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3. T enaga Ahli T eknik Sipil Orang*bulan 
4. Tenaga Ahli ME Orang*bulan 
5. Tenaga Ahli Plumbing Orang*bulan 

3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAE I~ 
J. Penvusunan Laporan Pelaksanaan SPM Rp (Sub Total) 

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Pembahasan (paket meeting) Orang*kali 
Transportasi Orang*kali 
PraktisilNarasumber Orang*kali 
Penggandaan dokumen laporan Eks 

K. Pembinaan Penerapan SPM Rp (Sub Total) 
l. 1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupatenlkota. Pembahasan (paket meeting) Orang*kali 

Transportasi Orang*kali 
PraktisilNarasumber Orang*kali 
Penggandaan dokumen laporan Eks 

L. Pemantauan Penerapan SPM Rp (Sub Tota\) 
1. Perangkat Pemantauan SPM Pengadaan sistem informasi Rp 
2. Pemantauan kinerja penerapan SPM Operator Pelaksana Update Data Kineria Orang*kali 

Survei lapangan Orang*kali I 

M Evaluasi Penerapan SPM Rp (Sub Total) 
1. Rapat evaluasi penerapan lPembahasan (paket meeting) Orang*kali -

Transportasi Orang*kali 
IPraktisilN arasumber Orang*kali 
Penggandaan dokumen laporan Eks 



NO. 

I 
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FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKATYANG TERKENA RELOKASI PROGRAM 
PEMERINTAH KABUPATEN 

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAY AK HUNT BAGI MASY ARAKA T YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINT AH DAERAH 
KABUPATEN· 

KONDISI EKONOMI LEGALITAS TANAH STATUS KEPEM1UKAN RUMAH 
KEGlATAN PELAYANAN YANG AKAN 

IENIS RELOKASI PROGRAM KECAMATAN KELURAHANI iNAMA KEPALA 
IUMLAH KELUARGA WAS WAS 

DESA RW RT KELUARGA NIK ANGGOTA 
DIBERl.KAN 

BANGUNAN ANAH 
KELUARGA (M2) (Ml) 

MBR NONMBR flANTI LEGAL lLEGAL MILIK SEWA LAJNNYA jSUBSIDl PENYEDlAAN 
SET SEWA RLH 

1 J 4 5 • 7 8 9 10 II 11 IJ 14 " I. Il 18 19 10 

Total *) 

KETERANGAN: 
Kolom I : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi Program yang dilaksanakan I . Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan ReI KA 2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan 

Sungai 3. Relokasi peru mahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah SUTET 4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Iembatan 5. Relokasi perumahan di lokasi yang 
menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuhlllega\ 6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana 7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman Kolom 3 : 
Diisi nama kecamatan 

Kolom 4 : Diisi nama kelurahanldesa 
Kolom 5: Diisi nomor RW 
Kolom 6 : Diisi nomor RT 
Kolom 7 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah Gika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga) 
Kolom 8 : Diisi NIK kepala keluarga 
Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut 
Kolom 10 : Diisi angka I bila pendapatan keluarga < UMP 
Kolom II : Diisi angka I bila pendapatan keluarga > UMP 
Kolom 12 : Diisi luas bangunan dalam satuan m2 

Kolom 13 : Form 4.B.7 Diisi luas tanah dalam satuan m2 

Kolom 14 : Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan 
Kolom 15 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak 
Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak 
Kolom 17 : Diisi angka ] bila memiliki bukti kepernilikan atas tanah tersebut 
Kolom 18 : Diisi angka 1 bila tidak merniliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut 
Kolom 19 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset 
Kolom 20 : Diisi angka I bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa 
Kolom 21 : Diisi angka I bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni 
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut 

11 
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FORM 4.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA 
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN 

KABUPATEN' 

NO. KEGlATAN KOMPONEN BIA YA PERHlTUNGAN BlA YA (Rp) 

1 2 3 4 

I Pengumpulan Data Rp (Sub Total) 

I. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya Survey sekunder 

Pengadaan Peta Rp 

Survey primer 

Pengambilan Data Lapangan Orang*Hari 

2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman Survey sekunder 

Pengadaan Peta Rp 

Survey primer 

Pengambilan Data Lapangan Orang*Hari 

3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Survey sekunder 

Khusus eksisting Koordinasi dengan lnstansi Terkait (PTSP) Rp 

Survey primer 

Pengambilan Data Lapangan Orang*Hari 
4. Pengolahan Data ~enaga Pengolah Data 

~enaga Ahli Geografi/Geodesi Orang*BIn 

~enaga Ahli Statistik Orang*Bln 

2 Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Pennukiman dalam dokumen RKP Daerah KabupateniKota ~ (Sub Total) 

Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah 

I. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah Kabupaten/ Kota 

yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat Paket meeting Orang*KaJi 

2. Rapat Sinkronisasi dokumen Paket meeting Orang*Kali 
3 Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah KabupatenIKota Rp (Sub Total) 

I. Sosialisasi ten tang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi Penyelenggaraan Sosialisasi 
Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks 

~ransportasi Orang*Hari 
Konsumsi Orang*Kali 

, 
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2. Sosialisasi tentang layanan SPM Penyelenggaraan Sosialisasi 
Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks 

!rransportasi Orang*Hari 
Konsumsi Orang*Kali 

4 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan FasiJitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Rp (Sub Total) 

Relokasi Program Pemerintah Daerah KabupateniKota 

I. Identifikasi cajon penerima pelayanan dan pilihan Penyelenggaraan Identifikasi 

layanan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Penggandaan Formulir Eks 

Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah IATK Rp 

KabupateniKota !rransportasi Orang*Hari 
Konsumsi Orang*Kali 

2. Penyusunan dokumen perencanaan Rembug Warga 
Media diskusi Rp 

trransportasi Orang*Hari 
Konsumsi Orang*Kali 

lPenggandaan dokumen 
Penggandaan dokumen Eks 

5 Fasi litasi Penggantian Hak Atas Tanah danlatau Bangunan Rp (Sub Total) 

I. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah danlatau Penyelenggaraan Verifikasi 

Bangunan Penggandaan Formulir Eks 

ATK Rp 

Transportasi Orang*Hari 

Konsumsi Orang*Kali 

2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Alas Tanah danlatau Bangunan Penyelenggaraan Sosialisasi 

Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) I1iks 

Transportasi Orang*Hari 

Konsumsi Orang*Kali 

3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti 

Tenaga Ahli Jasa Appraisal Orang*Bln 

Transportasi Orang*Hari 

Konsumsi Orang*Kali 
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4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan Penyelenggaraan Sosialisasi 

KPRFLPP Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks 

[rransportasi Orang*Hari 

Konsumsi Orang*Kali 

6 Subsidi Uang Sewa Rp (Sub Total) 

I. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa Penyelenggaraan Verifikasi 

Penggandaan Formulir Eks 
fA-TK Rp 

[rransportasi Orang*Hari 

Konsumsi Orang*Kali 

2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni 

Konsumsi Orang*Kali 

3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa Penyaluran Subsidi Uang Sewa 
: 

Total Subsidi Uang Sewa Rp 
Penggandaan dokumen Eks 

7 Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Rp (Sub Total) 

1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rum.ah layak huni Penyelenggaraan Veri fikasi 
Penggandaan Formulir Eks 

ATK Rp 

Transportasi Orang*Hari 
Konsumsi Orang*Kali 

2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Rembug Warga 

Khusus beserta PSU Media diskusi IRP 
[rransportasi Orang*Hari 
Konsumsi Orang*Kali 

[renaga Ahli '. 

[renaga Ahli Perencana Orang*Bln , 

[renaga Ahli Arsitektur 
, 

Orang*Bln 

[renaga Ahli Teknik Sipil Orang*Bln 

[renaga Ahli ME Orang*Bln 

[renaga Ahli Plumbing Orang*Bln 
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3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Rembug Warga 
Media diskusi Rp 

-

Transportasi Orang*Hari 
Konsumsi Orang*Kali 

4. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atauiRumah Khusus beserta PSU Pembangunan fisik Rumah Susun 

Biaya konstruksi Rp 

BiayaMK Rp 
5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah 

Pemeliharaan bangunan dan lingkungan BOP*Bln 

Penggandaan dokumen Eks 

8 Pelaporan Penerapan SPM Rp (Sub Total) 

1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM Pembahasan (Paket meeting) Orang*Kali 
Penggandaan dokumen laporan Eks 

9 Pembinaan Penerapan SPM Rp (Sub Total) 

1. Pernbinaan kepada SPM kepada KabupateniKota, sektor Swasta, dan Penyelenggaraan Pernbinaan 

rnasyarakat. IPembahasan (Paket meeting) Orang*Kali 
Penggandaan dokumen laporan Eks 

Praktisil Narasumber Orang*Kali 

10 Pernantauan Penerapan SPM Rp (Sub Total) 

1. Perangkat Pemantauan SPM Pengadaan sis tern infonnasi Rp 
2. Pemantauan kinerja penerapan SPM Operator pelaksana update data kineria Orang*Kali 

Survei iapangan Orang*Kali 

11 Evaluasi Penerapan SPM Rp (Sub Total) 

I. Evaluasi Penerapan Pembahasan (Paket meeting) Orang*Kali 
Penggandaan Materi Eks 

Narasumber Orang*Kali , 
-- -
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FORM 4.C.l RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAG I MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN 

KABUPATEN· 

JUMLAH 
NO. KEGIATAN LAY AN AN RUMAH 

KEBUTUHAN 
BIAYA 

TANGGA 

1 2 3 4 

1 Rehabilitasi 

2 Pembangunan kembali 
3 Penvediaan rumah relokasi 

a. Pengadaanlahan 

b. Pembangunan baru 
4 Bantuan akses rumah sewa layak huni 

bagi korban bencana 

Jumlah *) 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Kegiatan Layanan diisi sesuai dengan form 4.B.3 Kolom 20 s.d. 23 
Kolom 3 : Diisi dengan jumlab rumah tangga penerima dari masing-masing layanan 
Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya 
Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-l 
Kolom 6 : Diisi dengan pemhiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke- l 

TAHUNKE-l 

APBD DAK LAINNYA 
5 6 7 

Kolom 7: Di isi dengan pemhiayaan yang bersumber dari Jainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-l 
Kolom 8 : Diisi dengan pemhiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2 
Kolom 9 : Diisi dengan pemhiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2 
Kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2 
Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3 
Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang hersumber dari DAK pada Tabun ke-3 
Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3 
*) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersehut 

SUMBER PEMBIA Y AAN 

TAHUNKE2 TAHUNKE 3 

APBD DAK LAINNYA APBD DAK LAINNYA 

8 9 10 /I 12 13 
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FORM 4 .C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN 

KABUPATEN· 

JUMLAH RUMAH 
NO. KEGIA TAN LAY ANAN KEBUTUHAN BIA Y A 

/ 2 

1 Fasilitasi penggantian bak atas penguasaan tanab dan/atau bangunan 

2 Subsidi uang sewa 

3 Penyediaan rumah: layak buni 

Jumlab *) 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomar urut 
Kolom 3 : Diisi denganjumlab rumab tangga penerima dari masing-masing layanan 
Kolom 4 : Diisi dengan kebutuban biaya 
Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tabun N+ 1 
Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tabun N+ I 

TANGGA 

3 

Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tabun N+ 1 
*) : Jumlab adalabjumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut 

4 

SUMBER PEMBIA Y AAN 

TAHUNN+l 

APBD DAK LAINNYA 

5 6 7 

- -

! 

, 

-
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FORM 4.D.l RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKATYANG TERKENA BENCANA KABUPATEN TAHUN-N 

PENYEDIAAN DAN REHABILIT AS! RUMAH YANG LAY AK HUN! BAGI KORBAN BENCANA 
KABUPATEN' 
----

TINGKAT KERUSAKAN RUMAH TARGET 
TAHUN RUSAK RUSAK RUSAK PEMBANGUNAN SUBSllI UANG 

NO. JENIS BENCANA ERIADINYA KECAMATAN 
KELURAHAN TOTAL R1NGAN SEDANG BERAT REHABILITASI KEMBALI RELOKASI SEWA REHABILITASI 

IDESA 

I 

BENCANA 
rmIT RUMAH) (UNIT RUMAH) (UNIT RUMAH) (UNIT RUMAH) 

(UNIT 
UNIT RUMAH) UNITRUMAH) (UNIT RUMAH) RUMAH) UNIT RUMAH) 

1 3 4 5 • 7 8 9 10 /I 11 H 

Total *) 

Persentase layanan **) 

Capaian SPM Total ***) 
KETERANGAN: 
Kolom I : Diisi nomor umt 
Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin top an, kebakaran hutan dan alam, serta tanah 
Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana 
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan 
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa 
Kolom 6 : Diisi total rumah rusak 
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan 
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang 
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang rusak berat 
Kolom 10 : Diisi targetjumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi 
Kolom II : Diisi targetjumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali 
Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi 
Kolom 13 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa 
Kolom 14 : Diisi jurnlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi 
Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali 
Kolom 16 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi 
Kolom 17 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa 
Kolom J 8 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani 
*) : Total adalah j umlah masing-masing dari data pada kolom tersebut 
**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100 
** *) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan 

I< 

REALISASI 
PEMBANGUNAN 

KEMBALI RELOKASI 

(UNIT RUMAH) UNIT RUMAH) 

IS /6 

SUBSIDI UANG OELUM 

SEWA TERLAYANI 

UNITRUMAH) UNIT RUMAH) 

17 18 
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FORM 4.D.l RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN 
TAHUN-N 

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAY AK HUNI BAGI MASY ARAKA T YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH 

NO. lEN IS RELOKASI PROGRAM KECAMATAN 

1 2 3 
I Relokasi pcrumahan di lokasi ynng mcnimbulkan 

baha)'a - Scmpadan Rei KA 

2 
Rclokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan 
baha 'a - Oacrah Scmpad:ul Sungai 

3 

Relokasi perumahan di lokasi yang mcnimbuJkan 
bahaya - Dacrah Salu"", Uda", Tcgangan Ekstra 
Tinggi (SUTET) 

4 

Relokasi perumahan di lokasi yang mcnimbulkan 
bahaya - Kolong lcmb.t:m 

5 
Rclokasi perumahan di Jokasi yang mcnimbulkan 
bahava - Permukiman KumuhlllcW 

6 Relokasi pcrurnahan di lokasi yang mcnimbulkan 
baha)" - Dacrah 
Rawan Bencana 

7 Rclokasi perumahan di atas Iahan bukan fungsi 
pcrmukiman 

Total -

----

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan 
Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan 
Kolom 4 : Diisi nama KelurahanlDesa 
Kolom 5 : Diisi total rumah yang terkena relokasi program 

OESA 

4 

Persentasc i...araron .. ) 
Capaian SPM Total ... ) 

Kolom 6 : Diisi target jumlab rumab yang dilayani dengan ganti aset 
Kolom 7 : Diisi targetjumlab rumah yang dilayani dengan subsidi sewa 

TOTAL 
(UNIT RUMAH) 

5 

Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumab layak huni 
Kolom 9 : Diisijumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset 
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa 
Kolom 11 : Diisi jumJah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni 
Kolom 12 : Diisi jumlah rumab yang belum terlayani 
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut 
**): Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100 
***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruban presentase layanan 

TARG!:T REALISASI 
GANTI AS!:T SUBSIDI SEWA PENYEDlAAN RLH GANTI AS!:T SUBSIDI SEW A PENYEOlAAN RU-I 
UNIT RUMAH) UNIT RUMAHl (UNIT RUMAH) (UNIT RUMAH) (UNIT RUMAH) JUNIT RUMAH) 

6 7 8 9 10 /I 

- ----,- ----

BELUM TERLAYANI 
UN IT RUMAH) 

12 
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FORM 4.E.l CAPAIAN TARGET SPM PERU MAHAN RAKYAT KABUPATEN 

KABUPATEN' 

TOTAL RUMAH TARGET PELA Y ANAN 
JENIS PELA Y AN AN DASAR SPM PERUMAHAN RAKY AT DAN KA WASAN 

PERMUKIMAN SUDAH TERLA Y ANI 

1 2 3 

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Laya~ 

Huni Bagi Korban Bencana 

Penyediaan Rumah Yang Layak Hunj Bagi 

Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program 

Pemerintah Daerah 

KETERANGAN 
Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisildiubah) 
Kolom 2: Diisi totaljurnJah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolomjenis pelayanan 
Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolomjenis pelayanan 
Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan 
Kolom 5: Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100% 

REALISASI 

BELUM TERLA Y ANI PERSENTASE 

CAPAIAN (%) 
4 5 
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FORM 5.A.l PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DILOKASI 
PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA 

KABUPATEN· 

~O. NAMA NIK NO.KK TEMPATLAlllR TGL.LAlllR ALAMAT 

I 2 3 

----

*Sumber Data: Data Dinas Dukcapil Provinsi dan KabupatenIKota 
**Data perlu diverifikasi ke lapangan uotuk mendapatkan data existing 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi nama warga 
Kolom 3 : Diisi NIK 
Kolom 4 : Diisi nom or KK 
Kolom 5 : Diisi temp at lahir warga 
Kolom 6 : Diisi tanggallahir warga 
Kolom 7 : Diisi alamat rumah warga 

4 5 6 7 

----- -
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FORM 5.A.2 PERKlRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA YANG 
BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA 

KABUPATEN· 

NO. 
JENIS F ASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG 

DlMILIKl OLEH WARGA NEGARA DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA 

J 2 -- ----

* Sumber Data: Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP 
** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nom or urut 
Kolom 2 : Diisi jenis fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara 
Kolom 3 : Diisijurnlah fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara 
Kolom 4 : Diisi kondisi fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara 

3 

KONDISI F ASUM DAN F ASOS SERT A ASET YANG 
DlMILIKI OLEH WARGA NEGARA 

4 
------ -
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FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA 

KABUPATEN' 

JENIS ST ANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
NO. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

TEKNIS 
KENDALA 

I 2 3 4 
--- - -

KETERANGAN 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2: Diisi bilamana ada SOP yang dibuat diluar kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 
Kolom 3 : Diisi SOP Kegiatan yang sudah dibuatJdimiliki Daerah berdasarkan kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 
Kolom 4 : Diisi untuk kendala penerapan SOP yang sudah ada. 
Kolom 5 : Diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap Kolom dan kebutuhan untuk SOP baru. 

i 

KETERANGAN 

5 
--
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FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP 

KABUPATEN: 

NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA ~AH SARANADANPRASARANA 

1 2 

* Sumber Data : Data bersumber dari OPD Satpol PP 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi jenis sarana dan prasarana 
Kolom 3 : Diisi jumlah sarana dan prasarana 
Kolom 4 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila layak 
Kolom 5 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila tidak layak 

3 

KONDISI SARANA DAN PRASARANA 

Layak Tidak Lavak 
4 5 
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FORM S.A.S REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS,SATLINMAS) 

KABUPATEN' 

JUMLAH PERSONIL 
SATPOLPP 

NO. JENIS PELA Y ANAN DASAR 
PNS 

BELUM DIKLAT SUDAH DlKLAT 
NONPNS 

I 2 3 4 

KETERANGAN: 
Ko]om 1 : Diisi dengan nomor urut 
Ko]om 2: Diisi denganjenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang belum mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP 
Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang sudah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP 
Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah personil Satpol PP non PNS 
Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah personil PPNS pada Satpol PP 
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah anggota Satlinmas yang diperbantukan dalam penegakan Perda dan Perkada 

5 

JUMLAH PERSONIL PPNS DAN 
SATLINMAS 

PPNS SATLINMAS 

6 7 

I 
I 
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FORM S.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN 

KABUPATEN· 

JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN 

NO. JENIS PELA Y ANAN DASAR JUMLAHPERDADANPERKADA 

PERDA 

1 2 3 4 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nom or urut 
Kolom 2: Diisi denganjenis pelayanan dasar bidang TrantibuID sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
KoioID 3 : Diisi dengan Jumlah Perda dan Perkada keseluruhan 
Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah Perda yang akan ditegakkan 
Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Perkada yang akan ditegakkan 
Kolom 6 : Diisi dengan keterangan permasalahan dan kendala 

DITEGAKKAN 

PERKADA 

5 

KETERANGAN 

6 
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FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 
METER 

KABUPATEN' 

TIJMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMP AK PENEGAKAN PERDA DAN 
JUMLAH PERKADA 

NO. JENlS PENERIMA LAY ANAN WARGA 

NEGARA CIDERA RINGAN 
CIDERA SEDANG DAN/ATAU 

J 2 3 4 
- --- - --- -

* Sumber Data: Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP 
** Data perlu diveriftkasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisijenis penerima layanan 
Kolom 3 : Diisijumlah warga negara 
Kolom 4 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkada apabiJa cidera ringan 
Kolom 5 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkada apabiJa cidera sedang dan/atau berat 
Kolom 6 : Diisi denganjumlah anggaran yang untuk pelayanan pengobatan 

BERAT 

5 

fJUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK 
PELA Y ANAN PENGOBAT AN 

6 
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FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA 
DALAM RADIUS 0-50 METER 

KABUPATEN : 

JUMLAH ASET YANG DIMlLIKI OLEH WARGA NEGARA 

YANG MENGALAMI KERUSAKAN 
NO. JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA 

J 2 

* Sumber Data: Data bersumber dari dokumen kepemilikan warga negara 
** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara 

RINGAN 

3 

Kolom 3 : Diisijumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan ringan 
Kolom 4 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan sedang 
Kolom 5 : Diisijumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan berat 
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran untuk pelayanan perbaikan aset 

SEDANG 

4 

BERAT 

5 

JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK 
PELAYANAN PERBAJKAN ASET 

6 
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FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM 

KABUPATEN: 

JENIS KEBUTUHAN PEMENUHAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL 
~O. PELAYANAN PELA Y ANAN DASAR TRANTIBUM DAMPAK KEGLATAN LAYANANTRANTIBUM 

DASAR 

J 2 3 .f 5 

1 Kebutuhan Penyusunan SOP 
r--

2 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas 

r--
SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas) 

3 Layanan Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana 

~ 
Trantibum Satpol PP 

Pelayanan Perbaikan Materil 

r----s Pelayanan Pengobatan 
r---

6 KebutuhanlailInya 
-- - - - ---

KETERANGAN: 
Kolom ] : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2: Diisi denganjenis pelayanan dasar 
Kolom 3 : Diisi dengan Kebutuhan sesuai mutu layanan 
Kolom 4 : Diisi dengan dampak kegiatan apabila belum terlaksana 
Ko]om 5 : Diisi dengan perhitungan kebutuhan sesuai format pengitungan kebutuhan masing-masing. 
Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan 

KETERANGAN 

6 

---

I 
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FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP 

KABUPATEN: 

NO. JENIS SOP 

J 2 
- ~ 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nom or urut 
Kolom 2 : Diisi dengan jerus SOP 

- ~---

Kolom 3 : Diisi denganjumlah SOP baru yang akan disusun 
Kolom 4 : Diisi dengan jurnlah SOP yang akan direvisi 

SOPBARU 

3 

Kolom 5 : Diisi denganjumlah harga satuan kegiatan dalarn penyusunan SOP 
Kolom 6 : Diisi dengan besaran biaya yang dibutuhkan 

KEBUTUHAN SOP 

PEMBAHARUAN SOP 

4 

HARGA SATUANKEGIATAN 
BE SARAN BlA Y A PENYUSUNAN 

, 

6 7 
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FORM S.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS 

KABUPATEN : 

JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS JUMLAH KEBUTUHAN PPNS 

JENlS PELA Y ANAN SATPOLPP 
NO. DIKLAT DASAR HARGA 

DIKLAT 
TEKNIS SATUANPER 

BESARAN 
EKSISTING 

KEBUTUHA 
DASAR LAIN JENlS DIKLA 1 

BIAYA N 

1 2 3 4 5 6 7 8 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi denganjenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP 
Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS dan non PNS Satpol PP yang akan mengikuti diklat teknis lainnya 
Kolom 5 : Diisi dengan biaya satuan per jenis diklat 
Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan biaya total mengikuti diklat dasar dan diklat teknis 
Kolom 7 : Diisi denganjumlah PPNS saat ini 
Kolom 8: Diisi denganjumlah tambahan PPNS yang masih dibutuhkan 
Kolom 9 : Diisi dengan biaya satuan per orang diklat pembentukan danlatau manajemen PPNS 
Kolom 10 : Diisi dengan kebutuhan biaya total mengikuti diklat PPNS 
Kolom 11 : Diisi denganjumlah Satlinmas yang akan diberikan kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimtek 
Kolom ]2 : Diisi dengan biaya satuan anggota Satlinmas mengikuti bimtek 
Kolom 13 : Diisi dengan jumlah kebutuhan biaya total kegiatan peningkatan kapasitas anggota SatIinmas 

HARGA 
SATUAN 

9 
------

JUMLAH SA TLINMAS 

BESARAN 
BIMTEK 

HARGA BESARAN 
BIAYA SATUAN BIAYA 

10 1/ 12 
13 

----
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FORM S.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP 

KABUPATEN' 

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA 

NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA 

EKSISTING 

I 2 
-

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi denganjenis sarana dan prasarana 
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah eksisting sarana dan prasarana 
Kolom 4 : Diisi denganjumlahkebutuhan saran a dan prasarana 
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kekurangan sarana dan prasarana 
Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan sarana dan prasarana 

3 

KEBUTUHAN 

4 

Kolom 7 : Diisi dengan besaran biaya total yang dibutuhkan untuk masing-masing sarana dan prasarana 

KEKURANGAN 

5 

HARGA SATUAN BESARAN BIA Y A 

6 7 
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FORM S.B.S PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR WARGA NEGARA YANGTERKENA DAMPAK 

KABUPATEN' 

PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK 

NO. JENIS PELA Y ANAN DASAR 
CIDERA PERKIRAAN 

CIDERA SEDANG KEBUTUHAN 
RlNGAN DAN/ATAU ANGGARAN 

BERAT PENGOBATAN 

1 2 3 4 5 

* Sumber Data: Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP 
** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2: Diisijenis penerima layanan 

. Kolom 3 : Diisi perkiraanjumlah warga Negara yang mengalami cidera ringan 

ASETRUSAK 
RlNGAN 

6 

Kolom 4 : Diisi perkiraanjumlah warga negara yang mengalami cidera sedang danlatau berat 

ASETRUSAK 
SEDANG 

DAN/ATAU 
BERAT 

7 

Kolom 5 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya pengobatan warga negara yang mengalami cidera 
Kolom 6: Diisi perkiraanjumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan ringan 
Kolom 7 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan sedang dan/atau berat 
Kolom 8 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya perbaikan aset warga negara yang mengalami kerusakan 
Kolom 9 : Diisi perk iraan kebutuhan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara terkena dampak 
Kolom 10 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran total untuk pelayanan dasar 

PERKIRAAN PERKIRAAN 

PERKlRAAN KEBUTUHAN KEBUTUHAN 

KEBUTUHAN ANGGARAN TOTAL 

ANGGARAN LAIN-LAIN ANGGARAN 

PERBAIKAN 

8 9 10 
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FORM S.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA 
PENDANAAN KABUPATEN 

KABUPATEN' 

KEBUTUHANPEMENUHAN 
PROGRAM KEGIATAN 

SUB 
NO. 

LAY ANAN DASAR KEGIATAN 
KELUARAN SATUAN 

ALOKASI 

ANGGARAN 
SUMBERDANA KONDJSr AKHIR 

1 ] J 4 5 6 7 8 9 10 - - - - - ~ 

KETERANGAN 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2: Diisi denganjenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar 
Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Perrnendagri Nomor 90 rahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
Kolom 4: Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tabun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 rabun 2020 
Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan 
Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Perrnendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
Kolom 6: Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tabun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran 
Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran 
Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana 
Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar 
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FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP KABUPATEN 

KABUPATEN' 

KEBUTUHAN PEMENUHAN SUB 
KELUARAN SATUAN 

ALOKASI 
SUMBERDANA KONDlSI AKHJR NO. LAYANANDASAR 

PROGRAM KEGlATAN 
KEGlATAN ANGGARAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KETERANGAN 
Kolom 1 : Diisi dengan nomar urut 
Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar 
Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
Kolom 4: Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan 
Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomar 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-370S'Tahun 2020 
Kolom 6: Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tabun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 rahun 2020 
Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran 
Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran 
Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana 
Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar 
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FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA KABUPATEN 

KABUPATEN' 

KEBUTUHANPEMENUHAN SUB 
KELUARAN SATUAN 

ALOKASI 
SUMBERDANA KONDISI AKHIR NO. LAYANAN DASAR 

PROGRAM KEGIATAN 
KEGIATAN ANGGARAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KETERANGAN 
Kolom 1 : Diisi dengan flomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar 
Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan 
Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
Kolom 6: Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran 
Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran 
Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana 
Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar 
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FORM 5.D.l REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA 
NEGARA, FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA KABUPATEN 

KABUPATEN ' 

NO. KELUARAN(OUTPUT) SATUAN TARGET 

1 2 3 4 I -----

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian 
Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output) 
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output) 
Kolom 5 : Diisi denganjumlah target anggaran per jenis keluaran (output) 
Kolom 6: Diisi denganjumlah realisasi per jenis keluaran (output) 

5 

Kolom 7: Diisi denganjumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output) 
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output) 
Kolom 9: Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output) 
Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana 
Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan 
Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan 

REALISASr CAPAIAN SUMBER PERMASALAHAN SOLUSr 
% DANA 

6 I 7 8 I 9 10 II 12 
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FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA KABUPATEN 

KABUPATEN' 

NO. KELUARAN (OUTPUT) SATUAN TARGET REALISASI 

1 2 3 4 I 5 

I 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian 
Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output) 
Kolom 4 : Diisi denganjumlah target per jenis keluaran (output) 
Kolom 5 : Diisi denganjumlah target anggaran per jenis keluaran (output) 
Kolom 6: Diisi denganjumlah realisasi per jenis keluaran (output) 

6 

Kolom 7 : Diisi denganjumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output) 
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output) 
Kolom 9: Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output) 
Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana 
Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan 
Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan 

I 7 

I 

CAPAIAN 
% 

8 I 9 

I 

SUMBER PERMASALAHAN SOLUSI 
DANA 

10 II 12 
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FORM S.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP KABUPATEN 

KABUPATEN· 

NO. KELUARAN(OUTPUT) SATUAN TARGET REALISASI 

1 2 3 4 I 5 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nom or urut 
Kolom 2: Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian 
Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output) 
Kolom 4: Diisi denganjumlah target per jenis keluaran (output) 
Kolom 5 : Diisi denganjumlah target anggaran per jenis keluaran (output) 
Kolom 6: Diisi denganjumlah realisasi per jenis keluaran (output) 

6 

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output) 
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output) 
Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output) 
Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana 
Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan 
Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan 

1 7 

CAPAIAN 
% 

8 I 9 

SUMBER PERMASALAHAN SOLUSI 
DANA 

10 II 12 
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FORM 5.E.l CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

KABUPATEN' 

JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI 
MUTU 

PELA Y ANAN GANTI RUG! 

~AHPENEGAKAN mMLAH WARGA NEGARA IruMLAH WARGA NEGARA 
JENlS LAY ANAN JUMLAH 

NO. DASAR PERDA YANG TERKENA DAMP AK YANG TERKENA DANWAK 
CAPAIAN 

KATEGORI 
SPM CAPAIAN PELAKSANAAN 

/PERKADA YANG PENEGAKAN PERDA DAN PENEGAKAN PERDA DAN 
PENEGAKAN (%) 

SESUAlMUTU PERKADA YANG BERHAK 
PERDAIPERKADA 

LA Y ANAN DASAR MENDAPAT LAY ANAN 

1 2 3 4 5 

KETERANGAN : 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2: Diisi denganjenis pelayanan dasar Trantibum sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM 
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakan PerdaIPerkada 
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perdalperkada yang sesuai mutu layanan dasar 

6 

Kolom 5 : Diisi Capaian (%) adalah jumlah angka pada kolom 4 dibagi dengan jumlah angka pada kolom 3 dikalikan 100 
Kolom 6: Diisi denganjumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan PerdaIPerkada yang berhak mendapat layanan 
Kolom 7: Diisi denganjumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan PerdaIPerkada yang terlayani 
Kolom 8: Diisi Capaian (%) adalah 100% - (jumlah angka Kolom 7 dibagi denganjumlah angkaKolom 6 dikalikan 100) 

PERKADA YANG 

TERLAYANI 

7 

CAPAIAN 

(%) 

8 9 

Kolom 9 : Di isi Capaian jumlah penegakan PerdaIPerkada sesuai mutu pada kolom 5 ditambah dengan capaian pelayanan ganti rugi pada kolom 8 dibagi 2 (dua) dikal ikan 100 
Kolom 10: Kategori : Sangat Tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59) 

10 



NO. 

I 

FORM S.A.l PENDATAAN SPM DAMKAR KABUPATEN 

KABUPATEN: 
TAHON: 

BENTUK KELEMBAGAAN 

PROVINSI JUMLAH WAS 
KABUPATENIKOTA PENDUDUK ~ILAYAH 

DINAS SATPOL PP BPBD TIPE 

1 1 , 5 • 7 8 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama ProvinsilKabupateniKota 
Kolom 3,4,5 : Diisi dengan ceklis bentuk kelembagaan 
Kolom 6 : Diisi dengan huruf bagi yang sudah mandiri 
Kolom 7 : Diisi dengan angka 
Kolom 8 : Diisi dengan angka 
Kolom 9 : Diisi dengan angka 
Kolom 10: Diisi dengan angka 
Kolom 11, 12, 13, 14, 15, 16: Diisi dengan angka 
Kolom 17 : Diisi dengan angka 
Kolom 18 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki 
Kolom 19 : Diisi dengan angka 
Kolom 20 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimi liki 
Kolom 21 : Diisi dengan angka 
Kolom 22, 23 , 24,25: Diisi dengan angka 

ALOKASI 
APBD 

BESARAN 
APBD UNTUK 

SUB URUSAN 
KEBAKARAN 

9 10 
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JUMLAH SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN IUMLAH PETUGAS JUMLAH KElADlAN KEBAKARAN 

ANDON 
MOBIL MOBIL MOBIL MOBIL MOBIL AIR/ JABATANJ JABATANI RELAWAN 

DAMKAR TANGKI ANGGA RESCUE LAINNYA GROUND 
PNS KUALIFIKASI NON PNS KUALmKASI KEBAKARAN 

017 2018 2019 2020 

TANK 

II 11 11 14 Jj I. 17 18 19 10 11 11 1) N 1$ 



FORM 5.A.2 DAFTAR RELAWAN KABUPATEN 

KABUPATEN: 

TAHUN' 

NO. 

I 

KETERANGAN 
Kolom 1 : Diisi no urut 
Kolom 2 : Diisi nama 
Kolom 3 : Diisi jenis kelamin 

NAMA 

2 

Kolom 4 : Diisi angka yang menunjukan usia 

95 

JENlSKELAMIN 

3 

Kolom 5 : Diisi denganjenis keterampilan yang pernah diikuti yaitu : bimtek, diklat, orientasi, gladi, simulasi 
Kolom 6 : Diisi alamat lokasi relawan 

USIA KETERAMPlLAN ALAMAT 

4 5 5 
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FORM 5.A.3 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN KEBAKARAN KABUPATEN 

KABUPATEN: 
TAHUN' 

JE1'fTS KELAMIN 

NO. NAMA 

L 

1 2 3 
---

KETERANGAN 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama 
Kolom3 : Diisi denganjenis kelamin 
Kolom 4 : Diisi dengan usia 

P 
0-5 

tahun 

--

Kolom 5 : Diisi dengan ceklist sesuai dengan kondisi fisik 
Kolom 6 : Diisi dengan N1K 
Kolom 7 : Diisi dengan KK 
Kolom 8 : Diisi dengan tempat lahir 
Kolom 9 : Diisi dengan tanggallahir 
Kolom 10: Diisi dengan alamat 

USIA KONDISI FISIK 

6 - 18 19 - 30 31 - 60 >60 Berkebutuhan Sehat 
tahun tahun tahun tahun Khusus 

4 5 
-- ----

TEMPAT TGL. 
NIK NO.KK ALAMAT 

LAHIR LAHlR 

6 7 8 9 10 
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FORM 5.B.1 LAYANAN RESPONSE TIME PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT 

KABUPATEN: 
TAHUN· 

TOTAL JUMLAH 
NO. LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN fJUMLAHIBIA Y A SATUAN RUMUS BIAYA YANG 

DlBUTUHKAN 

J 2 3 4 5 6 7 
1 Pengadaan Alat Komunikasi 1. BeJanja alat komunikasi HT A. Jumlah komandan lapangan 

B. Jumlah kendaraan unit pemadam 
(A *C)+(B*C) 

kebakaran 
C. Harga unit per jenis 

2. Kesiapan Sarana Pusdalops A. Jumlah rig di pusdalops 

Damkar B. lumlah perangkat komputer 

C. Jumlah sound sistem/sirine toa 
(A *D)+(B*D)+(C*D) 

D. Harga unit per jenis 

2 Penyediaan sistem pelaporan 1. Nomor tunggal dan aplikasi A. lumlah server 

masyarakatlpanic button smartphone B. lumlah Perangkat Komputer (A *C)+(B*C) 

C. Harga unit per jenis 

KETERANGAN : 
Kolom 5 : Diisi dengan angka 
Kolom 6 : Adalah penghitungan dari Kolom 4 
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6 
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FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN 

KABUPATEN: 
TAHUN' 

NO. LANGKAH KEGIA T AN VARIABEL KOMPONEN JUMLAH/BIA Y A SATUAN RUMUS 
TOTAL JUMLAH BIA Y A 

YANG DIBUTUHKAN 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Penyediaan Mobil Damkar/Kapal A. lumlah sektor/pos 

lDamkar/unit operasiona! damkar B. lumlah unit mobil per pos sektor/pos 
lainnya 1. Penyediaan mobil damkar damkar A*B*C 

/kapal damkar/unit C. Harga satu unit 
operasional damkar lainnya 

2. Pemeliharaan Rutin mobil A. lumlah unit mobil damkar/unit 
damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya 
operasional damkar lainnya 

B. lumlah pemeliharaan rutin mobil 
damkar/kapal damkar/unit operasional 

~ 

damkar lainnya 
A*B*C 

C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit 
mobil damkar/kapal damkar/unit 
operasional damkar lainnya 

3. Pembelian bahan mobil A. lumlah unit mobil damkar/unit 
damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya 
operasionaI damkar lainnya 

B. lumlah kebutuhan bahan bakar setiap (A*B)*C 

--
unit mobil damkar/kapal damkar/unit 
operasional damkar lainnya . 

C. Harga per liter bahan bakar 

4. Pendidikan dan IA. Jumlah petugas 

pelatihan petugas pemadam B. lumlah pelatihan (A*B)*C 
kebakaran C. Biaya per pelatihan 

-- --- ---- -
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NO LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN 

1 2 3 4 
2 Penyediaan peralatan dan I . Penyediaan peralatan dan 

perJengkapan pemadaman perlengkapan pemadaman A. Jumlah/jenis/setJpaketJunit Peralatan dan 
kebakaran kebakaran perlengkapan pemadaman kebakaran 

A. Harga per 
Jumlah/jenis/setlpaketlunit 

2. Penyediaan alat A. Jumlah/jenis/setJpaketJunit alat 
perlindungan diri petugas Perlindungan diri petugas 

A. Hargaper 
J umlah/jerus/ setlpaketlunit 

3 Penyediaan tandon 1. Penyediaan tandon IA. Jumlah/yolume tandon 
air/air/foam untuk air/air/foam untuk Air/air/foam untuk pemadaman 
Ipemadaman pemadaman B. Harga per jumlahJYolume 

2. Pemeliharaan rutin tandon IA. Jumlah unit tandon air 
air untuk pemadaman 

B. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air 
dalam satu tahun 

c. Harga biaya pemeliharaan tandon air per 
unit 

4 Kesiapan petugas pemadam 1. Kesiapsiagaan petugas IA. jumlah petugas pemadam kebakaran 
Ikebakaran darnkar 

B. honorarium piket jaga 

2. Pelaksanaan IA. jumlah petugas pemadam kebakaran 
pemadaman 
kebakaran A. honorarium per kejadian kebakaran 

KETERANGAN : 
Kolom 5 : Diisi dengan angka 
Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus 
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6 

~AHffiIAYASATUAN RUMUS 
TOTAL JUMLAH BLA Y A 

YANG DIBUTUHKAN 

5 6 7 

A*B 

A*B 

A*B 

~. -

(A*B)*C 

A*B 

A*B 
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FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 

KABUPATEN: 
TAHUN: 

NO. LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN 

J 2 3 4 
J Penyediaan mobil penyelamatan I. Penyediaan mobil penyelamatan f'\. Jurnlah pos sektor/pos damkar 

(rescue) (rescue) lB. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue) 

C. Harga satu unit 

~ . Pemeliharaan rutin mobil A. Jurnlah unit mobil penyelamatan (rescue) 
penyelamatan (rescue) 

B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (rescue) 
c. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan 

(rescue) 
3. Pembelian bahan bakar mobil f'\. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue) 

penyelamatan (rescue) lB. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan 
(rescue) 

1'-" Harga per liter bahan bakar 

2 Penyediaan peralatan dan perJengkapan Penyediaan peralatan dan A. Jumlah /jenis/set/paket/unit peralatan dan perJengkapan 
penyelamatan perJengkapan penyelamatan (rescue) 

penyelamatan B. Harga per jumJah/jenis/set/paket/unit 

3 Kesiapan petugas penyelamatan 1. Kesiapsiagaan petugas A. Jumlah petugas penyelamatan ( rescue) 
(rescue) penyelamatan (rescue) B. Honorarium piketjaga 

2. Pelaksanaan ~. JumJah petugas penyelamatan (rescue) 
penyelamatan (rescue) lB. Honorarium per kegiatan penyelamatan 

3. Pendidikan dan pelatihan petugas f'\. JumJah petugas 

penyaiamatan B. JumJah pelatihan 

iC. Biaya per pelatihan 

KETERANGAN: 
Kolom 5 : Diisi dengan angka 
Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus 
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasiJ penghitungan rumus pada Kolom 6 

JUMLAHI BIA Y A 
RUMUS 

TOTAL JUMLAH BIA Y A 
SATUAN YANG DIBUTUHKAN 

5 6 7 

A*B*C 

(A*B)*C 

(A*B)*C 

A*B 

A*B 

A*B 

(A*B)*C 



101 

FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/ RELAWAN KEBAKARAN 

KABUPATEN: 
TAHUN: 

NO. LANGKAH KEGIATAN VARIABEL 

1 2 3 
Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran Sosialisasi Masyarakat 

1 

2 Pelatihanlsimulasi dan penyuluhan Pelatihanlsimulasi dan 
masyarakat relawan kebakaran penyuluhan masyarakat relawan 

kebakaran 

3 Pembentukan Sistem 1. Pembentukan satuan 
Ketahanan Kebakaran relawan kebakaran 

dngkungan (SKKl) 
2. Penyediaan Sarana satlakar 

3. Pembinaan operasionalisasi 
satlakar 

KETERANGAN : 
Kolom 5 : Diisi dengan angka 
Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus 
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6 

KOMPONEN 

4 
A. Frekuensi kegiatan sosialisasi 

B. Biaya penyelanggaraan per sosialisasi 

~. Frekuensi pelatihanlsimulasi sosialisasi dan Penyuluhan 

B. Biaya penyelanggaraan per pelatihanlsimulasi dan 
penyuluhan 

A. Jumlah satlakar 

B. Biaya paket pelatihanJ simulasi 

IA. Jumlah satlakar 

lB. Jumlah/unitljenis/paket sarana satlakar 

C. Harga per jumlahlunitljenis/paket 

A. J umlah satlakar 

B. Biaya per kegiatan satlakar 

JUMLAHi BIA Y A 
TOTAL JUMLAH 

RUMUS BIAYA YANG 
SATUAN DIBUTUHKAN 

5 6 7 

A*B 

A*B 

A*B 

(A*B)*C 

A*B 
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FORM S.B.S LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN 
KABUPATEN: 
TAHUN' 

NO. 
LANGKAH 

VARIABEL KOMPONEN 
KEGIATAN 

1 2 3 4 
1 Pendataan 1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam IA. Jenis tenaga ahli 

penyusunan kajian potensi risiko bahaya B. Jenis potensi risiko 
kebakaran 

C. Jumlah orang 

D. Jumlah bulan kerja 

E. Jumlah pertemuan 

F. Atk dan nenggandaan laooran 
~. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam IA. Jenis tenaga ahli 

penyusunan dokumen reneana Induk sistem B. Jumlah orang 

proteksi kebakaran C. Jumlah bulan kerja 

D. Jumlah pertemuan 

E. Atk dan penggandaan laporan 

13. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam A. Jenis tenaga ahli 
penyusunan dokumen reneana operasi ~ . Jumlah orang 
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan 

C. Jumlah bulan keria 
D. Jumlah oertemuan 
E. Atk dan penggandaan laporan 

\4. Diskusi puhlik terhadap dokumen reneana IA. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta sound system 
Induk sistem proteksi kebakaran yang sudah B. Penyediaan peralatan pendukung dnfocus.layar. computer set) 
disusun untuk disempumakan dan ditetapkan 

C. Penggandaan materi/atkldokumentasi 
menjadi dokumen yang sah/legal 

D. Akomodasi dan konsumsi 

E. Transport peserta 

F. Jumlah peserta 

G. Honor tenaga ahli 

H. Jumlah tenaga ahli laporan 
I. Laporan 

5. Pelaporan kejadian kebakaran IA. Frekuensi pendataan kejadian kebakaran 
B. Jumlah petugas pendataan 

C. Honorarium petugas pendataan 

D. Biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan 

JUMLAHi BIA Y A 
TOTAL JUMLAH 

RUMUS BIAYA YANG 
SATUAN DIBUTUHKAN 

5 6 7 

«A *B*C*D)+(E*F)) 

((A *B*C)+(D*E)) 

((A*B*C)+(D*E)) 

((A+B+C)+((D+E)*F+((D+G 
)*H)+I) 

(A*B*C)+D 
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LANGKAH 
NO KEGIATAN VARlABEL KOMPONEN 

1 2 3 4 
2 Inspeksi 1. Inventarisasi sarana proteksi kebakaran fA.. Jumlah bangunan gedung 

bangunan gedung B. Jumlah petugas 

~. Biaya per kegiatan 

~ . Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan A. Jumlah bangunan gedung 
gedung B. Jumlah petugas 

'-'. Biaya per kegiatan 

3. Pendidikan dan pelatihan petugas Inspeksi A. Jumlah petugas 

B. Jumlah pelatihan 

~. Biaya per pelatihan 

3 Investigasi pasca 4. nventarisasi kejadian kebakaran ~. Jumlah petugas 
kebakaran ~ . Jumlah sarana dan prasarana pendukung 

~ . Biaya kegiatan 

5. Investigasi penyebab kebakaran fA.. Jumlah petugas 

~. Frekuensi investigasi 

~ . Jumlah sarana pendukung 

~. Biaya per kegiatan investigasi 

KETERANGAN: 
Kolom 5 : Diisi dengan angka 
Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus 
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6 

JUMLAHi BIA Y A 
TOTAL JUMLAH 

SATUAN 
RUMUS BIAYA YANG 

DIBUTUHKAN 

5 6 7 

(A*B)*C 

(A*B)*C 

(A*B)*C 

(A*B)*C 
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FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PELAYANAN DASAR 

KABUPATEN: 
TAHUN' 

NO. KABUPATEN/ KOTA JUMLAH JUMLAHPOS DAMKAR JUMLAH RELA W AN 
KECAMATAN EKSISTING DAMKAR EKSISTING 

1 2 3 4 5 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama KabupateniKota 
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah Kecamatan di KabupatenIKota 
Kolom 4 : Diisi dengan j umlah pos damkar yang ada di Kabupaten/Kota pada tahun pendataan 
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah relawan damkar yang telah dibentuk di Kabupaten/Kota pada tahun pendataan 
Kolom 6 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah pos damkar pada tahun berikutnya 
Kolom 7 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah relawan pemadam kebakaran yang akan dibentuk pada tahun berikutnya 

RENCANA JUMLAH RENCANA 
PENAMBAHAN POS PEMBENTUKAN 

DAMKAR RELAWAN 

6 7 



FORM 5.0.1 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR 

KABUPATEN: 
TAHUN: 

NO. KABUPATENIKOTA 

1 2 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten 

CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS 

DAMKAR (%) 

3 

Kolom 3 : Diisi dengan persentasi capaian SPM oleh petugas damkar 
Kolom 4 : Diisi dengan persentasi capaian SPM oleh relawan damkar 
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CAP AIAN SPM OLEH RELA W AN DAMKAR (%) 

4 

Kolom 5 : Diisi dengan total jumlah persentasi capaian SPM oleh petugas dan relawan damkar kemudian dibagi 2 

TOTAL CAPAIAN SPM (%) 

5 
---~~ 
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FORM S.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN 

KABUPATEN: 
TAHUN° 

~Oo 
KABUPATENI 

KOTA KECELAKAAN WATER ANIMAL 
TRANSPORTASI RESCUE RESCUE 

1 2 3 4 5 

KETERANGAN: 
Kolom I : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama KabupatenIKota 
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan kecelakaan transportasi 
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan water rescue 
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan animal rescue 
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada ketinggian 
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada bangunan runtuh 
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan pohon tumbang 
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan percobaan bunuh diri 

OPERAS! NON KEBAKARAN 

PENYELAMATAN 
PENYELAMATAN 

P ADA BANGUNAN 
PADA KETINGGIAN 

RUNTUH 

6 7 

Kolom 10: Diisi denganjumlah operasi penyelamatan non kebakaran lainnya dan disebutkan 

PENANGANAN 
PORON 

TUMBANG 

8 

PENANGANAN 
PERCOBAAN LAINNYA 
BUNUHDIRI 

9 10 

- -



FORM 5.E.l CAPAIAN TARGET SPM 

KABUPATEN: 

- - .. 

TOTALPERSENTASE(%) CAPAIAN 

NO. 
KABUPATENI SPM KEBAKARAN (LAY ANAN 

KOTA PENYELAMATANDAN EVAKUASI 
KORBAN KEBAKARAN) 

1 2 3 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama KabupateniKota 
Kolom 3 : Diisi dengan angka persentase 
Kolom 4 : Diisi dengan angka 
Kolom 5: Diisi dengan angka 
Kolom 6 : Diisi dengan angka 
Kolom 7 : Diisi dengan angka 
Kolom 8 : Diisi dengan angka 
Kolom 9 : Diisi dengan angka 
Kolom 10 : Diisi dengan angka 
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JUMLAH J U M LAH KORBAN 
OPERASINON JIWA YANG 

KEBAKARAN BERHASIL 
DISELAMATKAN 

4 5 

KORBAN JIWA JUMLAH T AKSIRAN ASET 

JUMLAH 
JUMLAH 

JUMLAH JUMLAH JUMLAH 
KORBAN 

KORBAN KORBAN TAKSIRAN ASET TAKSIRAN 
MENGALAMI YANG BERHASIL KERUGIAN MENINGGAL MENGALAMI 

DUNIA LUKA BAKAR 
LUKA FISIK DISELAMATKAN ASET 
LAINNYA 

6 7 8 9 10 
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FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA 

PROVlNSI : 
KABUPATEN: 
T AHUN ANGGARAN . 

NAMA LENGKAP 

iNo. NOMOR JENIS rr ANGGAL LAHIR 
~AMAKEPALA 

NAMA NIK KELAMIN TEMPAT 

ANGGOTA KK LAHIR (dDlmmlyyyy) 

KELUARGA (UP) 
KELUARGA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana 
Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga 
Kolom 4 : Diisi dengan Nik 
Kolom 5 : Diisi dengan nomor kartu keluarga 
Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin 
Kolom 7 : Diisi dengan tempat lahir 
Kolom 8 : Diisi dengan tanggallahir 
Kolom 9 : Diisi dengan alamat tempat tinggal 
Kolom 10 : Diisi dengan nama DesaIKelurahan 
Kolom 11 : Diisi dengan nama Kecamatan temp at tinggal 
Kolom 12 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara 

ALAMAT 

9 

Kolom 13 : Diisi yajika memiliki kebutuhan khusus, tidakjika tidak memiliki kebutuhan khusus 
Kolom 14 : Diisi denganjenis kebutuhan khusus,jika kolom 14 dijawab ya 
Kolom 15 : Dichecklistjika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan 

DESAI 
KELURAHAN iKECAMATAN 

10 11 

KELOMPOK I 
KONDISI 

BERKEBUTUHAN 
EKONOMI 

JENIS 
KHUSUS KEBUTUHAN 

(miskinl tidak UMURRENTAN 
miskin) 

(yaltidak) KHUSUS (jika ya) 

12 13 14 15 
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FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGAR 
PROVINSI : 
KABUPATEN : 
TAffiJN ANGGARAN' 

DATA DASAR WARGA NEGARA JENIS KERAWANAN TEMPAT TINGGAL 

NAMA LENGKAP 

iNo NAMA NAMA NOMOR JENIS DESAI 
LETUSAN GELOMBAN 

NIK KELAMIN IKECAMATAN 
GEMPA 

trSUNAMI isANJIR 
TANAH 

KEPALA ANGGOTA KK 
(UP) KELURAHAN BUMI ONGSOR GUNUNG GLAUT 

API EKSTRIM 
KELUARGA KELUARGA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nom or urut 
Kolom 2: Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana berdasarkan form 5.A.l 
Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga berdasarkan form 5.A.l 
Kolom 4: Diisi dengan NIK berdasarkan form 5.A.l 
Kolom 5 : Diisi dengan nomor Kartu Keluarga berdasarkan form 5.A.l 
Kolom 6: Diisi denganjenis kelamin berdasarkan form 5.A. l 
Kolom 7: Diisi dengan nama DesaIKelurahan tempattinggal berdasarkan form 5.A.l 
Kolom 8 : Diisi dengan nama Kecamatan temp at tinggal berdasarkan form 5.A. l 
Kolom 9-18: Diisi dengan checklist sesuai kerawanan tempat tinggal Warga Negara 
Kolom 19 : Diisi dengan nomor kelompok variasi kerawanan bencana 

fwGIN KEKERINGAN 
OPAN 

15 16 

KEBAKARAN 
HUTAN DAN 

LAHAN 

17 

Kolom 20: Dichecklistjika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok Warga Negara biasa penerima layanan penanggulangan bencana 
Kolom 21 : Dichecklistjika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok aparatur yang menangani sub urusan bencana 
Kolom 22 : Dichecklistjika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok petugas operasi tanggap darurat bencana 

PERAN DALAM PENANGGULANGAN 
BENCANA 

NOMOR 
APARATUR 

VARIASI 
EPIDEM 

WARGA YANG PETUGAS 
KELOMPOK 

jNEGARA 
I DAN KERAWANAN 

MENANGAN OPERASl 
RAWAN I SUB [rANGGAP 

VABAH 
BENCANA URUSAN ioARURAT I 

BENCANA 

18 19 20 __ 2_1_ 22 
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FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA 

PROVINSI: 
KABUPATEN : 
TAHUN ANGGARAN' 

REKAPITULASI KELOMPOK W AROA NEOARA BERDASARKAN KELOMPOK KERA W ANAN 

DESAI NO. KECAMATAN 
KELURAHAN 

~- 2 3 
- -- - --- ----

KETERANGAN: 
Kalam I : Diisi dengan nama Keeamatan 
Kalam 2 : Diisi dengan nama KelurahanIDesa 

VARlASIl 

KELOMPOK 
KK JENIS 

4 5 
--

Kalam 3 : Diisi dengan kelampakjenis beneana variasi 1 

JIWA 

6 

Kalam 4 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 1 kerawanan beneana 
Kalam 5 : Diisi denganjumlah arang untuk variasi I kerawanan bene ana 
Kalam 6: Diisi dengan kelampakjenis beneana variasi 2 
Kalam 7 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 2 kerawanan beneana 
Kalam 8: Diisi denganjumlah arang untuk variasi 2 kerawanan beneana 
Kalam 9: Diisi dengan kelampakjenis bencana variasi n 
Kalam 10: Diisi denganjumlah kepala keluarga untuk variasi n kerawanan bencana 
Kalam 11 : Diisi dengan jumlah arang untuk variasi n kerawanan beneana 
Kalam 13 : Diisi dengan tatal KK pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n 
Kalam 14: Diisi dengan tatal Warga Negara pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n 

VARlASI2 VARlASln 

KELOMPOK KK JIWA KELOMPOK JENIS JENIS 

7 
8 

9 10 

KK 

" _ 

TOTAL 

HWA KK JIWA 

__ 12_ 
13=5+8 + 11 14=6+9 + 12 
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FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA 

PROVINSI: 
KABUPATEN: 
TAHUN ANGGARAN· 

JUMLAH APARATUR DI KAWASAN RAWAN BENCANA (ORANG) JUMLAH WARGA NEGARA DI KA WASAN RA WAN 

NO. KECAMATAN DESN 
KELURAHAN 

1 2 3 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama Keeamatan 
Kolom 3 : Diisi dengan nama DesaiKelurahan 

PNS TNl POLRI 

4 5 6 

Kolom 4 : Diisi denganjumlah PNS di desa pada kawasan rawan bene ana 
Kolom 5 : Diisi denganjumlah TNI di desa pada kawasan rawan beneana 
Kolom 6: Diisi denganjumlah POLRI di desa pada kawasan rawan beneana 

SATLINMAS 

7 

Kolom 7: Diisi denganjumlah SATLINMAS di desa pada kawasan rawan beneana 
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tenaga kontrak di desa pada kawasan rawan beneana 
Kolom 9: Diisi denganjumlah Warga Negara di des a kawasan rawan beneana 
Kolom 10 : Diisi denganjumlah Warga Negara (KK) di desa kawasan rawan beneana 

WARGA NEGARA 

TENAGA 
KONTRAK JIWA KK 

8 9 10 

Kolom 11 : Diisi denganjumlah KK. yang berada dalam kondisi ekonomi miskin di desa pada kawasan rawan beneana 
Kolom 12 : Diisi denganjumlah Warga Negara yang berkebutuhan khusus di desa pada kawasan rawan beneana 

KONDISI 
EKONOMI 

MISKIN 
(KK) 

/I 

Kolom 13 : Diisi denganjumlah Warga Negara yang berada dalam kelompok usia rentan di desa pada kawasan rawan beneana 
Kolom 14 : Diisi dengan keterangan 

KERENTANAN 

BERKEBUTUHAN KELOMPOK 
KHUSUS RENTAN 
(ORANG) (ORANG) 

12 13 

KETERANGAN 

14 
- -~ 
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FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN 
PROVINSI: 
KABUPATEN: 
TAHUN ANGGARAN . 

DATA DASAR PETUGAS 

NO NAMA r NOMO JENIS TEMPA TANGGAL ALAM DESAI jKEc KONDISI BERKEBUTUH 
LENGKA RKK KELAMI T LAHIR 

P N(UP) LAHIR (DD!MMIYYY 

L _ 2 3 4 5 

KETERANGAN: 
Kolom 1 :Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 :Diisi dengan nama 
Kolom 3 :Diisi dengan NlK 

6 

Kolom 4 :Diisi dengan nomor Kartu Keluarga 
Kolom 5 :Diisi dengan jenis kelamin 
Kolom 6 :Diisi dengan tempat lahir 
Kolom 7 :Diisi dengan tanggallahir 
Kolom 8 :Diisi dengan alamat 

Y) 

7 

iA 

Kolom 9 :Diisi dengan nama DesaIKelurahan temp at tinggal 
Kolom 10 :Diisi dengan nama Kecamatan temp at tinggal 
Kolom II :Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi 

KELURAH EKONOM 
T AN I 

(MISKINI 
TIDAK 

MISKlN) 

8 9 10 11 

Kolom 12 :Diisi yajika memiliki kebutuhan khusus, tidakjika tidak memiliki kebutuhan khusus 
Kolom 13 :Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika Kolom 14 dijawab ya 

ANKHUSUS 
(YAlTlDAK) 

12 
~----

JENIS 
iKEBUTUH 

AN 
jKHusus 
(Jika YA) 

13 
-

Kolom 14 :Diisi checklist j ika petugas operasi termasuk dalam kelompok umur rentan (berkebutuhan khusus atau lanjut usia) 
Kolom 15-20 :Diisi dengan checklist sesuai status petugas 
Kolom 21 :Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi 
Kolom 22-26 :Diisi dengan checklist sesuai penugasan dan lokasi 
Kolom 27 :Diisi dengan keterangan, jenis keahJian, dll 

STATUS PETUGAS PENUGASAN 

KELOMP 

~ 
SERTIFI-

OK CIl c§ ~ KASI CIlCQ CIlCQ 

~Ie ~ ~i c§~ <0 UMUR CIl 

~ ~~ 
YANG 00.. 

RENTAN i!l: ~~ DIMlLIKI Ou Ou 00.. 
f-<~ f-<~ ~ 0.. 

....l ~ lef-< lef-< f-< ~ 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
-

LOKASI 
PENUGASAN 

~ 
~ 

0 KET. 
(3~ 

2 o..~ 
....l 

25 26 27 



FORM 5 .A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH 
PROVINSI: 
KABUPATEN : 
TAHUN ANGGARAN' 

PENDUDUK 

NO. JENIS BENCANA 

JIWA KK 

1 2 3 4 

KETERANGAN: 

113 

DESA 

5 

PETUGAS (ORANG) 
TOTAL WAJIB 

PETUGAS PETUGAS PETUGAS PETUGAS JUMLAH LATIH (ORANG) 

TRCPDB TRC KLB PPE OPERAS I PETUGAS 

6 7 8 9 10 11 4+10 

Kolom 1 : Diisi dengan jenis beneana berdasarkan Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal suburusan beneana 
daerah Kabupaten/Kota 

Kolom 2 : Diisi denganjumlah penduduk yang berada di kawasan rawan beneana untuk jenis beneana terkait 
Kolom 3 : Diisi denganjumlah kk yang berada di kawasan rawan beneana untukjenis bene ana terkait 
Kolom 4 : Diisi denganjumlah desa yang berada di kawasan rawan beneana untuk jenis beneana terkait 
Kolom 5 : Diisi denganjumlah petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Darurat Beneana(PDB) untuk jenis beneana terkait 
Kolom 6 : Diisi denganjumlah petugas TRC Kejadian Luar Biasa (KLB) untukjenis beneana terkait 
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah petugas Penearian, Penyelamatan, dan Evakuasi (PPE) untuk jenis beneana terkait 
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah petugas operasi 
Kolom 9 : Diisi dengan total jumlah petugas untuk jenis bencana terkait 
Kolom 10: Diisi dengan totaljumlah wajib latih untukjenis bencana terkait (kolom 3 ditambah kolom 9) 
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FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA 

PROVlNSI: 
KABUPATEN: 
T AHUN ANGGARAN . 

JENIS OUKUNGAN TERHADAP OPERASI T ANGGAP OARURA T 

NO. NAMA PERALATAN JUMLAHI PENANGANAN 
SATUAN 

KAJI CEPAT PENCARIAN KORBAN PENANGANAN 
ORANG HlLANG 

MENINGGAL 
MEDIS 

/ 2 3 4 5 6 7 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana yang tersedia di daerah 
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan peralatan 
Kolom 4 - 8 : Diisi dengan checklist 
Kolom 9 : Diisi dengan lokasi posisi peralatan 
Kolom 10 : Diisi dengan institusi penanggungjawab peralatan 
Kolom 11-12 : Diisi dengan checklist sesua kondisi peralatan 

FASILITAS POSISI PENGUNGSIAN 

8 9 

LOKASI KONDISI 

INSTITUSI 
PENANGGUNG BAIK RUSAK 

JAWAB 
/0 /1 / 2 
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FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN 

PROVINSI: 
KABUPATEN: 
TAHUN ANGGARAN . 

NO. NAMABARANG JUMLAHI SA TUAN 

1 2 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama barang logistik pengungsian 
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan barang 
Kolom 4 : Diisi dengan lokasi posisi barang 
Kolom 5 : Diisi dengan institusi penanggungjawab barang 
Kolom 6 -7 : Diisi denganjumlah sesuai kondisi barang 

3 

POSISI 

4 

LOKASI KONDISI 

INSTITUSI PENANGGUNGJA W AS BAlK RUSAK 

5 6 7 



"'""', 
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FORM 5 .A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA) 

PROVINSI: 
KABUPATEN: 
TAHUN ANGGARAN: 
KEJADIAN BENCANA : 
LOKASI: 
TANGGALKEJADIAN . 

NOMOR JENIS 
NO, NAMA NIK KELAMIN LENGKAP KK 

(LIP) 

1 2 3 4 5 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2: Diisi dengan nama Warga Negara 
Kolom 3: Diisi dengan nik Warga Negara 

TEMPAT 
LAHIR 

6 

Kolom 4: Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara 
Kolom 5: Diisi sesuai denganjenis kelamin 
Kolom 6: Diisi dengan tempat lahir Warga Negara 
Kolom 7: Diisi dengan tanggallahir Warga Negara 
Kolom 8: Diisi dengan alamat tempat tinggal Warga Negara 
Kolom 9: Diisi dengan nama desalkelurahan Warga Negara 

T ANGGAL LAHlR 
(ddlmm'yyyyl 

7 

Kolom 10 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara 
Koiom'\ll : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara 
Kolom I ~ : Diisi checkklist jika ya dan strip jika tidak 
KolorIhl ~ : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya 

DESAI KONDISI EKONOMI 
BERKEBUTUHAN JENIS 

KELOMPOK 
ALAMAT KECAMATAN KHUSUS KEBUTUHAN KELURAHAN (miskin/tidak miskin) UMURRENTAN 

(yaJtidak) KHUSUS (jika ya) 

8 9 10 11 12 13 14 
~ - -

Koloni l t : Dichecklistjika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamiVibu menyusui, penyandang cacatlberkebutuhan khusus, orang lanjut usia) 
Kolom 1~ -25 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi 

-' "-" -'. 
f 

! 
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FORM S.A.I0 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA) 
PROVINSI : 
KABUPATEN : 
TAHUN ANGGARAN : 
KEJADIAN BENCANA : 
LOKASI : 
TANGGAL KEJADIAN' 

DATA DASAR WARGA NEGARA STATUS PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA 

NAMA NOMOR JENIS DESAI ~O. LENGKAP NIK KK KELAMIN KELURAHAN KECAMATAN 
(LIP) 

1 2 3 4 5A 6 7 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara sesuai form 5.AI 
Kolom 3: Diisi dengan nik Warga Negara sesuai form 5.A.l 

MENINGGAL 

8 

Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara sesuai form 5.A l 
Kolom 5: Diisi denganjenis kelamin sesuai form 5.Al 
Kolom 6: Diisi dengan nama desalkelurahan Warga Negara sesuai form 5.A.l 

KORBAN 

HILANG 

9 

Kolom 7 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara sesuai form 5.A.l 
Kolom 8 - 18 : Disi dengan checklist sesuai kondis 

PENGUNGSI PETUGAS 

WARGA 
APARATUR 

BUTUH BUTUH NEGARA 
YANG 

BANTUAN BANTUAN RAWAN MENANGANI PETUGAS PETUGAS PETUGAS 
MEDIS MEDIS 

SELAMAT ~UB URUSAN TRCKLB [rRC PDB PPE BENCANA 
DARURAT LANJUT ~ENCANA 

10 11 12 13 14 15 16 17 

PETUGAS 
OPERAS! 

18 
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FORM 5.A.l1 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN 
BENCANA) 

PROVINSI: 
KABUPATEN: 
TAHUN ANGGARAN : 
KEJADIAN BENCANA : 
LOKASI: 
TANGGAL KEJADIAN · 

DATA DASAR PETUGAS STATUS PETUGAS PENUGASAN LOKASI PENUGASAN l 

~NIS 
NOMOR ~EMPAT 

TANGGAL iALAMA NO. NAMA NIK DESN KELAMlN LAHlR PETUGAS KK 
(UP) 

LAHIR 
(DDIMMIYYYY) iKELURAHAN 

1 2 3 4 5 6 --

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama petugas operasi 
Kolom 3 : Diisi dengan nik petugas operasi 

7 

Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga petugas operasi 
Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin petugas operasi 
Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir petugas operasi 
Kolom 7 : Diisi dengan tanggallahir petugas operasi 
Kolom 8 : Diisi dengan alamat temp at tinggal petugas operasi 

8 

Kolom 9 : Diisi dengan nama DesaIKelurahan temp at tinggal petugas operasi 
Kolom 10 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal petugas operasi 
Kolom 11-16 : Diisi dengan checklist sesusai kondisi 

9 

Kolom 17 : Diisi dengan sertifIkasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi 
Kolom 18-24 : Diisi dengan checklist sesusai kondisi 

f/l 

~ KECAMATAN it 

10 11 12 

POS l f/l LAPANGAN 
~ 23~ 5 SERTIF!KASI PETUGAS 

c:2 YANG Z Z f- PETUGAS PETUGAS PETUGAS OPERAS! 
..J ::3 <t:f-

@~ DIMILIKI TANGGAP 
POSKO 

0 rE~ TRCKLB TRCPDB PPE 
DESA Q. f- KEC. 

<t: f- :.;: Q. DARURAT 
f/l <t: 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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FORM S.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA) 

PROVINSI: 
KABUPATEN: 
TAHUN ANGGARAN . 

T ANGGAL KEJADlAN NO. NAMA KEJADIAN BENCANA 
(DD!MMIYYYY) 

1 2 3 

----

KETERANGAN 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama kejadian bencana 
Kolom 3 : Diisi dengan tanggal kejadian bencana 
Kolom 4 : Diisi dengan pukul kejadian bencana 

W AKTU KEJADlAN 
(JAM:MENIT) 

4 

Kolom 5 : Diisi dengan pukullaporan kejadian diterima oleh pusdalopslBPBD 
Kolom 6 : Diisi dengan lokasi kejadian bencana 
Kolom 7 - 9 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi 

STATUSDARURATBENCANA 

W AKTU LAPORAN DIKELUARKAN 
KEJADIAN DITERIMA LOKASI TIDAK 

(JAM:MENIT) DIKELUARKAN DIKELUARKAN DIKELUARKAN >24 
<24JAM JAM 

5 6 7 8 9 
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FORM 5 .B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN 
KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 

PROVINSI : 
KABUPATEN : 
TAHUN ANGGARAN . 

PENERrMA LAY AN AN DASAR 

KOMPONEN SASARAN 
JENIS PENGHITUNGAN PENERrMA HARGA 

~O. PELAYANAN SUB KEBUTUHAN SPM SPM SUB- KELUARAN 
SELISIH SATUAN KEBUTUHAN BIA Y A 

SATUAN KEBUTUHAN KETERSEDIAAN KEGIATAN WARGA APARATI (x (+1-) (x Rp. 1000) 

I 

DASAR SUB-URUSAN URUSAN NEGARA KK PETUGAS 
DESA 

BENCANA BENCANA 
Rp. IOOO) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14~ 1 2-13 15 16 - 14 x 15 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar 
Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bene ana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar 

pelayanan minal sub-urusan beneana daerah KabupatenIKota 
Kolom 8 : Diisi sesuai denganjumlah Warga Negara penerima layanan 
Kolom 9 : Diisi sesuai dengan j umlah kk penerima layanan 
Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan 
Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jurnlah desa penerima layanan 
Kolom 12 : Diisi sesuai denganjurnlah kebutuhan untuk satuan keluaran 
Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jurnlah ketersediaan 
Kolom 14: Diisi sesuai dengan selisih antara (kebutuhan-ketersediaan) kolom 12 dikurangi kolom 13 
Kolom 15 : Diisi sesuai dengan harga satuan sesuai keluaran 
Kolom 16 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan kolom 14 dikali kolom 15 

I 
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FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (DIISI DAN 
DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA) 

PROV1NSI: 
KABUPATEN: 
T AHUN ANGGARAN : 

KOMPONEN SASARAN STATUS DARURAT BENCANAn TOTAL KEBUTUHAN 

JENIS PENGHITUNGAN PENERIMA KETERSEDIAANI 
PELAYANAN SUB KEBUTUHANSPM SPM SUB- KELUARAN SATUAN TARGET SUDAH USULAN HARGA JUMLAH INO. 

DASAR 
KEGlATAN KEBUTUHAN PEMENUHAN SATUAN BIAYA FISIK SUB-URUSAN URUSAN TERPENUHI ANGGARAN 

BENCANA BENCANA Volume Kuanlilas Volume Volune Ikuantilas (xRp.lOOO) (xRp.lOOO) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
/I = 8 -

12 = 9 13 14=IIX12X13 
15= Z (USUW 16= Z(JUMLAH 

10 PEMENUHAN) BJAYA) 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar 
Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar 

pelayanan roinal sub-urusan bencana daerah KabupatenlKota 
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n 
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n 
Kolom 10 : Diisi dengan jumlah ketersediaan atau volume yang sudah terpenuhi pada tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n 
Kolom 11 : Diisi denganjumlah usulan pemenuhan kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikurangi kolom 10) 
Kolom 12 : Diisi denganjumlah usulan pemenuhan kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (nilaioya dapat disamakan dengan kolom 9) 
Kolom 13 : Diisi dengan barga satuan untuk tiap-tiap keluaran pada status darurat bencana n 
Kolom 14 : Diisi denganjumlah kebutuhan anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 11 dikali kolom 12 dikali kolom 13) 
Kolom 15 : Diisi dengan total kebutuhan fisik (usulan pemenuhan volume dikali usulan pemenuhan kuantitas) 
Kolom 16 : Diisi dengan total kebutuhan keuangan (totaljumlah biaya pada tiap-tiap status darurat bencana) 
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FORM S.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN 
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 

PROVINSI: 
KABUPATEN: 
TAHUN ANGGARAN . 
NO. lENIS SUB KOMPONEN SASARAN PENERIMA LAY ANAN JUMLAH ALOKASI < TARGET KINERJA KONDISI AKHIR 5 TAHUN 

PELAYANAN KEGIATAN PENGHITUNGAN IPENERIMA Z DASAR SASARAN ~~ ~ TAHUNKE I TAHUN KE2 TAHlIN KE3 TAHUNKE4 TAHlINKE S 
DASAR KEBtITUHANSPM SPMSUB- ;:; ~ 

;::'" 
EMENUHAN 

_ cti£ro A 

~ ~ ~ g 
-a~§ s -a ~ § URUSAN ;§ ~ « < (fAHllN SEBELUMNYA) ffi SUB- ~~ ;:;<3 ! . ! ~~ 

-a c:: -: 

! ~ 11 ! U 
-§ (1 g 

! ~ 11 
BENCANA ~ < ~ < ~ SEBELUMNYA) ~ rt -J- - " Co E .~ ~ l~ ] ~~ ]g- :; l~ ] ~ i Target URUSAN '" < fa ~~ ]JS~o ::> "" .$. :I: ~ '=: CQ 3S ~C%)~ BENCANA ~Z < ... '" 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 1 11 12 13 4 15 16 17~15XI6 18 19 ~0~18X19 ~1 22 23~21X22 ~4 25 26- 24 21 28 ~9~27X28 ~0 - 15+ 18 + 
'--- X25 21 + 24 + 27 

KETERANGAN: 
Kolom I : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2: Diisi denganjenis pelayanan dasar 
Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah kabupatenJkota 
Kolom 8: Diisi sesuai denganjumlah Warga Negara penerirna layanan 
Kolom 9: Diisi sesuai denganjumlah kk penerima layanan 
Kolom 10: Diisi sesuai denganjumlah aparatJpetugas penerima layanan 
Kolom 11 : Diisi sesuai denganjumlah desa penerima layanan 
Kolom 12 : Diisi sesuai denganjumlah sasaran pemenuban tahun sebelumnya 
Kolom 13 : Diisi sesuai denganjurnlah alokasi anggaran tahun sebelumnya 
Kolom 14 : Diisi sesuai dengan sumber dana 
Kolom IS: Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke I 
Kolom 16 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke I 
Kolom 17 : Diisi dengan kolom IS dikalikan kolom 16 
Kolom 18 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2 
Kolom 19 : Diisi dengan harga satl/an keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2 
Kolom 20: Diisi dengan kolom 18 dikalikan kolom 19 
Kolom 21 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 
Kolom 22 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 
Kolom 23 : Diisi dengan kolom 21 dikalikan kolom 22 
Kolom 24 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 
Kolom 2S : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 
Kolom 26 : Diisi dengan kolom 24 dikalikan kolom 2S 
Kolom 27 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 
Kolom 28 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 
Kolom 29 : Diisi dengan kolom 27 dikalikan kolom 28 
Kolom 30 : Diisi dengan total penjumlahan kolom IS, kolom 18, kolom 21, kolom 24, dan kolom 27 
Kolom 31 : Diisi dengan total penjumlah kolom 17, kolom 20, kolom 23, kolom 26, dan kolom 29 

Jumlnh 8 iaya 
(xRp.l OOO) 

31 = 17 + 20 + 
23 + 26 + 29 
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FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KaRBAN BENCANA 

PROVINSI: 
KABUPATEN: 
TAHUN ANGGARAN · 

JENlS SUB KOMPONEN SASARAN 
PELAYANAN KEGIATAN PENGHITUNGAN PENERIMA 

DASAR KEBUTUHAN SPM SPM SUB-

SUB- URUSAN URUSAN 

BENCANA BENCANA 

] J , 5 

JUMLAH ALOKASI 
PENERIMA TARGET KINERJA 

SASARAN ANGGARAN 
LAY ANAN DASAR PEMENUHAN (TAHUN -( TAHUNKE I TAHUN KE 2 TAHUN KE 3 

~ 
Z 

Z (TAHUN SEBELUMNY A) -( 
-( SEBELUMNY A) Cl 
::> ffi s ::> ;- -« f::'" S 

~ -< 
~~ ~ ~g -< ~ ~ a~ -a '" g ~ '" ~ -a '" 0 ~ '" ~ '" '" - ~- ~ a 

;., 0 
~ a Ul ::> ~ ~ ~ § . ~ .e til ] ~~ ~ 

~~ ~ ~ Cl 
'" ~~'ll ;- :J:.)i :J:.)i 

'" .::> .::> 

6 8 / 0 II /) 13 " 15 / / 7"15.r16 /8 19 10"' 18X19 ]1 ]] 

I KOEFISIEN PROYEKSI . r O~NG 1 B~NG 1 HA~GA 
._--- ~-

KETERANGAN 
Kolom 1, diambil dari laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional pada tahun perencanaan 
Kolom 2, dirasionalisasi dari nilai laju pertumbuhan penduduk nasional di tahun perencanaan 
Kolom 3, diambil dari nilai laju inflasi nasional pada tahun perencanaan 

s -a " 0 

]:~ 
-!:: 

13 ,., lJX21 

TAHUN KE 4 TAHUN KE5 

S S 

~ " ~ ~ ~ g ~ a ~ -a .. g 
~ a ...... ~ -til §~ ; til ~ ~ § .- .e ;- :J:.)i ~~<>: ;- _ co ~ 

C 

14 15 6"'14X15 ]7 ]8 19- 17X18 

KONDISI AKHlR 51 
TAHUN 

I 

Iumlah 
arget Bi.y. 

xRp.IOOO) 

0 - 15 
+ /8+ 1 - ll'dO-+ 

1/ + 14 13 + 26 + 19 

+" 
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KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar 
Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar 

pelayanan minal sub-urusan bencana daerah kabupatenlkota 
Kolom 8 : Diisi sesuai denganjumlah Warga Negara penerima layanan 
Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah kk penerima layanan 
Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan 
Kolom 11 : Diisi sesuai denganjumlah des a penerima layanan 
Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya 
Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya 
Kolom 14 : Diisi sesuai dengan sumber dana 
Kolom 15 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1 
Kolom 16 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1 
Kolom 17 : Diisi dengan kolom 15 dikalikan kolom 16 
Kolom 18 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2 
Kolom 19: Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tabun ke 2 
Kolom 20 : Diisi dengan kolom 18 dikalikan kolom 19 
Kolom 21 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 
Kolom 22 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 
Kolom 23 : Diisi dengan kolom 21 dikalikan kolom 22 
Kolom 24 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 
Kolom 25 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 
Kolom 26 : Diisi dengan kolom 24 dikalikan kolom 25 
Kolom 27 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 
Kolom 28 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 
Kolom 29 : Diisi dengan kolom 27 dikalikan kolom 28 
Kolom 30: Diisi dengan total penjumlahan kolom 15, kolom 18, kolom 21, kolom 24, dan kolom 27 
Kolom 31 : Diisi dengan total penjumlah kolom 17, kolom 20, kolom 23, kolom 26, dan kolom 29 
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FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN 
KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 

PROVINSI: 
KABUPATEN : 
T AHUN ANGGARAN . 

TARGET REALISASI CAPAIAN(%) PROGRES KINERJA SPM PROGRES CAPAIAN SPM 
(%) (%) 

KOMPONEN 
SASARAN 

IENIS PENGHITUNGAN 
IPENERJMA CAPAIAN 

BOBOT TOTAL TOTAL 
NO. PELAYANAN SUB KEBUTUHAN SPM ~PMSUB. KELUARAN SATUAN MUTU KEPENTINGAN PROGRES 

SUMBER PERMASALAHAN KEGIATAN SUB· LAYANAN PROGRES ROGRES PROGRES DANA 
DASAR URUSAN BIAYA BIAYA (%) 

(%) 
KINERJA KINERJA CAPAJAN CAPAJAN 

URUSAN 
BENCANA VOLUME VOLUME FISIK KEUANGAN 

BENCANA xRp.1000) xRp.I OOO) KELUARAN SUB KELUARAN SUB 

(%) KEGIATAN (%) KEGIATAN 
BERJALAN BERJALAN 

(%) (%) 

J 2 3 4 5 6 7 8 9 JO lJ 12~ JO/8 J3~lJI9 14 J5 J6 ~ J7 ~ J8 J9 = 10 2J 
X(12+ J3+ J4) Z(1 5x I6) =X(l2+ J4) J(l5xJ8) 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urot 
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar 
Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrurnen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Pennendagri 101 tahun 201 8 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana 

daerab Kabupaten/Kota 
Kolom 8: Diisi denganjumlah target volume per jenis keluaran (output) sesuai fonnular S.C. l 
Kolom 9 : Diisi denganjumlah target anggaran per jenis keluaran (output) sesuai formulir S.C. 1 
Kolom 10 : Diisi denganjumlab realisasi volume per jenis keluaran (output) sesuai formulir S.C. l 
Kolom II : Diisi denganjumlab realisasi anggaran per jenis keluaran (output) 
Kolom 12 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output) 
Kolom 13 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output) 
Kolom 14: Diisi dengan persentase capaian mutu layanan 
Kolom 15 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen 
Kolom 16 : Diisi dengan progres kinerja spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambab keuangan ditambab mutu layanan) 
Kolom 17 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan spm berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 15 dengan kolom 16) 
Kolom 18: Diisi dengan progres capaian spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan) 
Kolom 19 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan SPM berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 18 dengan kolom 15) 
Kolom 20 : Diisi dengan sumber dana 
Kolom 21 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan 
Kolom 22 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan 

SOLUSI 

22 



NO 
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FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (DIISI DAN 
DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA) 

PROVINSI: 
KABUPATEN: 
T AHUN ANGGARAN . 

ENIS SUB KOMPONEN lSAsARAN 2 STATUS DARURAT BENCANA n BOBOT 
PROGRES KINERJA PROGRES CAPAIAN PELAYANAN KEGIATAN PENGHITUNGAN PENERJMA CAPAIAN RATA-RATA(%) KE PENTINGA 

~rM SPM DASAR SPM SUB- 5 § TARGET REALISASI CAPAlAN % N % (%) KEBUTUHAN SPM < 
SUB-URUSAN URUSAN 38 

TOTAL TOTAL ~ KOEFISlEN 

'" BENCANA BENCANA 
CO 0 JINDIKATO Z PROGRES PROGRES PROGRES fll ;;- Z ;z: z PROGRES ~ $ :I: < 8 ~ $ < <3 CAPAIAN CAPAIAN ¢'; < g R <:! i2~ :!i i2~ KlNERJA 

~ 
2 

~ ~ ~- =..J >- ~ :!i z Z KINERJA 
SUB KELUARA SUB 3 

~ -, ::; ~ LAYANAN(I Vl < ;:>< Vl <: ;:>< 
KELUARAN Ii: ::;~ Ii: ::; ~ KEGIATAN Vl 0 ;:>= .. K "'::. co x 10) ::> ;:> 

(%) KEGIATAN N § -. ~ § "- ~ ~ .J ~ BERJALA N (%) BERJALAN ~ 

(%) (%) 

21-X ]] X 
17=((IlX/3) ! 20=X 

(Capainn (Capainn 24= 
25= 26= 27=E(2JX26 1/ =8X9XI 15= 1 2XI lXl 18 =(151/)XIOO 

ix(20+21 +22 28 2 3 4 5 6 7 9 /0 12 /3 14 16 (8X9)) % 
19 (Capaia n Mutu 23 

ix(23X24) ix(20+21) ) 0 4 Keuan~an ) 
XI6XIOO"/o Fisik) Laynnnn 

KETERANGAN: 
Kolom I : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar 
Kolom 3-7: Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah KabupateniKota 
Kolom 8 : Diisi denganjumlah target volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n, sesuai formul ir 5.B.1 
Kolom 9 : Diisi denganjumlah kuantiti per jenis keluaran (output) untuk untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1 
Kolom 10 : Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B. 1 
Kolom II : Diisi dengan jumlah anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikali kolom 9 dikali kolom 10) 
Kolom 12 : Diisi sesuai dengan realisasi volume tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n 
Kolom 13 : Diisi sesuai dengan realisasi kuantiti tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n 
Kolom 14 : Diisi seusai dengan realisasi harga satuan tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n 
Kolom 15 : Diisi dengan realisasijumlah tiap-tiapjenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (kolom 12 dikali kolom 13 dikali kolom 14) 

~ 
~ 
~ 
~ 
UJ 
"-

Kolom 16 : Diisi dengan koefisien iodikator layanan berdasarkan ketercapaian indikator layanan pada tiap-tiap sub kegiatan di tiap-tiap jenis layanan dasar. (diisi angka 1 jika indikator layanan tercapai b:urang dari 24 jam, diisi angka 0 jika iodikator 
layanan tercapai lebih dari 24 jam) 

Kolom 17 : Diisi dengan perseotase capaian fisik untuk status darurat bencana n (volume dikali kuantiti realisasi dibagi dengan volume dikali h.'uantiti target) 
Kolom 18 : Diisi dengan persentase capaian keuangan untuk status darurat bencana n Qumlah rp realisasi dibagi dengan jumlah rp target) 
Kolom 19 : Diisi deogan persentase capaian mutu layanan 
Kolom 20 : Diisi dengan capaian fisik rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan 
Kolom 21 : Diisi deogan capaian keuangan rata-rata uotuk seluruh kejadian beocana pada tahun berjalan 
Kolom 22 : Diisi deogan capaian mutu layanan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan 
Kolom 23 : Diisi deogan bobot kepentingan tiap-tiap komponeo 
Kolom 24 : Diisi deogan progres kinerja tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan) 
Kolom 25 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan basil perkalian kolom 23 dengan kolom 24) 
Kolom 26 : Diisi deogan progres capaian spm tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan) 
Kolom 27: Diisi deogan total progres capaian sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 26) 
Kolom 28 : Diisi dengan sumber dana Kolom 29 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan 

iii 

'" .J 
0 
Vl 

29 30 
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FORM S.E.l PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA 

PROVINSI: 
KABUPATEN: 
T AHUN ANGGARAN : 

NO. KEGIATAN 

1 2 

1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana 1 

2 Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

3 Pelayanan Penyelamatan dan 
Evakuasi 

KETERANGAN 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama kegiatan 
Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

SUB KEGlATAN 

3 

lPenyusunan kajian risiko bencana 

Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana 

Penyusunan rencana penanggulangan bencana 

Pembuatan rencana kontinjensi (renkon) 

Pelatihan pencegahan dan mitigasi 

Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana 

Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

Respon cepat keiadian luar biasa penyakitlwabah zoonosis prioritas 
Respon cepat darurat bencana 

Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 

Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana 

JUMLAH 
-- - --- -- -

Kolom 4 : Diisi (1) jika direncanakan, diisi (0) jika belum termasuk dalam perencanaan tahun berjalan 

RENCANA KOEFISIEN 
PELAKSANAAN 

SUB 
TAHUN KEGlATAN 

BERJALAN 
4 5 

0,4 

0,6 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

0,1 

0,3 

3 

BOBOT 
KOEFISIEN KOEFISIEN TERTrMBANG (BT) 
KEGlATAN PENIMBANG TAHUN BERJALAN 

(%) 

6 7-4X5X6 8= i /(L7) 

0,17 

0,50 

0,33 

1 

Kolom 5 : Adalah koefisien sub kegiatan. Koefisien sub kegiatan layanan langsung adalah 2 kali (pembulatan) koefisien sub kegiatan layanan pokok. Total koefisien untuk setiap sub kegiatan adalah 1 
Kolom 6 : Adalah koefisien kegiatan (dihitung berdasarkanjumlah sub kegiatan pada setiap kegiatan dibagi denganjumlah total sub kegiatan). Total koefisien untuk setiap kegiatan adalah 1 
Kolom 7 : Adalah koefisien penimbang, yaitu hasil perkalian kolom 4 dengan kolom 5 dan kolom 6. 
Kolom 8 : Merupakan hasil perhitungan bobot tertimbang untuk tiap-tiap sub kegiatan. Total bobot harns 100 

: 
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FORM 5.E.2 REKAPITULASI KONERJA TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA 

PROVINSI: 
KABUPATEN: 
T AHUN ANGGARAN . 

NO. KEGIATAN 

1 2 
1 Pelayanan informasi rawan bencana 1 

2 

2 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan 3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 Pelayanan penyelarnatan dan evakuasi 9 

10 

11 

12 
~----

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar 
Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan 

SUB KEGIATAN 

3 

Penyusunan kaj ian risiko bencana 

Kornunikasi, inforrnasi dan edukasi rawan bencana 

Penyusunan rencana penanggulangan bencana 

Pernbuatan rencana kontinjensi (reokon) 

Pelatihan pencegahan dan rnitigasi 

Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana 

Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana 
kesiaosiagaan terhadao bencana 
Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap 
~encana 
Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis 
orioritas 
Respon cepat darurat bencana 

Aktivasi sistern kornando penanganan darurat bencana 

Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana 

Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang basil perbitungan pada form 5.A. l 

BOBOT 
TERTIMBANG 

(BT) 

4 

Kolom 5: Diisi dengan progress kinerja SPM berjalan. Hasil perbitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2 

PROGRES 
KINERJA 

BERJALAN 
(%) 

5 

Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress kinerja berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar 
Kolom 7 : Diisi basil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress kinerja berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan 
Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7 

KINERJAPER KINERJASPM 

LAYANAN SUBURUSAN KINERJA SPM 

BENCANA TAHUNX 
TAHUNX (%) 

(%) TAHUN X 
(%) 

6=X(5) 7=4X5 S=£7 

! 
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FORM 5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA 

PROVINSI: 
KABUPATEN: 
TAHUN ANGGARAN· - -

NO. KEGIATAN 

I 2 
1 Pelayanan infonnasi rawan bencana 

2 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

3 IPelayanan penyelamatan dan evakuasi 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar 
Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan 

SUB KEGIATAN 

3 

1 Penyusunan kajian risiko bencana 

2 Komunikasi, infonnasi dan edukasi rawan bencana 

3 Penyusunan rencana penanggulangan bencana 

4 Pembuatan rencana kontinjensi (renkon) 

5 Pelatihan pencegahan dan mitigasi 

6 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana 

7 lPengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana 
~esiapsiagaan terhadap bencana 

8 
Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

9 Respon cepat kejadian luar biasa penyakitJwabah zoonosis 
Iprioritas ~ 

10 Respon cepat darurat bencana 

11 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 

12 Pencarian. pertolongan dan evakuasi korban bencana 

Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.I 

BOBOT 
TERTIMBANG 

(BT) 

4 

Kolom 5: Diisi dengan progress capaian SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.I dan 5.D.2 

PROGRES 
CAPAlAN 

BERJALAN 
(%) 

5 

Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress capian berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar 
Kolom 7: Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress capaian berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan 
Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7 

CAPAIANPER CAPAIAN SPM 
I 

LAYANAN SUBURUSAN CAPAIAN 
BENCANA SPMTAHUNX 

TAHUNX (%) 
(%) TAHUN X 

(%) 
6=X(5) 7=4X5 S=£7 
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FORM 6.A.l DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN 
PENGEMIS 

PROVINSIIKAB/KOT AlKEC/DESA . 

JENIS 
TINGGAL DI HUB DGN KRT DAN 

NO NAMA N1K KELAMIN trrL ALAMAT DALAM 
KELUARGA 

/ 2 3 4 5 6 7 

Penyandang Disabilitas 

I I I 
2 I I 

Dst I 
JUMLAHTOTAI 

\ADak 
I 

2 
Dst I I I I I I 
UMLAHTOTAI 

Lanjut usia 

I I 1 I I 
2 I I I I I 
Dst I I I I I I 
IJUMLAH TOTAl 

IGelandangan Pcngcmis 

I I I I I I I 
2 I I I I I I 
Dst 1 I I 1 I I 
IUMLAHTOTAI 

Sumber Data: 
1. Hasil identifikasi DTKS 
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos KabIKota 
KETERANGAN: 
Kolom I : Diisi dengan nomor urnt 

KEPALA 
KELUARGA 

8 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

Kolom 2 : Diisi dengan nama penyandang disabilitaslanakllanjut usialgepeng 
Kolom 3: Diisi dengan NIK Kolom 4: Diisi dellganjenis kelamin 
Kolom 5 : Diisi dellgan tempat tanggallahir 
Kolom 6 : Diisi dengan alamat 

" O KK 

9 

I 
I 
I 

I 

1 
1 
I 

I 
I 

1 

Kolom 7 : Diisi dengan posisi tempat tinggalJdomisili apakab tiggal di keluarga (rumah) atau tidak 
Kolom 8 : Diisi den gall nomor kartu keluarga 

TINGGAL DI LUAR 
KELUARGA (PANT!. 
TERMINAL. PASAR, 

JALANAN DLL) 

/ 0 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

Kolom 9 : Diisi dengan posisi tinggal ketika di luar keluarga, apakab di panti, komunitas, jalanan, pasar, terminal, d11 
Kolom \0 : Diisi bubungan penerima pelayanan dengan kepala keluarga 
Kolom II : Diisi dengan status perkawinan 
Kolom 12 : Diisi dengan jellis pekeIjaan atan sekolah 
Kolom 13 : Diisi dengan jenis disabilitas, jika penyandang disabilitas 
Kolom 14 : Diisi dengan kondisi ketelantaran, apakab masih ada seseorang, keluarga atau masyarakat yang mengurus 
Kolom 15 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungan 

STATUS PEKERJAAN 
PERKAWINAN ISEKOLAH 

JJ /2 

I 
I 

I 
I 
I I 

I I 
I 1 
I I 

I I 
I I 
I J 

Kolom 16 : Diisi dengan kondisi ketelantaranjika masih memiliki keluarga, tetapi mengalami tindak kekerasan, perlakukan salah eksploitasi, dan penelantaran 
Kolom 17 : Diisi dengan keterangan tamballan 

KONDISI KETRELANTRAAN 

RENTAN MENGALAMl 
MASIH MEMlLlKI KELUARGA. TEl" API MENGALAMI JENlS KELUARGNMASYARA 

TINDAK KEKERASAN. PERLAKUKAN SALAH D1SABILIT AS KAT/SESEORANG TINDAK KEKERASAN DARI 
EKSPLOIT ASI. DAN PENELANTARAN 

TlDAK MENGURUS LINGKUNGAN 

/3 14 /5 /6 

I 

I 
I 

I I I 

I I I 
I I I 
I 1 1 

I I I I 
I I I 1 
I I I I 

KET 

/7 

I 
I 
I 

I 
I 

J 

I 
I 
I 
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FORM 6.A.2 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SO SIAL (SDM KESOS) 
PROVINSI/KAB/KOT AlKECIDESA . 

NAMA 
NAMA KELEMBAGAANI SARANA PRASARANA TEMP AT STATUS SDM REKRUITMEN DAN PEMBINAAN 

~O JENIS SDM KESOS (PEKSOSI PENSOSITKS 
lRELAWAN SOSIAL) 

BEKERJA 
ASN 

1 3 3 4 5 

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar Anak telantar Lansia Terlantar Gelandnagan Pengemis di dalanl panti/lembaga 
1 - UPTD (panti Sosial Penyandang Disabilitas 

- Panti Sosial Masyarakat 
2 - LKS 

- Rumah singgah 

Dst - Puskesos 
- SLRT 

rrotal 

Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana pada saat dan setelal1 tanggap darurat bencana 
1 

2 
Dst 

- Dapurumum 
- LOP 
- Manajemen logistic 
- Manajemen Shelter 
- TRe 
- Keposkoan 
- KSB 

Total 

Sumber Data: 
1. Hasil identifikasi DTKS 
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Prov/KablKota 

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan nama SDM kesos 
Kolom 3 : Diisi denganjenis SDM kesos, apakah pekerja sosial, penyuluh so sial, tenaga kesos, atau relawan so sial 
Kolom 4 : Diisi dengan jenis nama kelembagaan atau sarana prasarana tempat SDM kesos bekerjalberaktifitas 
Kolom 516 : Diisi dengan status SDM kesos, apakah ASN atau SDM masyarakat 
Kolom 7 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos 
Kolom 8 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos 
Kolom 9 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos 
Kolom 10 : Diisi dengan keterangan lainnya 

MASYARAKAT PUSAT PROVINSI KAB/KOTA 
6 7 I 8 I 9 

KET 

10 



FORM 6.A.2 

KABUPATEN: 
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DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASARPADA SPM BIDANG 
SOSIAL DAERAH KABUPATEN 

JUMLAH SARANA PRASARANA KONDISI SARANA PRASARANA TINOKA T KERUSAKAN 

NO 
JUMLAH PENERIMA PELA V ANAN DASAR 

SHELTER! KENDARAAN TRC 
Y ANO MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA 

RUMAH PUSKESOS CALL KHUSUS KETELANT 
CENTER SINGGAH KEDARURATAN ARAN 

1 1 J , 5 6 7 

Rchabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas lcrlantar, an:U: tcrlantar. Janj ut usia ter1antar, dan gclrutdangan pengemis di luar panti sosiaJ 

I 
umlah total penyandang disabilitas terlantar yang 
cmerlukan Iayonan di luar pantilIcmbaga 

2 
umlllh tota1 anak tcrlantar yang memerlukan 
a ';lJl:ln di luar oantillcmbaRa 

3 

umlah tolal lanjut usia. tcrlantar yang mcmerlukan 
avanan di IUaf pantillcmbaga 

4 

umlah total gclandangan pcngcmis yang 
mcmcrlukan layanan di luar Dantillcmb.uta 

otal sarona prasarnna yang ada 

umlah sarana prasarana yang dibutuhkan 

Pcrlindungan dan jominan sosial bagi korban bcncana pada S3al dan setclah tanggap darurat bcncana kabupaten/ko<a 

I Estimasi . umlah korban bcncana kabupatenlkota 

otaI sarpros yang ada 

uml"" sarpros yang dibutuhkan 

Sumber Data: 
1. Hasil identifIkasi DTKS 
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Provinsi 
KETERANGAN: 
Kolom I : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan jumlah total (PDpulasi) penerima pelayanan dasar yang membutulIkan sarana prasaeana 
Kolom 3: Diisi denganjumlah sarana prasarana shelter/rumah singgah 
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana pusat ksejahteraan sosial 
Kolom 5 : Diisi dengan jumJah sarana prasarana call center 
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kendaraan khusus kedaruratan 
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC ketelantaran 
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana dapur umum 
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana LOP 
Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen logistik 
Kolom II : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen shelter 
Kolom 12 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana keposkoan 
Kolom 13 : Diisi denganjumlah sarana prasarana kampung siaga bencana 
Kolom 14 : Diisi denganjumlah sarana prasarana TRC bencana 

DAPUR MANAJE~fEN MANAJEMEN 
KEPOSKOAN KSB TRC SANOAT KURANO REN DAH SEDANO BERAT 

UMUM LDP LOGISTIK SHELTER BENCANA BAlK BAlK BAlK 

8 
, 

10 JJ 11 IJ I ' IJ 16 17 18 I ' 10 

---
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FORM 6.B. 1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI 
INDlKA TOR SPMI SUB TARGETIPEMENUHAN 

JENIS LAY ANAN PENERJMA LAY ANAN ST ANUAR LAY ANAN SPM KOMPONEN BIA Y A PERHITUNGAN 
KEGIATAN 

I 2 3 4 5 6 7 

Rehabilitasi Sosial Dasar Peny.ndang Disabilitas Standar Jumlab dan Kualitas Persentase (%) Peoyandang Tecpenubiny. kebutullan dasar 
Peoyandang Dis.bilitas Terlantar Terlantar di Wilayah Provinsi Barang danlatau jasa Disabilitas Terlantar yang penyandang disabilitas terlantar di RUMUS: 
di Dalam Panti tecpeouhi kebutuban dasamya di dalam panti X = Jumlah Peoyandang Disabilitas Terlantar di d.laro Panti y.ng 

dalam panti erpenuhi kebutuban d.samy •. 
Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di daecab provinsi 
ang membutubkan reh.bilit.si sosial dasar di d.lam ponti. 

Indikator Kineria = XIY x 100% 

A. Standar Biay. Prib.di a. Penyediaan Pennakanan (a)jumlab peoyandang Disabilitas Terlantar penerima pennakanan di dalam Kategori I bagi da_cab yang sudab memiliki panti Pelly.nd.llg 
Dis.bilitas panli per tabun; Disabilitas. 

(b )jumlab bari pemberian layanan permakanan dalam I (satu) tabun; RUMUS =a x bx c 
(c) indeks permakanan perorang per hari; 

Kategori 2 bagi d.erab yang belum memiliki panli Penyandang (d) pengadaan sarana prasarana dapur; dan 
(e) bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Disabilitas. 
Pemerintab Daerab provinsi. RUMUS = (a x bx c) + d 

Kategori 3 bagi da_rab yang belulll memiliki panli sosial 
Peoyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik 
Imasyarakat di wilayalmya. RUMUS = e 

B. Standar Sarana dan Prasarana b. Penyediaan Sandang (a) pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian RUMUS - a+b+c+d+e+f 

Panti Sosial Iolabraga 1 (satu) stel, dan paksian dalam 6 (enam) bnab per tabun; 
(b) pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; 
(c) pembelian kebutuban kIlusus uotuk: anak perempuan, balita, dan yang 
mengalami bedridden seliap bulan; 
(d) pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tabun; 
(e) perlengkapan ibadab sesuai dengan agama anak per tabun; dan 
(f) transportasi petugas. 

I.Standar SDM c. Peoyediaan asracna yang (a) biaya pembangunan gedung baru; Kategori I bagi daerab yang sudab mcmiliki panti Penyandang 
mudall diakses (b) biaya pemeliharaan gedung dan saran a prasarana; Ioisabilitas. 

(C) dukuogan sarana dan prasrana untuk panli milik masyar.kat. RUMUS = b 

Kategori 2 bagi daecab yang belum memiliki panti Penyandang 
Disabilitas dan marnpu menyediakan anggaran. 
RUMUS = a+b 

Kategori 3 bagi daerab yang belulll memil iki panli sosial 
Penyandallg Disabilitas dapat mcrujuk ke panti sosial milik 
masyarakat di wilayaboya. RUMUS = c 



134 

JENlS LAY ANAN PENERIMA LAY ANAN STANDARLAYANAN INDlKA TOR SPMI SUB ARGETIPEMENUHAN KOMPONEN BIA Y A PERHITUNGAN 
KEGIATAN SPM 

I 2 3 4 5 6 7 
2,Standar sarana dan d. Penyediaan alat bantu (a) kursi rod .. Sesuai kebutuhan 

prasarana kh) kaca mata, 
(c) pemerikasaan dan pengukuran, sena penyediaan alat bantu, 
(d) alat bantu dengar, 
e) kruk, 

(I) tripod, 
(g) tongkat putib. 
(b) reglet (alat tulis untuk tuna nelra), dan 
i) transpon petugas. 

e. Penyediaao a) obat psikiatri; 1iesuai kebutullan 

perbekalan kesehatan di (b) obat nmnm; 

dalam panli c) tensimeter; 
d) tirobangan; 
e) pengukur tioggi badan; 
I) pengukur gula darah; 

(g) termometer; 
(11) honor perawat; 
(i) biaya k-unjungan dokter; 
(j) biaya k-unjungan psikiater; dan 
(k) biaya kunjungan pekeIja sosial medis. 

r. Pemberian bimbingan fisik, a) honor pekeIja sosial profesional1 tenaga kesejahteraao sosial ; RUMUS - a + b + c 

mental spiritual, dan sosia! b) pembelian alat peraga; 
c) pembelian alat tuIis kantor. 

g. Pemberian bimbingan a) honor pekeIja sosia! profesional1 tenaga kesejahteraao sosial ; ~UMUS - a + b+c 

aktivitas hidup sehari- hari (b) pembelian alat peraga; 
(c) pembelian alat tulis kantor. 

h. Fasilitasi pembuatan Nomor (a) biaya transponasi pekeIja sosial profesionaV tenaga kesejallteraao sosial; RUMUS-a + b 

Induk Kependudukan dan 
(b) biaya Iransponasi penyandang disabilitas. 

i. Akses ke layanan pendidikan (a) biaya Iransportasi pekerja sosial1 tenaga kesejahteraan sosial; dan RUMUS-a + b 

dan kesehatan dasar (b) biaya transponasi penyandang disabilitas. 

Pemberian pe!ayanan Biaya peIjalanan pekerja sosia! profesional, esuai dengan standar biaya 

penelusuran keluarga 

k. Pemberian pelayanan a) biaya peIjalanan atau transpon pekeIja sosia! profesional; esuai dengan staodar biaya 

reunifikasi ke!uarga (b) biaya transpon penyandang disabilitas terlantar; dan 
c) biaya peIjalanan dalarn rangka penguatan sebelurn dan sesudah reunifikasi 

keluarga 
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FORM 6.B.2 PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI 

JENlS LAY ANAN PENERIMA ST ANDAR LAY ANAN INDlKA TOR SPMI SUB TARGET~EMENUHANSPM KOMPONEN BfA Y A PERHITUNGAN LAYANAN 
KEGIATAN 

1 2 3 4 5 6 7 
Rehabililasi Sosial ~ak Terlanlar di wiJayah Slandar Jumlab dan Kualilas Persenlase (%) Anak Terlantar erpenuhinya keburuhan dasar penyandang disabilitas RUMUS: 
Dasar Anak Terlantar di provinsi ~arang dan/atau Jasa : ang lerpenuhi kebutuhan erlanlar di dalarn panti X = Jumlah Anak Terlantrar di dalam Panti yang terpenulti 
Dalarn Panti dasamya di dalarn panti "ebuluhan dasamya. 

Y = Populasi Anak Terlanlar di daerah provinsi yang 
membutuhkan rehabUilasi sosial dasar di dalarn panti. 
Indikalor Kinerja = XIY x 100% 

A. Slandar Biaya Pribadi Anak . Pengasuhan (d)Jumlah lenaga kesejahleraan sosial; RUMUS - a x bx c 

(e) Jangka wakID pemberian layanan; 
(f) Indeks honor 

B. Slandar Sarana dan Prasarana b. Penyediaan permakanan (a)Jumlah anak lerlantar penerima permakanan di dalarn Kalegori I bagi daerah yang SUdall memiliki panti sosial 
Panti Sosial ~anti per Ialmn; Anak Terlantar. 

(b )Jumlall hari pemberian layanan permakanan RUMUS =ax b x c 
I.Slandar SDM dalarn I (saru) lahun; Kalegori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial 

(c) Indeks permakanan per orang per hari; Anak Terlantar. 
(d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur; RUMUS =(a x b x c) + d 

.Slandar sarana dan prasarana (e) BanNan permakanan dengan slandar hiaya sarna dengan Kalegori 3 bagi daerah yang belurn memiliki panti sosial 
~anti sosial milik Pemerinlah Daerah Provinsi. sosial Anak Terlantar dapal merujuk ke panti sosial milik I 

masyarakal di wilayabnya. RUMUS = e 

~ . Penyediaan sandang (a) Pembelian pakaian lerdiri alas pakaian seragam sekolah, RUMUS-a + b +c + d + e + f 

tpakaian harian 4 (empal) sleL pakaian dalam 6 (enam) buah 
tper lahun; 
(b) Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; 
(c) Pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan 
[balita setiap bulan; 
(d) Pembelian alas kaki lerdiri atas sandal dan separu per 
tahun; 
(e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak per 
ahun; 
(f) Transport perugas. 

d. Penyediaan asrama yang (a) biaya pembangunan gedung barn; Kalegori I bagi daerall yang sudall Illemiliki panti sosial 
mudah diakses (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; Anak Terlanlar. 

(C) dukungan sarana dan prasrana untuk panli milik RUMUS=b 
rnasyarakat. 

Kalegori 2 bagi daerah yang belum memiliki panli sosial 
Anak Terlantar dan mampu Illenyediakan anggaran. RUMUS 
-a + b 

- .- "-----._-
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JENIS LAY AN AN PENERlMA STANDAR LAYANAN INDIKATOR SPMI SUB TARGET~EMENUHANSPM KOMPONEN BlA Y A PERHITUNGAN 
LAYANAN 

KEGIATAN 
1 2 3 4 5 6 7 

Kategori 3 bagi daeralt yang belum memiliki panti sosial 
Anak Terlantar dapa! merujuk ke panti sosial milik 
rnasyarakat di \Vi layahnya. 
RUMUS= c 

e. Penyediaan (a) Gbat umum; Sesuai dengan kebutuhan 

perbekalan kesehatan di (b )T ensimeter; 

dalam panti (C)Timbangan; 
(d) Pengukur tinggi badan; 
(e) T ermometer; 
(f) Honor perawat; 
(g) Biaya kunjungan dok'ter. 

f. Pemberian bimbingan fisik, (a) Honor pekerja sosial profesional; RUMUS -a + b + c 

mental spiritual, dan sosial (b) Pembelian alat bermain anak; 
(C) Pembelian alat tulis kantor. 

~. Pemberian bimbingan (a) Honor pekeIja sosial profesional; RUMUS-a + b + c 

~1:ivitas h.idup sehari-hari (b) Pembelian alat peraga; 
(C) Pembelian alat tulis kantor. 

". Fasilitasi pembuatan akta (a) Biaya transport PekeIja Sosial ProfesionaVTenaga RUMUS-a + b 

~elahiran, nomor induk Kesejahteraan Sosial; 

~ependudukan, dan kartu (b) Biaya transport anak. 

identitas anak 

i. Akses ke layanan pendidikan (a) Biaya transport PekeIja Sosial ProfesionaV Tenaga RUMUS - a + b +c 

dan kesehatan dasar Kesejahteraan Sosial; 
(b) Biaya transport anak; 
(c) Perlengkapan sekolah terdiri atas baku, tas sekolalt, dan 
alat tulis. 

'. Pemberian pelayanan Biaya perjalanan pekeIja sosial profesional, Sesuai dengan standar biaya 

penelusuran keluarga I 
I 

k. Pemberian pelayanan (a) Biaya peIjalanan atau transport pekeIja sosial profesional; Sesuai dengan standar biaya 

reunifikasi keluarga (b) biaya transport anak terlantar; dan 
(C)biaya peIjalanan dalam rangka penguatan sebelmn dan 
sesudah reunifikasi keluarga. 

(a) Biaya peIjalanan atau transport Pekerja Sesuai dengan standar biaya 

I. Akses ke layanan pengasuhan Sosial Profesional; 
kepada keluarga nengganti l(b) Biaya transport anak terlantar. 
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FORM 6.B.3 PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI 

JENIS LAY ANAN PENERIMA LAY AN AN ST ANDAR LAY ANAN INDIKA TOR SPMJ SUB TARGET~ENffiNUHANSPM KOMPONEN BIA Y A PERHlTUNGAN 
KEGIATAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Rehabilit3Si Sosial Lanjut Usia Tcrlantar di wilayah Standar lumlah dan Kualitas Barang Pcrscntasc (0/0) Lanjut Usia Tcrkmtar erpenuhioya kebutuhan dasar lanjut usia tcrlantar di dalam RUMUS: 

Dasar Lanjut Usia Tcrlantar di Dalam ~rovins i ~atau Jasa : yang tcrpenuhi kcbutuhan dasamya di anti X = lumlah !.anju. Usia Terlantrardi tbIam 

Panti dalam panti Panti yang lcrpenuhi kebutubao dasamya. 

tv = Populasi Lanjut Usia Terlantar di dZlcrah provinsi yang 

nlcmbutuhkan rchabilitasi sosial dasar di dalrun panti . 

Indikator KineTjn = XJY x 100% 

A. Standar Biaya Pribadi Lanjut Usia . Pcnyediaan Permakanan (a) Jumlah Lanjut Usia Terlantar pencrima pennakanan di dalam panti Katcgori 1 bagi dn.crah yang sudah mcmiliki panti sosinl L.'U1jut Usia 

""r labun; crlnatar. 

(b) lwnlah hari pcmbcrian I.yanan pcnnakanan tbIam I (saru) labuo; RUMUS = a xb x c 
(C) Indeks permakanan pcr orang per hari; 

B. Staodar Sarana dan Prasarana Panti (d) Pengadaan samoa dall p= dapur, Katcgori 2 bagi dacrah yang belum mcmiliki pallti sosial Lanjut Usia 

Sosial (e) Bantuan pcnnakanan dengan standar biaya. sarna dengan panti sosial crlantar. 

milik Pcmcrintah Daerah Provinsi. RUMUS = (ax bxc )+d 

I.SlandarSDM Kategori 3 bagi dacrah yang bclum memiliki panti sosial L.1njut Usia 

crlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilay:lhnya. 

RUMUS =c 

2.Standar sar:ma dan pmsarana b. Pcnyediaan Saadang (a) Pembelian pakaian terdiri alaS pakaian harian 4 (empat) stel. pakaian RUMUS =3.+ b + c+d+e+ f 

\ahraga \ (salu) stel, dan pakaian daIam 6 (enam) buah per tabun; 

(b) pembelian perlcngkapan mandi setiap bulan~ 
C) pembelian keburuhan khusus untuk lanjut usia yang mengalami 

bedridden setiap bulan; 

(d) Pcmbelian alas leaki terdiri alas sandal dan sepatu per tallUo; 

(e) Perlcngkapan ibadah sesuai dcngan agama per tahun; 

(1) T mnspnrt pctugas. 

Pcnycdiaan asrama yang mudah (a) biaya pemballgunan gcdung baru; Katcgori I bagi cbcrah yang sudah mcmiliki panti sos ial Lanjut Us ia 

diakscs (b) biaya pcmeliitaraan gedung dan sarona pr.lSarana; crlnatar. 

(C) dul.."Ungan sarana dan prasrana untuk paoti milik masyarakat. RUMUS = b 

Katcgori 2 bagi dacrah yang bclum memiliki panti sosial Lanjut Usia 

crlantar. 

RUMUS = .+b 

Kategori 3 basi dacmh yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia 

~crlantar dapat merujuk ke panti sosial mi.lik masyarakat eli wilaynhnya. 

RUMUS = c 

- -_ . _ ._-- --
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JENIS LAY ANAN PENERfMA LAY ANAN ST ANDAR LAY ANAN INDlKA TOR SPM/ SUB TARGET~EMENUHANSPM KOMPONEN BIA Y A PERHITUNGAN 
KEGIATAN 

I 2 3 4 5 6 7 

d. Penyediaan alat bantu a) Kursi roda, Sesuai den gall kebutuhan 

(b) kaea mata, 
c) pemerikasaan dan pengukuran, serto penyediaan alat 

bantu dengar, 
d) kruk, 
I) Lansia walker; 
g) tripod, 

(h) tongkat; 
i) transport petugas. 

e. Penyediaan a) Obat urnum; Sesuai dengan kebutuhan 

perbekalan kesehatan eli ~) Obat kbusus; 

dalam panti sosial c) T ensimeter; 
d) Timbangan; 
e) Pengukur guta darah, kolesterol, dan asam urat; 

(I) Termometer; 
(g) Honor perawat; 
PI) Biayo kunjungan dokter; 
i) Biaya kunjungan psikiater; 
~) Biaya kUlljungan pekeIja sosial medis. 

f. Pemberian bimbingan fisik, a) honor pekeIja sosial profesionall tenaga kesejabteraan RUMUS - a + b + c+ d 

mental spiritual, dan sosial sosial; 
b) pembelian a1at peraga; 
c) pembelian a1at tulis kantor; Pembelian bahan/ alat pengisi 

waktu luang. 

g. Pemberian bimbingan a) Honor pekerja sosial profesionall Tenaga Kesejabteraan RUMUS a+b + e 

aktivitas hidup sehari-hari Sosial; 
b) Pembelian alat peraga; 
c) Pembelian alat tulis kantor. 

h. Fasilitasi pembuatan Nomor a) Biayo transport pekerja sosial profesionall tenaga RUMUS-a+b 

~Iduk Kependudukall kesejallteraan sosial; 
(b) Biaya transport lanjut usia. 

i. Akses ke loyanan kesel18tan a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga RUMUS-a + b 

dasar kesejahteraan sosial; 
(b) Biaya transport lanjut usia. 

i. Pem berian pelayanan Biaya peIjalanan pekeIja sosial profesional, Sesuai dengan standar biaya 

[k. peneJusuran keluarg. 

I. Pemberian pelayanan a) Biaya peIjaianan atau transport pekeIja sosial profesional; Sesuai dengan standar biaya 

reunifikasi keluarga (b) Biaya transport lanjut usia terlantar; 
c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelurn dan 

sesudab reunifikasi keluarga. 

m. Pemulasaraan a) Paket biaya pemulasaraan; RUMUS - a + b 
(I) Transport petugas. 

'---- ---
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FORM 6.B.4 PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI 

JENIS LAY ANAN PENERIMA LAY ANAN ST ANDAR LAY AN AN INDIKATOR SPMJ SUB TARGET~EMENUHANSPM KOMPONEN BIA Y A PERHITUNGAN 
KEGIATAN 

I 2 3 4 5 6 7 

Rehabilit.si Sosial Gelandangan dan Pengemis di Standar Jwnlab dan Kualitas Barallg Persentase (%) Gelandangan dan efllenuhinya kebutuhan dasar 
RUMUS: 

Dasar Gelandangan dan lvilayab provinsi dan/atau Jasa : Pengemis yang tefllenuhi kebutuhan Gelandangan dan Pengemis eti d.larn 
X = Jumlab Gelandangan dall Pengemis di dalam Panti yang terpenubi 

Pengemis di dasarnya di dalara panti »anti 'cbutuhan dasamya. 
IDalam Panti Y = Populasi Gelandangan dan Pengemis di daerah provinsi yang 

membutubkan rehabilitasi sosial dasar di dalam p. nti. 
lndikator Kineria = XN x 100% 

IA. Standar Biaya Pribadi Gelandangan a. Penyediaan Pennakanan (a) Jumlab gelandangan dan pengcmis penerima pennakanan Kategori I bagi daerab yang sudab memiliki panti sosial Gelandangan 
dan Pengemis di dalam panti per tabun; ~an Pengemis. 

(b) Jwnlab hari pemberian layanan pennakanan dalam I RUMUS = axbxc 
(satu) tabun; 

B. Standar Sarana dan Prasarana Panti (C) Indeks pcrmakanan per oraug per han; Kategori 2 basi daerab yang belurn memiliki panti sosial Gelandangan 
Sosial (d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur; ~an Pengemis. 

(e) Bantu." pennakanan dengan standar biaya sama dengan RUMUS = (ax b xc)+d 

I.Standar SDM panti sosial milik Pemerintah Daerab provinsi. Kategori 3 basi doerall yang belum memiliki pallli sosial Gelandangau 
dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik Illasyarakat di 
wilayalmya. 
IIMT ' ~ -

12.Standar sarana dan prasarana b. Penyediaan Sandang 
(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, 

RUMUS a + b+c + d +e+ f 

pakaian hanan 4 (empat) stel, pakaian dalarn 6 (enam) buab 
per tahun; 
(b) Pembelian perlengkapan maudi setiap bulan; 
(C) Pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan 
balita setiap bulan; 
(d) Pembetian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per 
tahun; 
(e) Perlengkapan ibadab sesuai dengan agamauya per tabun; 
CO Transport petugas. 

c. Penyediaan asramal wisrna yang (a) biaya pembangunan gedung baru; Kategori I basi doerab yang sudab memiliki pallti sosial Gclandangll.ll 
mudab diakses (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; ~an Pengemis. 

(C) dukungan sarana dan prasrana untuk panli 
RUMUS = b 

milik masyarakat. Kategori 2 basi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan 
dan Pengemis. 
RUMUS = a+b 
Kategori 3 basi daerah yang belum memiliki ponti sosial Gelandangau 
dan Pengemis dapat merujuk ke panli sosial milik rnasyarakat di 
wilayalrnya. 
RUMUS = c 

d. Penyediaan (a) Obat urnum; Sesuai dengan kebutuhan 

perbekalan kesehatan di dalarn (b) T ensimeter; 
panli (C) Iin,bll.l,gan; 

(d) Pengukur linggi badan; 
(e) Iermometer; 
(t) Honor perawat; 
(g) Biaya kunjungan dokter. 

.. - ----- --- - ----
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JENlS LAY ANAN PENERIMA LAY ANAN ST ANDAR LAY ANAN INDlKA TOR SPM/ SUB TARGET/PEMENUHAN SPM KOMPONEN BIA Y A PERHITUNGAN 
KEGIATAN 

I 2 3 4 5 6 7 

Pcmbcrian bimbingan fisik, menml (a) Honor pekcrja sosial profcsional; RUMUS = . + b + c 

spiritual, dan sosial (b) Pcmbclian alat bermain anak; 

(C) Pembclian alaI tulis kantor. 

f. f. Pemberian bimbingan kctcrampiL:m (a) Honor pekerja sosial profcsional; RUMUS . + b 

~idup ",bali-bali (b) Pcmbelian alaI IUlis kanlor. 

g. Pcmberian bimbingan kcterampilan dasar (a) Honor insttukrur; RUMUS a + b + c 

(b) Bahan kClerompilan; 

(c) AIM kelcrompilan. 
, 

h. Fasilitasi pcmbuatan Nomar lnduk (a) Biaya transport pckcrja sosial profesionall tenaga kcscjahteman RUMUS . + b 

Kc:pendudukan, sosial; 

Kartu Tanda Pcnduduk. Akta (b) Biaya transport gclo.nciangan dan pengemis. 

Kclahimn, Suml Nikah. danlatau 

Kanu Idcntitas Anak 

i. Akses ke Jayaoan pendidikan dan RUMUS = .+b+c 

kesehatall dasar (a) Biaya tr3J1sport pekcrja sosial profesionaU tenaga. kescjahtcrnan 

sosial; 

i(b) Biaya transport gelandangan dan pengemis scrta kcluarganya; 
;. PemulanJta,n kc (a) Biaya tr.lllSport pckcrja sosial profes ionaV tenaga kcscjahtcman [RUMUS - . + b 

daerah asaI 
sosial; 

--



FORM 6.B.5 

JENIS LAY ANAN 

I 

Rehabilitasi Sosia! dasar 
penyandang disabititas terlantar, 
anak terlantar, lanjut usia 
terlantar, serta gelandallgan 
pengemis di luar panti 
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PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT 
USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI 

TERLANT AR, SER A GELANDANGAN IS DI LUARPANTI 

PENERIMA LAY AN AN ST ANDAR LAY AN AN INDIKA TOR SPMI SUB TARGET/PEMENUHAN SPM KOMPONEN BIA YA PERHITUNGAN 
KEGIATAN 

2 3 4 5 6 7 

Penyandang disabilitas terlantar, Stalldar jumlab dan kualitas Persentase (%) penyandang erpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas RUMUS: 
anak terlantar, lanjut usia barang danlatau jasa disabilitas, anak, lanjut usia, erlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta X = Jumlab Penyandang Oisabilitas Terlantrar, Anak Terlantar, 
erlantar, serta gelandangan serta gelandangan dan pengemis gelandangan pengemis di luar panti Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang 
~engemis di \vilayab ang terpenuhi kebutuhan erpenuhi kebutuhan dasarnya. 
IKabupatenlkota dasarnya di luar panti Y = Populasi Penyandang Oisabilitas Terlanlar, Anak Terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di daerab 
kabupatenlkota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di Illar 
panti. 

In~; btnr 

A. Standar biaya pribadi a. Layanan data dan pengaduan (a) Honor petugas; RUMUS - (a x b) + c + d + e 

penyandang disabilitas, anak, (b )Jumlab pelugas; 

lanjut usia, dan gelandangan (c)AJat pengelolaan data (komputer, printer); 

dan pengemis (d)Alat tulis kantor; 
(e) Sewa jaringan internet. 

B. Standar sarana dan prosarana b. Layanan kedaruratan (a) Transport pelugas; Kategori I bagi daerab yang sudab memiliki kendaroan khusus 
LKSI mmab singgph (b) Pembelian kendaroan khusus layanan rehabilitasi layanan rehabilitasi sosia! dasar di luar panti. 

sosial dasar di luar panli ; RUMUS=c + d 
(C) Pemetiharoan kendaraan; 

I.Standar SOM (d) Honor pelugas lim reaksi cepat. 

Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaroan khusus 
layanan rehahilitasi sosial dasar di luar panti dan marupu melakukan 
pengadaan kendaraan barn dan pembiayaan pemeliharaan. 
RUMUS=b +c+ d 

2.Standar sarana dan prasarana Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus 
layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu 
melakukan pengadaan keodaraan barn. 
RUMUS =a + d 

c. Peoyedioan permakanan (a) Penerima layanan per tabun; RUMUS - (a x b xc) + d 

(b )Jumlab hari pemberian layanan permakanan 
dalaru 1 (salu) tabun; 
(C) Indeks permakanan per orang per hari; 
i tl\Tron,nnrt ",,",n, 

d. Penyediaan saodang a) Pembelian pakaian; RUMUS - a + b + c + d + e 

b) Pembelian perlengkapan mandi; 
(c) Pembelian kebutuhan khusus untuk: 
perempuan dewasa, batita, dan yang 
menga!arui bedridden; 
(d) Pembelian alas kaki; 
(e) Transport pelugas. 
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JENIS LAY AN AN PENERIMA LAY ANAN ST ANDAR LAY AN AN INDIKATOR SPMI SUB T ARGET/PEMENUHAN SPM KOMPONEN BlA Y A PERHITUNGAN 
KEGIATAN 

I 2 3 4 5 6 7 

e. Penyediaan alat banru a) kursi roda; RUMUS - a+b + c + d + e + f + g + h + i + j 

b) Kaca mata; 
c) Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta 

penyediaan alat banru; 
d) Alat banru den gar; 
e) Kruk; 
I) Tripod; 
g) Tongkat putih; 

KII) Reglet (alat tulis untuk tuna netra); 
i) Transport perugas; 
~2 Trans]lmtJJenerima iayanan. 

f. Penyediaan a) Obat umum; RUMUS-a + b + c + d + f 
perhekaian kesehatan (b) Timbangan; 

c) Pengukur tinggi badan; 
d) T ermometer; 
e) Transport perugas; 

(I) Transport penerima layanan. 

~. Pemberian bimbingan fisik, a) Honor pekeIja sosial; RUMUS - a + b + c + d 

mental spirirual, dan sosial (b) Tali asib tenaga kesejahteraan sosia\! relawan 
sosia1; 

c) Pembelian alat peraga; 
d\ Transnort nerugas. 

[h. Pemherian bimbingan sosial a) Tali asib tenaga kesejabteraan sosia\! relawan RUMUS-a + b + c 

kepada keluarga penyandang sosial ; 

disabilitas terianlar, anak Kb) Pembelian a1at peraga; 

lerlantar, lanjul usia c) Transport perugas. 

terian!ar, seTta gelandangan 
i. pengemis dan 

'. Fasilitas pembuatan nomor a) Transport perugas; RUMUS-a + b 

induk kependudukan, akta ~) Transport penerima layanan. 

kelahiran, surat nikah, dan 
kartu identitas anak 

. Akses ke layanan pendidikan a) Transport perugas; RUMUS-a + b 

dan kesehalan dasar ~ i Transport penerima layanan. 

I. Pemherian pelayanan Biaya peIjaianan pekerja sosial profesional. Sesuai dengan standar biaya 

penelusuran keluarga 

DLPemberian pelayanan a) Biaya peIjalanan alau transport pekeIja sosial Sesuai dengan slandar biaya 

reunifikasi keluarga profesional; 
(b) Biaya transport penerima layanan; 
c) Biaya peIjaianan daJam rangka penguatan 

sehelum dan sesudab reunifikasi keluarga. 

n. Layanan rujukan a) Transport perugas; RUMUS a+b 
Il) Transport penerima manfaa!. 
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FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KaRBAN BENCANAALAM DAN SOSIAL KABUPATEN 

JENIS LAY ANAN PENERIMA STANDAR INDIKA TOR SPMI 
TARGET~EMENUHANSPM KOMPONEN BIA Y A PERHITUNGAN 

DATA YANG 
LAYANAN LAYANAN SUB KEGIATAN DIBUTUHKAN 

} 2 3 4 5 6 7 8 
Pcrlindungan sosia1 korban Korban bcncana alam dan Standar jumlah dan kualitas Pcrscntase (%) korban bcncana erpenuhinya kcbutuhan dasar korban bcncana alam dan wnlah Pcnynndnng 

Ibcncanaalam sosiaJ di \vila)'ah banmg danlatau jasa alam dan sosiaJ yang terpenuhi sosiaJ di wilayah kabupatcnlkota Disabiliras Terianw, ADak TerlantaI. 

I<tm 50Sial kabupatcnikota ebutuhan dasamya eli wilayah )WM US: Lanjut Usia Terlnntar, Gelnndnngnn 
kabupatcnikota :x = lumlah Korban Bcncana Alam dan Sosial kabupatcnlkota Pengemis di wi,layah kabupatcnlkota. 

yang tcrpcnuhi kcbutuhan dasamy.l. 

:y = Populasi Korban BcnCJJta Alam dan S05ial di daernh 

~bupatcnlkota yang mcmbutuhkan pcrlindungan dan j3minan 

rsosial pada saat dan sctcln.h tanggap darurat bencana 
)<abupatcnikota. 

A. Standar biaya pribadi korban a. Pcnyediaan permakanan RUMUS =3+ b + c ·a = d x c x f umIab LKSI Rumab Singgab Ulltu 
benC\lIla alam dan Disabilitas, Anak, Lanjut Usia. 
sosial (a) Paker pembelian bahan pcnnakananl makanan Si3P saj i; GeJandangan Pcngcmis 

(b) Bia)~ pe~alananl transport petugas; 
(c) Biaya pengiriman; 

(d) Pcrkiraanjumlab korban bcncana alam dan sosial per 

Itmun; 
(e) Pcrkiraan jumlah hari pemberian layanan pennakanan 

per kcjadian bencana dalam I (satu) tahun; 

(I) lndcks permakanan per orang per bari. 

B. Standar sarona dan prasarana b. Pcnycdiaan sandang (a ) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga RUMUS - a + b + C $a - d x c Data SDM pcngclola l(lynnan sosi(li di 
tempat penampungan serta fami ly kids; uarpanti . 
pengungsi (b) Biaya pe~a1ananl transport petugas; 

(c) Biaya pengiriman; 
(d) Pcrkiraan jumlah korban bcncana per tabun; 
e ) lndeks snndnng per orang per kc·adian. 

I. Standar SDM c. Pcnycdiaan tempat (a) Pakc:t penyediaan tempat pcnampungan pcngungsi; RUMUS - a + b + C $3 - d x c Data tenaga pcnunjang di 
penampungan pcngungsi (b) Biaya pe~a1anan1 tr.u1Sport petugas; KSI RUlllah Singgah (administrasi). 

(c) Biaya pengiriman; 
(d) Pcrkiraan jwnlab korban bencana per tabun; 
(e) Indeks tcmpat penampungan pengungsi. 

2. Standar sarana dan prasarana d. Pcnanganan khusus bagi (a) Pcmbelian pakct bahan pcrmakanan khusus (Ianjut usia, RUMUS = a + b+ c $a - d xc 

kclompok rcntan ibu hamil. penyandang disabilitas. dan anak); 

(b) Bia)~ pe~alananl transport petugas; 
(c) Biaya pengiriman; 
(d) Perkiraanjumlab kelompok rentan; 
(e) Indeks penangnnan khusus. 

e, PeJayanan duh."Ungan psikosial (a) PCDgadaan paket ala! bantu dukungnn psikososial; RUMUS - a+ b + c $a = d x e 

(b) Honor pekeJja sosial profesionaV tcnaga kescjahtcraan 

sosiall relawan sosiaJ ; 

(c) Biaya pengiriman; 
(d) Perkiraan jumlab korban bencana; 
(e) Indeks dukungnn psikososial. 

-
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FORM 6.D.l REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAR TERLANTAR, ANAK 
TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI 

KABUPATEN: 

NO KELUARAN (OUTPUT) SATUAN 

I 2 3 

1 

2 

3 

4 

5 

"----- - ----- - ---- ---- --

KETERANGAN: 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urnt 
Kolom 2: Diisi dengan keluaran (output) form 6.C.5 
Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output) 
Kolom 4 : Diisi denganjumlah target per jenis keluaran (output) 

TARGET 

VOLUME 

4 

-

Kolom 5 : Diisi denganjumlah target anggaran per jenis keluaran (output) 
Kolom 6 : Diisi denganjumlah realisasi per jenis keluaran (output) 
Kolom 7; Diisi denganjumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output) 
Kolom 8: Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output) 
Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output) 
Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana 
Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan 
Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan 

CAPAIAN 
REALISASI SUMBER 

% PERMASALAHAN 
RP VOLUME RP FISIK KEUANGAN DANA 

5 6 7 8 9 10 II 

---- - --

SOLUSI 

12 

-----
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FORM 6.E.l CAPAIAN TARGET SPM SO SIAL 
CAPAIAN PENERIMA LAY ANAN DASAR (DEMAND) 

POPULASIDIDAERAH 

NO JENIS LAYANAN DASAR JUMLAH KLAIM KABUPATENKOTA YANG 
k:AP AlAN (%) 

LUARPANTI MEMBUTUHKAN REHABSOS 

LUARPANTI 

1 2 3 4 

1 Penyandang 

Disabilitas Terlantar 

2 Anak Terlantar 

3 Lansia T erlantar 

4 Gepeng 

5 Bencana alam dan 

sosial 

Keterangan : 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sosial sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM 
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah klien luar panti 
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah populasi yang membutuhkan rehabsos luar panti dari penerapan SPM 

5 

AP AlAN PENYEDIAAN LAY ANAN DASA 

CAPAlAN 
KATEGORI 

TARGET REALISASI CAPAIAN(%) SPM 

6 7 8 9 10 

Kolom 5 : Capaian (%) = jumlah klaim dalam panti yg terpenuhi kebutuhan dasar selama 1 tahun anggaran dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia 
terlantar, gepeng di propvinsi yang membutuhkan rehabso di dalam panti dikalikan 100% 

Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal sosial yg berbasi penerima dan standar teknis 
Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan 
Kolom 8 : Capaian (%) = realiasi dibagi dengan targer dikalikan 100% 
Kolom 9 : Capaian penerima layanan + dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua) 
Kolom 10 : Kategori : sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59 
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c. Penghitungan Pencapaian SPM 
Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks 
pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu: 
1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya 

manusia); dan 
2) Pencapaian Penerima Layanan Dasar. 

Indeks pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh 
melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal 
layanan dasar dikalikan bobot m u tu dengan persen as indeks penerima 
layanan dasar dikalikan dengan bo bot penerima. 

Form la penghitungan Indeks Pen ca pa ian SPM adalah sebaga i b ikut: 

PSP = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x B of 

(Persen tase pencapaian penerima layanan dasar x BP) 

K terangan: 
I P 

Persen tase 
pe capaian mutu 
m in im llayanan 
da ar 

Persen ta se 
pen ca pruan 
pen erima laya nan 
dasa r 
BM 
BP 

Indeks pencapaian SPM di m a sing-masing j en is 
SPM sesuai denga n Peraturan Pemerinta h 0 or 2 
tahun 201 8. 

= Persentase pencapa ian mutu minim al lay a 
dasar yang d iperoleh dari rata- rata ub I d i a tor 
Kinerja Pencapa ian mutu minima l ba ra n , j a a dan 
sumber daya manu sia sesuai dengan s tanda r 
teknis 

- Per senta se pencapaian yang diperoleh melalu i 
indikator dengan target yang ditetapkan dida lam 
lampiran Pera turan Bupati ini. 

Bobot Mutu m inimallayanan dasar sebesar 20 
Bobot Penerim a layanan dasa r sebe ar 8 

1. Kategori n ila i in dek s pencapaian SPM (IPsPM) terh adap ca aian mutu 
. . al d I d mInIm an penenma ayanan a sar: 

NO NILAI KATEGORI DESKRIPSI 

1 100 Tuntas Pencapaian SPM dengan mu tu minimal dan 
Paripurna pen erima layan an dan pen capaian SPM yang 

tidak terdapat pemenuhan penerima layanan 
dasar dan tidak terdapat pencapalan 
mutum inimal layanan dasar, nilainya sarna 
dengan 
100 

2 90 - Tuntas Pencapaian SPM dengan m u tu minimal dan 
99 Utama penerima layanan dasar, nilainya sarna dengan 

90 sampai dengan 99 

3 80 - 89 Tuntas Pencapaian SPM dengan mutu minimal 
Madya danpenerima layanan dasar, nilainya sarna 

dengan80 sampa i dengan 89 

4 70 - 79 Tuntas Pencapaian SPM den gan mutu minimal 
Pratama danpenerima layanan dasar, nilainya sarna 

dengan70 sampai dengan 79 



5 

6 

2. Kate 
NO 

60 - 69 

< 60 

Tuntas 
Muda 

Belum 
Tuntas 
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Pencapaian SPM dengan mutu minima 
danpenerima layanan dasar, nilainya sarna 
dengan60 sampai dengan 69 

Pencapaian SPM dengan mutu minimal 
danpenerima layanan dasar, nilainya lebih 
kecil dari 60 

DESKRIPSI 

1 0 0 Pen catatanPen apaian SPM yang idak 
saja pemenuhan penerima laya n an dasar 

2 90 - 99 

3 80 - 8 

4 7 0 -79 

5 0 - 69 

6 < 60 

ntas 
Ma dya 

Tun ta s 
Pra tama 

Tunta s 
Muda 

Be urn 
Tun tas 

terd a t pencapaian mutu m inim yanan 
dasar, namun sudah melaksanaka n tig 
tahapa penerapan SPM yaitu pen mpulan 
data, pe ghitungan kebutuhan pelayanan 
dasar dan penyusu nan perencanaan 
pemen han pelayanan dasar. 

denga 
·lainya sa rna 

minima 
100 

minimal 
gan 90 

gan 

den ga n 
ar, n ilainya 

m u ·u mInIma 

an 79 

sa rna 

engan 70 

tu minima 
dengan 60 

Pencapaia n SPM dengan mutu mInIma 
layanan dasar, n ilainya le bih kecil dari 60 

4. Penghitungan persentase pen a paia n mutu minimallayanan dasar: 

Persentase pencapaianmutu minimallayanan dasar = 
Persentase Pencapaian Persentase Pencapaian Persentase Pencapaian 

Mutu Barang + Mutu Jas + Mutu SDM 

Keterangan: 
Persentase pencapaian 
minimallayanan dasar 
Persentase pencapaian 
barang 
Persentase pencapaian 
jasa 

N 

mutu =Rata-rata persentase pen capaian mutu 
minimallayanan dasar 

mutu =Persentase pencapaian mutu minimal 
layanan barang 

mutu =Persentase pen capaian mutu minimal 
layanan jasa 



Persentase 
SDM 
N 

Catatan: 
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pencapaian mutu =Persentase pencapaian mutu 
layanan SDM 

= Jumlah variabel pembagi 

minimal 

1) Untuk jenis layanan dasar yang capaian mutu minimallayanan hanya 
barang dan/atau jasa, dihitung berdasarkan rata-rata capaian mutu. 

2) Untuk menghitung persentase pencapaian mutu barang, persentase 
penca a ian mutu jasa dan persentase pencapaian u tu SDM adalah 
ber sa an indikator-indikator mutu minimal layan n dasar yang 

iteta kan dalam tandar teknis masin g-masin a bidang S 
Pene uan ind'kator tercantum dalam tabel sebagai berikut: 
Ta el Indikator Jenis dan Mut Minimal Pelayanan dasar 

NO 
JENIS LAY ANA 

MPONEN INDlKATOR DASAR 

I 2 3 4 

Ketera gan: 
1) ada a 

) e_ ayanan sar anan dasar y . i dalam 
Peraturan emerintah nomor 2 tahun 20 18; 

) Ko onen ada ah terdiri dari barang dan/ a au jasa a / at u SDM; 
serta 

4) Indikat r adalah ur pen apaian dari a sing-rna. ing kom onen. 
Pen capa'an u a rang, ca a a mutu ja penca a ian mutu 
S di muskan sebag i berikut: 
P ncapai m utu b ran = 

IPMutu bar g 

IP utujasa 

IPMutu SD 

Keterangan: 

= 

utirl +butir2+ .. . +b tir dst 
N 

ir2+ . . . +butir dst 
N 

= butir 1 + utir2+ .. . +butir dst 
N 

Indeks pencapaian (IP) = Indeks pencapaian mutu barang, jasa dan sumber daya manusia 

butir barang 
butir jasa 
butir SDM 
N 

sesuai dengan Permen KIL 
= Variabel barang yang sesuai dengan Permen KlL 
= Variabeljasa yang sesuai dengan Permen KIL 
= Variabel SDM yang sesuai dengan Permen KIL 
= Jumlah variabel 

5. Penghitungan persentase penerima layanan dasar: 

Persentase IP 
= Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan 

penerima layanan Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM 
dasar 
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Keterangan: 
Indeks Pencapaian (IP) = Indeks pencapaian penerima layanan sesuai dengan 

Permen KlL 
Jumlah Warga Negara 
yang terpenuhi kebutuhan 

= Jumlah warga negara yang telah menerima layanan 
SPM berdasarkan data laporan capaian penerapan 
SPM daerah 

Jumlah Warga Negara 
yang menjadi sasaran 
SPM 

= Jumlah warga negara yang menjadi target penerima 
layanan SPM yang termuat dalam dokumen 

~a.llaa.u d r 

D. Pelapo n nerapa n Standa Pel ya nan Min · mal 

A PENGANTAR 
A AR lSI 

I PENDA ULUAN 

BAB II : 

A. LATAR BELAKANG 

B. 

Latar Belakang memuat hal-hal ya g berkaitan deng n alasan 
atau dasar pertim 
memutuskan untuk 
pera turan perun dang-
DASARHUKUM 

asar 
yang 

emenn a ~ 

ngan mengapa Pe erintah Daerah 
pe erapan SPM, selain karen erintah 

n anga 

b eraturan 
asa 

dang-u dangan 
ne a a S M oleh 

C. KEBIJ AKAN UMUM 
e ijakan umum menggambarkan kebijakan umum a e ah yang 

di at da a m eneana penera an an peneapaian S M yang 
d· t angkan dalam RPJ 1 . 

ARA BIJAKAN 
ebija <an m e ggarnbarkan orie tasi dan komi en yang 

diteta ka oleh Pemeri tab Daera h sel a s tu tahun 
a . ggar ene ap penea ai SPM yang 
ditu gkan 

PAN SPM 
A. Pen mp Ian data; 
B. Pe ghi unga kebu tuhan pemeI uhan pelayanan dasar; 
C. Penyusunan ren ana pemenuh n pelayana n dasar; dan 
D. Pelaksana n pem '"nuhan pelay nan d a ar. 
Empat tahapan pe rap n SPM d·a as, dituangkan dalam Format 
Tahapan Penerapan SP , sebagaimana Lampiran B. 

BAB III : PENCAPAIAN SPM 
A. Bidang Urusan Pendidikan 

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait 
dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah. 
1. Jenis Pelayanan Dasar 

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka 
penyediaan barang danl atau jasa kebutuhan dasar yang berhak 
diperoleh oleh setiap Warga N egara seeara minimal yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 
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2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 
Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu 
tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan 
ketentuan Permendagri ini. 

3. Anggaran Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak 
langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan 
dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari: 
a. APB ; 
b. A N; da n 
c. u ber dana lain yang sah. 

4. u k ngan Per sonil Du kungan per onil m en ggam ark n jumlah 
ersonil atau pegawai yang terlibat dalam proses pe er an dan 

pencapaian SPM. 
Hasil Ca . an Hasil capaia adalah realisasi dari tar et yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun n ggaran 
baik dari anggaran maupun peneri a layanan. 

6. Ken dala, Permasalahan dan Solusi Kendala dan permasalaha adalah 
h al-hal yang menjadi hambatan dan tantangan agi eI erintah 
Daerah dalam pe sanaan penerapa n dan pencapaian S M, baik 
intern' l aupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyele aian dan 

emecahan terhadap masa la h . 
B. Bida g U san Kese a an. 
C. Bida g U a n Peke jaan Um m 
D. id g U Perum a han Rakya t a n Permukiman . 
E. idang Urus Ke enteraman, Ketertib Umu dan elindungan 

a yara a . 
F. idang U san Sosia l 

BAB I ,KEGIATA AN B KEGI TA 
P ogram, kegi ta dan sub kegi tan yang terkait d ngan enerapan 

a pe apaian S M. 

BAB V : NUTUP 

IKMAL VA, 


